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PENGANTAR REDAKSI
 Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Kearsipan kembali
 hadir di tahun 2012 pada Volume ke-7 ini. Tema yang diusung kali ini adalah
 “Penyelenggaraan Kearsipan Sebagai Pemersatu Bangsa” diawali dengan artikel yang ditulis
 oleh Drs. Djoko Utomo, MA. dengan judul ‘Arsip Sebagai Simbul Pemersatu Bangsa’
 dimana hal ini sejalan dengan Visi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atau Visi
 Kearsipan Nasional yaitu Arsip Sebagai Simbul Pemersatu Bangsa, dengan berbagai harapan
 dapat mengajak pembaca untuk ikut menyumbang dalam merajut kembali persatuan anak
 bangsa ketika ditengarai terjadinya kelunturan persatuan nasional yang seolah simbol-simbol
 kenegaraan atau identitas nasional menjadi tanpa makna. Begitu juga dengan penggunaan
 Bahasa Indonesia, Pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan
 jati diri bangsa, kini hanya sebagai kelengkapan upacara semata.
 Dalam penyelenggaraan kearsipan pun menjadi penting halnya untuk terus mengikuti
 dan menyesuaikan diri dengan perkembangan perundang-undangan yang ada dalam
 ‘Manajemen Arsip Perguruan Tinggi Di Era New Public Service’ yang ditulis oleh Dra. Tri
 Handayani, M.Si. berangkat dari bagian pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang
 Nomor 43 Tahun 2009 khususnya huruf c bahwa “dalam menghadapi tantangan globalisasi
 dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang
 baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di
 lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
 organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem
 penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu”.
 Khoerun Nisa Fadilah, S.I.P. dalam tulisannya ’Pembangunan Kearsipan Dalam
 Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia’ juga mencoba untuk memberikan konstribusi
 pemikirannya di bidang kearsipan dalam perspektif ilmu pemerintahan. Tidak kalah menarik
 dengan ‘Peran Arsip Dalam Mendukung Upaya Diplomasi Guna Penyelesaian Sengketa
 Perbatasan Camar Bulan Dan Tanjung Datu’ yang diulas oleh Purwo Mursito, S.Sos dalam
 Menjaga wilayah perbatasan negara sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan
 melalui kepemilikan arsip sebagai bukti otentik atas kepemilikan wilayah perbatasan negara.
 Sama halnya dengan itu, ‘Dukungan Arsip Dalam Konflik Batas Wilayah’ yang dituangkan
 oleh Drs. Sumrahyadi, MIMS. telah diistilahkan dalam Undang-Undang Nomor 43 tentang
 Kearsipan sebagai arsip terjaga, perlu adanya perlindungan khusus oleh lembaga pencipta
 arsip.
 ’Strategi Preservasi Arsip Statis Dalam Rangka Menjamin Kelestarian Arsip Statis
 Sebagai Memori Kolektif Bangsa Pada Lembaga Kearsipan’ oleh Drs. Azmi, M.Si. diulas
 mengenai bagaimana penyusunan strategi tersebut dilaksanakan dan mengacu kepada visi,
 misi, program, dan sasaran kerja kearsipan dengan mencakup tujuh aspek penting dalam
 penyelenggaraan kearsipan statis. Sebagai penutup oleh Dharwis Widya Utama Yacob, S.S.
 yang membahas mengenai ’Anomali Dalam Khazanah Arsip: Afdeeling Atjeh Zaken Dalam
 Algemene Secretarie’ bahwa mengapa terdapat bagian Afdeeling Atjeh Zaken dalam khazanah
 arsip tersebut dengan volumenya yang terbesar dalam masa Hindia Belanda?
 Tulisan-tulisan tersebut disajikan dalam Jurnal Kearsipan ini. Semoga pengetahuan,
 penerapan, dan penelitian yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk pengembangan
 dan kemajuan bidang kearsipan.
 REDAKSI
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Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa
 Djoko Utomo
 Abstract
 This paper tried to see archives in the context of life of a society, country, and nation.
 Based on the discussion, it can be concluded that archives play important roles in societies,
 countries, and nations. In fact, archives bind and tie the unity of the nation. It is a reality that
 cannot be denied. Truly, it is apposite with ANRI vision “functioning archives to bond the
 unity of the nation”. The purpose of this paper is to grow and bring up the passion toward
 our motherland, to raise unity among youngsters, and to put up the excitement that we are all
 brothers and sisters in one nation which nowadays that kind of feeling is getting lessen owing
 to the influence of the globalization.
 Keyword: archives, unity, bind the nation.
 I. PENGANTAR
 Arsip selama ini sering hanya diartikan sebagai selembar atau seonggok kertas usang
 yang tidak mempunyai arti dan makna. Ia hanya diartikan sebagai bagian masa lampau yang
 tidak ada kaitannya sama sekali dengan masa kini dan masa mendatang. Terkadang ia hanya
 diartikan sebagai tembusan surat keluar, yang posisinya sangat tidak terhormat, karena ia
 hanya ditempatkan pada urutan terbawah. Padahal arsip adalah rekaman kegiatan atau
 peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, yang sangat penting dalam pelaksanaan
 kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana diamanatkan oleh
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang merupakan pengganti dari
 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan. Arsip
 yang menjandi simpul pemersatu bangsa, bisa arsip dinamis dan bisa pula arsip statis. Adalah
 suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa arsip merupakan tulang punggung
 manajemen pemerintahan dan pembangunan, merupakan bukti akuntabilitas kinerja
 organisasi dan aparaturya, alat bukti sah di pengadilan, yang pada gilirannya akan menjadi
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2
 memori kolektif dan jati diri bangsa serta warisan nasional. Pentingnya arsip bisa dilihat
 seperti penyataan di bawah ini:
 "Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset yang paling berharga. Ia
 merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan
 dilestarikan. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan
 pelestarian terhadap arsipnya." (Daugty, 1924).
 “Pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa
 benih, tukang tanpa alat … Arsip merupakan saksi bisu, tak terpisahkan, handal dan abadi,
 yang memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan dan kejayaan
 bangsa.” (Alfaro, 1937).
 “Apabila dokumen-dokumen Negara terserak pada berbagai tempat tanpa adanya suatu
 mekanisme yang wajar, yang dapat menunjukkan adanya dokumen-dokumen tersebut,
 apabila berbagai dokumen Negara hilang atau dimusnahkan semata-mata karena tidak
 disadari nilai-nilai dokumen-dokumen tersebut oleh sementara pejabat, maka pemerintah
 tentu akan menanggung akibat dari pada hilangnya informasi, yang dapat menyulitkan
 pemerintah dalam usaha-usahanya memberi pelayanan kepada rakyat.” (Soeharto, 1969).
 “Tanpa arsip, suatu bangsa akan mengalami sindrom amnesia kolektif dan akan
 terperangkap dalam kekinian yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, tidaklah
 akan terlalu keliru jika dikatakan bahwa kondisi kearsipan nasional suatu bangsa dapat
 dijadikan indikasi dari kekukuhan semangat kebangsaannya.” (Moerdiono, 1996).
 Arsip ada, tetapi keberadaannya tidak diada-adakan. Ia adalah rekaman kegiatan atau
 peristiwa, ia sering disebut naskah atau informasi tetapi bukan sembarang informasi. Ia
 merupakan informasi yang direkam/terekam yang otentisitas, kredibilitas, legalitas dan
 integritasnya bisa dihandalkan. Oleh karenanya ia harus dijaga dari pengrusakan (tampering),
 pengubahan (alteration), pemalsuan (falsification), korupsi (corruption), dan penghapusan
 (deletion). Ia mempunyai struktur (structure), isi (content), dan konteks (context). Konteks
 inilah yang sangat penting tetapi sering dilupakan oleh banyak pihak, bahkan oleh sebagian
 arsiparis. Padahal dalam definisi arsip (Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
 2009) dikatakan bahwa arsip dibuat dan diterima “dalam pelaksanaan kehidupan
 bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Tujuh kata inilah merupakan “konteks” yang
 tidak boleh diabaikan. Sudah barang tentu istilah “konteks” dalam bidang kearsipan
 mempunyai arti yang jauh lebih luas dari pada “konteks” di sini. Dengan struktur, isi, dan
 konteks, sebagaimana diamanahkan dalam dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor
 43 Tahun 2009, suatu arsip baru berarti dan bermakna, serta mempunyai syarat “recordness”.
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 Sehubungan dengan itu, untuk menunjukkan “konteks” tersebut, ada baiknya apabila
 definisi arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7
 Tahun 1971 disampaikan di sini. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
 berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
 komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga
 pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
 dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Undang-Undang
 Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 angka 2). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7
 Tahun 1971 arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga
 negara dan badan-badan pemerintahan, badan-badan swasta, dan perorangan dalam bentuk
 corak apapun dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan
 kegiatan pemerintahan dan kehidupan kebangsaan.
 Sedangkan yang dimaksud dengan bangsa di sini adalah Bangsa Indonesia yang telah
 diikrarkan sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan terus dikembangkan sesuai
 dengan kebutuhan dalam rangka mempertahankan NKRI. Bangsa Indonesia terdiri atas
 berbagai suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oleh Anderson (2001) bangsa
 diartikan sebagai komunitas yang terbayang (Imagined community). Pengertian bangsa,
 termasuk Bangsa Indonesia sudah barang tentu sangat kompleks dan tidak sesederhana
 sebagai yang disampaikan di atas.
 Tulisan ini berusaha membahas arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dan Perekat
 Bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan Visi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
 atau Visi Kearsipan Nasional yaitu Arsip Sebagai Simpul Pemersatu Bangsa. Tulisan ini
 diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam merajut kembali persatuan anak bangsa
 ketika ditengarai terjadinya penurunan atau kelunturan persatuan nasional. Masih adanya
 gejala disintegrasi bangsa dan terjadinya konflik soasial. Simbol kenegaraan dan/atau
 identitas nasional seperti Garuda Pancasila, Bendera Sang Merah Putih, Lagu Kebangsaan
 Indonesia Raya seolah tanpa arti dan tanpa makna. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai
 bahasa persatuan dan bahasa negara kurang dihayati maknanya lagi. Bahkan pembacaan
 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada setiap upacara seolah tanpa
 makna dan hanya merupakan kelengkapan upacara belaka, padahal semuanya itu merupakan
 jati diri bangsa yang kita lestarikan bersama. Lambang Negara Garuda Pancasila yang
 dipasang di tengah fofo Presiden dan Wakil Presiden seolah tidak mempunyai arti dan makna
 dan hanya merupakan pajangan belaka. Dalam rangka “nation dan character building”,
 menumbuhkan ikatan emosional anak bangsa terhadap bangsa dan negaranya Indonesia
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 tercinta, serta memberikan memberikan makna akan lambang dan identitas nasional yang
 tidak lain adalah arsip, maka untuk mewujudkan visinya “Menjadikan Arsip sebagai Simpul
 Pemersatu Bangsa”, ANRI membangun Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa (diresmikan oleh
 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 31 Agustus 2009). Dalam acara
 peresmian tersebut Presiden juga melaunching “Program Arsip Masuk Desa” dan sekaligus
 memberikan bantuan laptop kepada 33 Kepala Desa dari 33 Provinsi di Indonesia, yang
 secara simbolis diwakili oleh 5 Kepala Desa yang berasal dari Provinsi Aceh, Provinsi Papua,
 Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Selatan, dn Provinsi Jawa-Tengah.
 Tulisan ini terdiri atas 1) Sumpah Pemuda, 2) Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, 3)
 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 4) Pancasila, 5) Undang Undang Dasar 1945 yang
 meliputi: a) Rancangan Pembukaan UUD 1945 Alinea ketiga, b) Rancangan Pembukaan
 UUD 1945 Alinea keempat, c) Rancangan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, d) Wilayah NKRI, e)
 Bendera Negara Sang Merah Putih, f) Bahasa Negara Bahasa Indonesia, dan diakhiri dengan
 g) Lambang Negara Garuda Pancasila.
 Seperti telah disampaikan di atas bahwa arsip yang menjadi simpul pemersatu bangsa
 bisa arsip dinamis dan bisa arsip statis. Arsip atau naskah Sumpah Pemuda yang asli adalah
 arsip statis. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang asli, baik yang ditulis tangan oleh
 Bung Karno maupun yang diketik oleh Sayuti Melik adalah arsip statis. Undang-Undang
 Dasar 1945 yang asli, termasuk amandemennya yang berisi dan mengatur Pancasila, NKRI,
 Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara Garuda
 Pancasila adalah arsip dinamis. Demikian juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang asli, yang
 sekarang masih disimpan di Sekretariat Negara adalah arsip, arsip tersebut arsip dinamis.
 Bahkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bendera, bahasa, lambang Negara,
 serta lagu kebangsaan yang asli yang masih berlaku dan tidak bertentangan dan/atau belum
 diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Nomor
 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958
 tentang Bendera Kebangsaan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Penggunaan Lambang
 Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan
 Indonesia Raya yang sudah disimpan dan dilestarikan di ANRI adalah arsip dinamis.
 II. ARSIP SEBAGAI SIMPUL PEMERSATU BANGSA
 “…..Kita tetap melestarikan jati diri bangsa kita, yang tercermin dalam empat pilar,
 yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
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 dan Bhinneka Tunggal Ika. Apapun yang terjadi kita harus berpegang teguh pada keempat
 pilar itu, sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” (Pidato
 Kenegaraan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, tanggal 15 Agustus, 2008).
 Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keaneragaman atau kebhinnekaan
 memerlukan suatu perekat agar suatu bangsa dapat bersatu guna memelihara keutuhan bangsa
 dan negaranya. Salah satu perekat tersebut adalah arsip.
 Sebagaimana telah disebut di atas, bahasan ini akan dimulai dengan Sumpah Pemuda,
 seperti tertulis di bawah ini:
 1. Sumpah Pemuda
 POETOESAN CONGRES
 PEMOEDA–PEMOEDA INDONESIA
 Kerapatan poemoeda-poemeda Indonesia jang diadakan oleh perkoempoelan-
 perkoempoelan pemoeda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan, dengan namanja:
 Jong Java, Jong Soematera (Poemoeda Soematera), Poemuda Indonesia, Sekar
 Roekoen, Jong Islamieten Bond, Jong Batakbond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem
 Betawi dan Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia:
 Memboeka rapat pada tanggal 27-28 october tahoen 1928 di negeri Djakarta;
 Sesoedahnja mendengar pidato-pidato dan pembitjaraan jang diadakan dalam
 kerapatan tadi;
 sesoedahnja menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembitjaraan ini;
 kerapatan laloe mengambil poetoesan:
 Pertama:
 KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA
 MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH AIR INDONESIA
 Kedua:
 KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA, MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE,
 BANGSA INDONESIA
 Ketiga:
 KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENDJOENJOENG BAHASA
 PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA
 Batavia, 28 Oktober 1928
 Sumpah Pemuda tersebut dikumandangkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam
 Kongres Pemuda ke-2 di Jakarta (dulu Batavia). Yang menarik dari Kongres Pemuda ke-2 ini
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 adalah digunakannya bahasa Indonesia bukan Bahasa Belanda yang merupakan bahasa resmi
 pada waktu itu, demikian juga tidak digunakannya bahasa Jawa karena dinilai berstrata
 sehingga tidak bisa digunakan sebagai bahasa persatuan. Padahal ketika itu penguasaan
 bahasa Indonesia oleh para peserta kongres masih terbatas. Sumpah Pemuda inilah yang
 mempersatukan anak bangsa yang berasal dari berbagai etnis dan daerah dari Bumi Persada
 Nusantara. Perlu kiranya disampaikan di sini bahwa Sumpah yang ketiga tentang bahasa,
 yaitu bukan “berbahasa satu, bahasa Indonesia” melainkan “menjunjung bahasa persatuan
 Bahasa Indonesia”. Dengan rumusan tersebut para pemuda ketika itu sudah berfikir sangat
 strategis dan mendalam karena memberikan tempat “bahasa daerah” untuk tetap
 dipertahankan dan dikembangkan. Saat ini bahasa daerah menjadi bagian muatan lokal (local
 content) di daerahnya, yang penting harus disertai dengan kearifan lokal (local wisdom).
 Tentang penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara kemudian diatur dalam
 Undang Undang-Dasar 1945 Pasal 35, yang disyahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh
 PPKI. Sumpah Pemuda dan UUD 1945 tersebut menjadi simpul dan perekat bangsa.
 Keduanya terekam dalam arsip, dengan demikian arsip menjadi simpul dan perekat bangsa.
 2. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, Wage Rudolf Supratman, seorang wartawan Sin Po
 memperkenalkan lagu ciptaanya Indonesia Raya, dengan memainkan biola yang berupa
 instrumentalia dan diiringi piano oleh Dolly Salim, putri Haji Agus Salim.
 Adapun lirik Lagu Kebangsaan Indonesia Raya versi asli dengan tiga stanza, yang
 merupakan Lampiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah seperti tersebut di
 bawah ini:
 Stanza 1 :
 Indonesia Tanah Airkoe Tanah Toempah Darahkoe
 Di sanalah Akoe Berdiri Djadi Pandoe Iboekoe.
 Indonesia Kebangsaankoe Bangsa dan Tanah Airkoe
 Marilah Kita Berseroe Indonesia Bersatoe
 Hidoeplah Tanahkoe Hidoeplah Negrikoe
 Bangsakoe Rak’jatkoe Sem’wanja
 Bangoenlah Djiwanja Bangoenlah badannja
 Oentoek Indonesia Raja
 (Reff: diulang 2 kali)
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 Stanza 2 :
 Indonesia Tanah Jang Moelia Tanah Kita Jang Kaja
 Di Sanalah Akoe Berdiri Oentoek Slama-Lamanja
 Indonesia Tanah Poesaka P’saka Kita Semoeanja
 Marilah Kita Mendo’a Indonesia Bahagia
 Soeboerlah Tanahja Soeboerlah Djiwanja
 Bangsanja Rakjatnja Sem’wanja
 Sadarlah Hatinja Sadarlah Boedinja
 Oentoek Indonesia Raja
 (Reff: Diulang 2 kali)
 Indonesia Raja Merdeka Merdeka Tanahkoe Negrikoe Jang Koetjinta
 Indonesia Raja Merdeka Hidoeplah Indonesia Raja
 Stanza 3 :
 Indonesia Tanah Jang Soetji Tanah Kita Jang Sakti
 Disanalah Akoe Berdiri
 ‘Ndjaga Iboe Sedjati
 Indonesia Tanah Berseri Tanah Jang Akoe Sajangi
 Marilah Kita Berdjandji Indonesia Abadi
 S’lamatlah ra’jatnja S’lamatlah Poetranja
 Poelaoenja Laoetnja Sem’wanja
 Majoelah Negrinja Majoelah Pandoenja
 Oentoek Indonesia Raja
 (Reff : Diulang 2 X)
 Indonesia Raja Merdeka Merdeka Tanahkoe Negrekoe Jang Koetjinta
 Indonesia Raja Merdeka Merdeka Hidoeplah Indonesia Raja
 Lagu Indonesia ini juga berperan memberikan dorongan dan spirit anak bangsa untuk
 bersatu. Dengan demikian maka naskah/arsip Lagu Indonesia Raya ini juga menjadi simpul
 dan perekat bangsa.
 Lagu Indonesia Raya seperti yang kita nyanyikan sekarang diatur oleh Peraturan
 Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 (copy naskah dapat dilihat di bawah). Lagu Indonesia
 Raya dapat dinyanyikan 3 (tiga) stanza atau 1 (satu) stanza. Perlu kiranya ditegaskan bahwa
 Peraturan Pemerintah yang asli yang ditandatangani Presiden sejatinya adalah arsip.
 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ini baru dimasukkan ke dalam konstitusi atau
 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000 pada amandemen kedua, yaitu
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 dalam Pasal 36 B. Amandemen UUD 1945 tentang Lambang Negara (Pasal 36 A) dan Lagu
 Kebangsaan (Pasal 36 B) selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Amandemen
 Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sejatinya adalah arsip. Dengan demikian naskah/arsip
 amandemen ini sebagai simpul dan perekat bangsa. Perlu disampaikan di sini bahwa naskah
 asli amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen pertama disahkan tanggal 19
 Oktober 1999, amandemen kedua disahkan tanggal 18 Agustus 2000, amandemen ketiga
 disahkan tanggal 10 November 2001, dan amandemen keempat disahkan 10 Agustus 2002),
 yang masih merupakan arsip dinamis telah disimpan dan dilestarikan di ANRI. Naskah
 tersebut diserahkan oleh Ketua MPR Dr. Hidayat Nurwahid kepada ANRI pada tanggal 7
 September 2009. Copy naskah amandemen UUD 1945 tersebut juga telah ditempatkan dalam
 salah satu ruangan “Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa”.
 Gambar 1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958
 3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
 Ditulis tangan oleh Bung Karno Diketik oleh Sayuti Melik
 Gambar 2. Teks Proklamasi
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 Naskah Proklamasi tulisan tangan Bung Karno diserahkan kepada Negara pada tahun
 1992 oleh BM Diah dan Tjokro Pranolo, kemudian disimpan di Arsip Nasional Republik
 Indonesia (ANRI). Sedangkan naskah Proklamasi yang diketik Sayuti Melik diserahkan
 kepada Negara pada tahun 1960 oleh Soejati Surowidjojo binti Prodjohandoko. Naskah
 tersebut disimpan di Istana Negara Jakarta. Naskah tersebut sebelumnya disimpan oleh
 suaminya, Juliarso Surowidjojo. Perlu kiranya disampaikan di sini bahwa Naskah asli teks
 Proklamasi 17 Agustus 1945 pada tahun 1994 dienkapsulasi oleh 4 (empat) orang pegawai
 ANRI, yaitu : 1) Retno, 2) Kamal Kamaluddin, 3) Enco Bastaman, dan 4) Djoko Utomo.
 Dari dua naskah Proklamasi tersebut di atas dapat dilihat dinamika perumusannya.
 Adapun prosesi pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia secara singkat dapat
 dilihat sebagai berikut.
 Pada pukul 10.00 Pagi di depan rumahnya, Pegangsaan Timur 56, Ir. Soekarno yang
 didampingi Drs. Mohammad Hatta menyampaikan sambutan sebagai berikut:
 “Saya telah minta Saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha
 penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang
 untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun.
 Gelombang aksi untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya ada turunnya, tetapi jiwa
 kita menuju ke arah cita-cita.
 Juga di dalam zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak
 berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang kita tampaknya saja menyandarkan diri kepada
 mereka.
 Tetapi pada hakekatnya, tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada
 kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan
 tanah air di dalam tangan kita sendiri.
 Hanya bangsa yang berani mengambil nasib tangan sendiri akan dapat berdiri dengan
 kuatnya.
 Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka Indonesia
 dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa
 sekaranglah datang saat untuk menyatakan kemerdekaan kita.
 Saudara-saudara. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu.
 Dengarkanlah proklamasi kami: (Ir. Soekarno kemudian membaca Teks Proklamasi yang
 diketik oleh Sayuti Melik).
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 “PROKLAMASI
 Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.
 Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan cara saksama
 dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama
 bangsa Indonesia, Soekarno/Hatta.” (Ejaan yang disempurnakan).
 (Perlu disampaikan di sini bahwa suara Bung Karno seperti yang kita dengar di berbagai
 statisun televisi bukanlah suara Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 melainkan suara
 Bung Karno yang direkam oleh Jusuf Ronodiopuro pada tahun 1950).
 Demikianlah Saudara-saudara.
 “Kita sekarang telah merdeka”. “Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air
 kita dan bangsa kita”.
 Mulai saat ini kita menyusun negara kita: Negara Merdeka. Negara Republik Indonesia.
 Merdeka Kekal dan Abadi.
 Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.”
 (Risalah Sidang PPKI, dengan ejaan yang disempurnakan)
 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah,
 puncak perjuangan anak bangsa dalam merebut kemerdekaan. Ini merupakan proses panjang
 yang telah dirintis sejak tahun 1908 dan mulai mengkristal pada 28 Oktober 1928 dengan
 dikumandangkannya Sumpah Pemuda.
 Satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945
 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menetapkan Ir.
 Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil
 Presiden Republik Indonesia.
 Adapun naskah Pengesahan Undang Undang Dasar 1945 dan Penetapan Presiden dan
 Wakil Presiden Republik Indonesia dapat dilihat di bawah ini:
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 Gambar 3. Naskah Pengesahan Undang Undang Dasar 1945 dan Penetapan Presiden
 dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
 Kedua naskah tersebut telah disimpan dan dilestarikan di ANRI. Naskah Pengesahan
 Undang Undang Dasar Republik Indonesia (1945) dan Penetapan Presiden dan Wakil
 Presiden Republik Indonesia yang memberikan legitimasi berlakunya UUD 1945 dan
 memberikan legitimasi kepada Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan
 Wakil Presiden Republik Indonesia. Naskah tersebut juga menjadi perekat dan pemersatu
 bangsa.
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 4. Pancasila
 Salah satu pilar dari empat pilar yang harus dipertahankan sebagaimana disebut dalam
 pidato kenegaraan Presiden SBY pada tanggal 15 Agustus 2008, seperti yang telah
 dikemukakan di atas adalah Pancasila.
 Istilah Pancasila muncul pertama kali pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Ir. Soekarno
 menyampaikan pidato pada Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan
 Kemerdekaan Indonesia yang membahas tentang Dasar Negara Indonesia. Adapun cuplikan
 dari pidato tersebut adalah sebagai berikut:
 “Saudara-saudara. Dasar Negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca
 Dharma? Bukan. Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban,
 sedangkan kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka
 pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca
 Indra. Apa lagi yang lima bilangannya? (Seorang yang hadir bilang Pendawa Lima).
 Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat, kesejahteraan, dan Ketuhanan.
 Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang
 teman kita ahli bahasa, namanya ialah Panca Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan
 diatas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”
 (Risalah Sidang BPUPKI, dengan ejaan yang disempurnakan ).
 Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut,
 urutannya adalah sebagai berikut:
 1. Kebangsaan
 2. Internasionalisme
 3. Mufakat
 4. Kesejahteraan
 5. Ketuhanan
 Hal yang sangat menarik untuk dikemukakan adalah mengenai “Ketuhanan” yang
 merupakan bagian dari Pancasila. Dinamika pembahasan “Ketuhanan” dari sejak
 disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian dirumuskan dalam Rancangan Pembukaan
 Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 (Piagam
 Djakarta atau Djakarta Charter) sampai dengan disyahkannya Undang-Undang Dasar 1945
 pada tanggal 18 Agustus 1945.
 Pancasila (1 Juni 1945) yang disampaikan oleh Bung Karno, “Ketuhanan” disebut
 sebagai “Sila Kelima dari Pancasila”. Yang menarik dari pidato Bung Karno pada tanggal 1
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 Juni 1945 tentang “Ketuhanan” tersebut adalah diharapkannya “Ketuhanan yang
 berkebudayaan” dan “Ketuhanan yang berkeadaban”. Adapun cuplikan dari pidato yang
 menyangkut Ketuhanan tersebut adalah sebagai berikut:
 “Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah
 Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara
 Kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia
 satu Negara yang berTuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam,
 maupun Kristen dengan cara berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah
 hormat menghormati satu lain. Nabi Muhammad SAW telah memberi bukti yang cukup
 tentang verdraagzaamheiud, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isapun
 telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka
 yang kita susun ini, sesuai dengan itu menyatakan bahwa prinsip kelima dari negara
 kita ialah Ke Tuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang
 luhur, Ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya
 jikalau Saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan ke-
 Tuhanan Yang Maha Esa.” (Risalah Sidang BPUPKI, dengan ejaan yang
 disempurnakan).
 Perlu kiranya disampaikan di sini tentang “rumusan Pancasila” dalam Alinea keempat
 Mukadimah atau Pembukaan Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat oleh
 Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945, yangt kemudian dikenal dengan Piagam
 Djakarta atau Djakarta Charter.
 Adapun Panitia Sembilan tersebut adalah : 1. Ir. Soekarno, 2. Drs. Mohammad Hatta, 3.
 Mr. A.A. Maramis, 4. Abikoesno Tjokrosoejoso, 5. Abdoelkahar Moezakir, 6. H.A. Salim, 7.
 Mr. Achmad Saoebardjo, 8. Wachid Hasjim, 9. Mr. Muhammad Yamin.
 Adapun rumusan Pancasila dalam Alinea ke-4 Piagam Djakarta (Djakarta Charter)
 tersebut adalah sebagai berikut :
 “Kemudian dari pada itu ... maka disusunlah Negara Republik Indonesia yang
 berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan dengan kewajiban
 menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan
 yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh
 kebijaksanaan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh
 rakyat Inonesia.”
 Rumusan tersebut di atas pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
 tanggal 18 Agustus 1945 diubah atas usul Wakil Ketua PPKI Drs. Mohammad Hatta. Usulan
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 perubahan tersebut adalah dengan menghilangkan anak kalimat (7 kata) di belakang kata ke-
 Tuhanan dan menggantinya dengan “Yang Maha Esa”. Adapun anak kalimat (7 kata)
 tersebut adalah “dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya”. Dengan
 perubahan tersebut maka rumusannya menjadi:
 “Kemudian dari pada itu … maka disusunlah Negara Republik Indonesia yang
 berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menurut
 dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang
 dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam poermusyawaratan/ perwakilan serta
 dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
 Dengan dihilangkannya kata-kata “dengan menjalankan syariat Islam bagi para
 pemeluknya” di belakang kata “Ketuhanan”, maka akan mempersatukan anak-anak bangsa
 yang berbeda agama. Dengan dihilangkannya 7 (tujuh) kata tersebut bukan saja menunjukan
 kearifan dan kebesaran jiwa para pendiri republik yang mayoritas beragama Islam tetapi juga
 niscaya dengan penghilangan 7 (tujuh) kata tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama
 Islam. Hal terakhir ini bisa dilihat dari pernyataan Muhammad Natsir (1954) sebagai berikut:
 “Perumusan Pancasila adalah hasil musyawarah para pemimpin pada saat taraf perjuangan
 kemerdekaan memuncak 1945. Saya percaya bahwa di dalam keadaan demikian, para
 pemimpin yang berkumpul itu, yang sebagian besarnya adalah beragama Islam, pastilah
 tidak akan membenarkan sesuatu perumusan yang menurut pandangan mereka nyata
 bertentangan dengan asas dan ajaran Islam.“
 Pancasila yang disyahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, susunannya adalah
 sebagai berikut:
 1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 3. Persatuan Indonesia
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan
 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 Dengan disepakatinya penghilangan anak kalimat tersebut menunjukkan betapa para
 pendiri republik ini sangat arif dan bijaksana. Ketika itu tidak diadakan voting. Dari sini
 dapat dilihat betapa besar toleransi orang Islam terhadap penganut agama lain. Dengan
 penghilangan anak kalimat tersebut, Hatta kemudian mengatakan “Inilah perobahan yang
 maha penting menyatukan segala bangsa.”
 Rumusan Pancasila yang disyahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tersebut betul
 betul merupakan perekat bangsa, merupakan pemersatu bangsa. Lebih-lebih dengan sila
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 ketiga “Persatuan Indonesia”. Pancasila yang merupakan jati diri bangsa dan merupakan
 salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa senantiasa harus kita lestarikan. Yang penting
 adalah bagaimana mengamalkan Pancasila tersebut. Dengan demikian naskah Pancasila
 merupakan pemersatu atau perekat bangsa.
 5. Undang-Undang Dasar 1945
 Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu pilar dari empat pilar yang harus
 dipertahankan sebagaimana disebut dalam pidato kenegaraan Presiden SBY pada tanggal 15
 Agustus 2008, seperti yang telah dikemukakan di atas.
 Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Seperti kita
 ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali,
 ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Amien Rais, MA.
 Telah disepakati bahwa di dalam amandemen UUD 1945 hanya dilakukan terhadap batang
 tubuh saja dan bukan terhadap Pembukaan. Amandemen pertama ditetapkan oleh MPR
 tanggal 19 Oktober 1999, Amandemen kedua ditetapkan oileh MPR tanggal 18 Agustus
 2000, Amandemen ketiga ditetapkan oleh MPR tanggal 9 Nopember 2001, dan Amandemen
 keempat ditetapkan oleh tanggal 10 Agustus 2002.
 Adalah sangat menarik untuk disampaikan tentang dinamika pembahasan Rancangan
 Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
 Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sampai dengan disyahkannya Undang-Undang Dasar
 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945,
 khususnya yang menyangkut persatuan bangsa. Penting juga untuk disampaikan UUD 1945
 termasuk amandemennya mengenai pasal-pasal persatuan.
 Seperti dieketahui bahwa Rancangan Pembukaan UUD 1945 dibuat oleh Panitia
 sembilan yang diketuai oleh Bung Karno, yang kemudian dikenal dengan Piagam Djakarta
 atau Djakarta Charter (dibuat tanggal 22 Juni 1945) dan disyahkan oleh PPKI pada tanggal 18
 Agutus 1945.
 a. Alinea ketiga Rancangan Pembukaan UUD 1945
 Adapun alinea ketiga Rancangan UUD 1945 tersebut adalah sebagai berrikut:
 “Atas berkat rachmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
 keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
 dengan ini menyatakan kemerdekaannya.” (Risalah Sidang PPKI, dengan ejaan yang
 disempurnakan).
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 Pada waktu pembahasan Rancangan UUD tersebut pada Sidang Pertama PPKI pada
 tanggal 18 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, ada usulan dari seorang anggota
 PPKI yang bernama I Gusti Ktut Pudja yang berasal dari Bali meminta agar kata “Allah”
 diganti dengan kata “Tuhan”, sehingga rumusan alenea ketiga berbunyi :
 “Atas berkat rachmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
 keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
 dengan ini menyatakan kemerdekaannya.” (Risalah sidang PPKI, dengan ejaan yang
 disempurnakan).
 Usulan tersebut diterima secara bulat oleh para anggota PPKI dan kemudian disyahkan.
 Dengan diubahnya kata “Allah” dengan kata “Tuhan” tersebut maka naskah Pembukaan
 UUD 45 tersebut menjadi pemersatu dan perekat bangsa. Karena agama yang mempunyai
 “Allah” hanyalah Islam dan Kristen (Katolik dan Protestan). Sedangkan agama lain yaitu
 Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu tidak mempunyai “Allah” tetapi mempunyai “Tuhan”. Kata
 “Tuhan” berlaku untuk semua agama termasuk Islam dan Kristen.
 b. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
 melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk
 kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
 dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
 disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara
 Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
 berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menurut
 dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang
 dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu
 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
 Rumusan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya
 juga memuat rumusan Pancasila sungguh luar biasa. Begitu cerdasnya para pendiri republik
 merumuskan formula alat pemersatu dan perekat bangsa. Untuk itu Pancasila dan Pembukaan
 UUD 1945 harus dipertahankan sepanjang masa. Karena merupakan jati diri Bangsa
 Indonesia. Oleh karena itu persyaratan organisasi kemasyarakatan yang harus menggunakan
 asas Pancasila sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
 sangatlah tepat. Yang lebih penting lagi adalah implementasi Pancasila dalam kehidupan
 berbangsa dan bernegara dalam berbagai aspek harus betul-betul dijalankan dengan baik oleh
 semua pihak.
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 c. Pasal 6 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Dasar 1945
 Adapun bunyi Pasal 6 ayat (1) Rancangan UUD 1945 tersebut adalah sebagai berikut:
 “Presiden ialah orang Indonesia aseli yang beragama Islam.”
 Rumusan ini adalah usulan Ir. Soekarno pada Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Hal
 ini dapat dilihat dari Risalah Sidang BPUPKI yang dipimpin ketuanya Dr. K.R.T. Radjiman
 Wedyodiningrat tanggal 16 Juli 1945, sebagai berikut:
 “Yang saya usulkan ialah: “…Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia
 aseli yang beragama Islam.” Saya mengetahui buat sebagian pihak kaum kebangsaan
 ini berarti sesuatu hal yang berarti pengorbanan mengenai keyakinan. Tetapi apa boleh
 buat. Karena bagaimanapun kita sekalian yang hadir disini, dikatakan 100% telah
 yakin, bahwa justru olkeh karena penduduk Indonesia terdiri dari pada 90% atau 95%
 orang-orang yang beragama Islam, bagaimanapun, tidak boleh tidak, nanti yang
 menjadi Presiden Indonesia tentulah orang yang beragama Islam. … Saya minta,
 supaya apa yang saya usulkan itu diterima dengan bulat oleh anggota sekalian,
 walaupun saya mengetahui bahwa ini berarti pengorbanan yang sehebat hebatnya,
 terutama sekali dari pihak Saudara-saudara kaum patriot Latuharhary dan Maramis
 yang tidak beragama Islam. Saya minta dengan rasa menangis, rasa menangis, supaya
 sukalah Saudara-saudara menjalankan offer ini kepada tanah air dan bangsa kita,
 pengorbanan untuk keinginan kita, supaya kita bisa lekas menyelesaikan supaya
 Indonesia Merdeka bisa lekas damai. Demikianlah Paduka Tuan Ketua yang mulia suka
 mengusahakan supaya sedapat mungkin dengan lekas, mendapat kebulatan dan
 persetujuan yang sebulat-bulatnya dari segenap sidang untuk apa yang saya usulkan
 tadi itu.” (Risalah Sidang BPUPKI, dengan ejaan yang disempurnakan).
 Usulan Bung Karno “Presiden ialah orang Indonesia aseli yang beragama Islam” ini
 ketika itu disetujui sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Namun dalam sidang PPKI tanggal
 18 Agustus 1945 Bung Hatta mengusulkan agar kata-kata “yang beragama Islam”
 dihilangkan, sehingga rumusannya menjadi “Presiden ialah orang Indonesia aseli”.
 Mengenai usulan Bung Hatta tersebut adalah sebagai berikut:
 “Oleh karena hasrat kita semua ialah menyatakan bangsa Indonesia seluruhnya, supaya
 dalam masa yang genting ini mewujudkan persatuan yang bulat maka pasal-pasal yang
 bertentangan dikeluarkan dari U&ndang-Undang Dasar. Oleh karena itu maka dapat
 disetujui, misalnya pasal 6 alinea 1 menjadi “Presiden ialah orang Indonesia Aseli”.
 “Yang beragama Islam” dicoret, oleh karena penetapan yang kedua, Presiden Republik
 orang Islam, agak menyinggung perasaan dan pun tidak berguna. Oleh karena mungkin
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 dengan adanya orang Islam 95% jumlahnya di Indonesia ini dengan sendirinya
 barangkali orang Idslam yang akan menjadi Presiden, sedangkan dengan membuang ini
 maka seluruh Hukum Undang-Undang Dasar dapat diterima oleh daerah-daerah
 Indonesia yang tidak beragama Islam umpamanya yang pada waktu sekarang diperintah
 Kaigun. Persetujuan dalam hal ini juga sudah didapat antara berbagai golongan,
 sehingga memudahkan pekerjaan kita pada waktu sekarang ini.”
 (Risalah Sidang PPKI, dengan ejaan yang disempurnakan).
 Usulan Bung Hatta ini disetujui sidang PPKI, sehingga rumusan pasal 6 ayat (1) adalah
 “Presiden ialah orang Indonesia aseli”. Rumusan baru, usulan Bung Hatta ini menjadi
 pemersatu dan perekat bangsa.
 d. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 Salah satu pilar dari empat pilar yang harus dipertahankan sebagaimana disebut dalam
 pidato kenegaraan Presiden SBY pada tanggal 15 Agustus 2008, seperti yang telah
 dikemukakan di atas adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 Pasal 25A UUD 45 “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
 yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
 undang-undang.”
 Pasal ini merupakan hasil amandemen kedua UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR
 tanggal 18 Agustus 2000. Adalah penting untuk disampaikan di sini bahwa ada suatu
 Konvensi Internasional yang menyangkut dengan wilayah negara, khususnya wilayah negara
 yang ditinggalkan oleh negara pendahulu. Konvensi Internasional tersebut adalah “Vienna
 Convention 1983 on State Succession, in respect of State Property ….”, yang esensinya
 adalah Wilayah Negara yang ditinggalkan oleh Negara pendahulu (predecessor state)
 menjadi wilayah negara penerusnya (successor state). Dalam konteks Indonesia berarti
 wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah wilayah yang sebelumnya
 dikuasai oleh Belanda. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa dari Sabang sampai Merauke
 (dari barat sampai ke timur) dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Roti (dari utara ke selatan)
 adalah wilayah NKRI, sebagaimana sering disebut oleh Presiden SBY. Perlu kiranya
 disampaikan di sini bahwa Pulau Miangas pada tahun 1928 telah diputuskan/ditetapkan oleh
 Arbritrase Internasional sebagai milik Belanda ketika terjadi sengketa antara Belanda dan
 USA tentang Pulau Miangas tersebut. Lain halnya dengan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan
 yang pada tanggal 17 Desember 2002 oleh International Court of Justice (ICJ) diputuskan
 menjadi milik Malaysia ketika sebelumnya disengketakan antara Pemerintah Republik
 Indonesia dengan Pemerintah Malaysia. Kekalahan Indonesia atas Pulau Sipadan & Pulau
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 Ligitan, masih adanya pulau-pulau terdepan (pulau terluar) yang rawan sengketa dengan
 Negara tetangga, serta permasalahan lain yang berkenaan dengan kependudukan,
 kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan lain lain
 mendorong ANRI dan DPR RI dalam menyusun Undang-Undang Kearsipan untuk
 merumuskan pasal-pasal yang bisa membantu memecahkan permasalahan tersebut di atas.
 Secara singkat bisa disampaikan bahwa salah satu pemecahan masalah tersebut adalah
 dengan menciptakan istilah baru, yang hanya ada di Indonesia, yaitu “Arsip Terjaga”
 (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 : Pasal 1 angka 8, Pasal 34 ayat (2), Pasal 42 ayat
 (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 83, dan
 Pasal 84 (Untuk ulasan arsip terjaga lihat artikel Djoko Utomo “Arsip Terjaga : Penjaga
 Keutuhan dan Kedaulatan NKRI” dalam Jurnal Kearsipan ANRI Vol 6, No. 1, Desember
 2011). Namun demikian, kiranya ada baiknya disampaikan kembali secara singkat (apa yang
 dimaksud dengan Arsip Terjaga). Arsip terjaga adalah arsip Negara yang berkaitan dengan
 kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya,
 dan permasalahan pemerintahan yang strategis yang berkaitan dengan keberadaan dan
 kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan
 keselamatannya. Namun sangat disayangkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28
 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
 Arsip Terjaga tidak dijabarkan melainkan “direduksi” atau “dikebiri”. Dalam Peraturan
 Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ini, Arsip Terjaga diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal
 51. Perlu dicatat bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1, istilah Arsip Terjaga juga
 dihilangkan. Ini sungguh menyedihkan karena masalah yang sangat penting yang dihadapi
 oleh bangsa dan negara saat ini, seperti masalah perbatasan, kepulauan, perjanjian
 internasional, kontrak karya, dan sebagainya justru dihilangkan. (Lihat misalnya,
 Kementerian Pertahanan RI yang menjadikan Pulau Nipa, Kepuluan Riau yang merupakan
 pulau terdepan (pulau terluar) yang berbatasan dengan Singapore dijadikan percontohan
 pengamanan pulau terluar (Media Indonesia, 11 Oktober 2012). Padahal dalam Undang-
 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, seperti telah disampaikan sebelumnya,
 Arsip Terjaga diatur dalam 3 pasal, yaitu : 1) Pasal 1 angka 8 (definisi Arsip Terjaga), 2)
 Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1). Sungguh sangat disayangkan bahwa Peraturan
 Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ternyata tidak menjabarkan arsip terjaga ke dalam
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012.
 Sudah barang tentu wilayah NKRI sekarang ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan
 Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Misalnya, Deklarasi

Page 22
                        

20
 Djuanda 13 Desember 1957, yang kemudian dikukuhkan menjadi Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang
 menetapkan batas perairan laut Indonesia adalah 12 (duabelas) mil. Perpu Nomor 4 Tahun
 1960 ini merupakan pengganti dari Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939,
 yang menetapkan batas perairan laut adalah 3 (tiga) mil. Deklarasi Djuanda merupakan awal
 digulirkannya Konsep Wawasan Nusantara. Perpu Nomor 4 Tahun 1960 ini kemudian
 disempurnakan menjadi/diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
 Perairan Indonesia. Undang-Undang ini dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah
 Negara Kepulauan (Archipelago State). Di dalam konsep Negara Kepulauan, laut dan selat
 adalah pemersatu, bukan pemisah. Oleh karena itu lagu “dari Sabang sampai Merauke”,
 berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia” adalah selaras
 dan sejalan dengan konsep negara kepulauan. Perlu juga disampaikan di sini bahwa Konsep
 Archipelago State diakui secara internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam
 bentuk konvensi hukum laut yang disebut United Nation Convention on the Law of the Sea
 (UNCLOS) pada tahun 1982. Konvensi ini pada tanggal 31 Desember 1985 diratifikasi oleh
 Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan
 UNCLOS. Dalam konteks ini perlu juga disebut 2 (dua) Peraturan Pemerintah, yaitu 1)
 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titk
 Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005
 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar.
 Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membentang dari Sabang sampai
 Merauke, dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Wilayah Negara Indonesia ini bisa
 dilihat dari Peta NKRI yang dikeluarkan oleh BAKOSURTANAL (sekarang Badan
 Informasi Geospasial). Peta adalah arsip. Arsip peta di dalam kearsipan disebut arsip
 kartografik. Peta NKRI tersebut juga merupakan alat pemersatu dan perekat bangsa. Perlu
 kiranya diingatkan kembali bahwa arsip adalah naskah. Hal ini berarti pula bahwa Naskah
 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya adalah
 arsip, dan arsip-arsip yang disebut di atas adalah merupakan simpul-simpul pemersatu
 bangsa.
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 Gambar 4. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia
 Indonesia terdiri atas 18.108 pulau besar dan kecil, 33 provinsi, 399 kabupaten dan 98 kota.
 Gambar 5. Lambang/logo 33 Provinsi di Indonesia
 Dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia tidak ada satupun logo yang sama. Hal ini
 menunjukan bahwa setiap daerah mempunyai karakteristik dan kekhususan yang berbeda satu
 dengan yang lain. Demikian juga dari 497 kabupaten/kota tidak ada satupun logo yang sama.
 Logo juga merupakan jatidiri dan identitas daerah yang senantiasa perlu dipelihara.
 Perbedaan logo ini juga menunjukan kebhinnekaan dalam NKRI. Perbedaan logo ini
 menambah indah dan eloknya Indonesia.
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 e. Bendera Negara Indonesia
 Gambar 6. Bendera Negara Indonesia
 Bendera Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 sebagai
 berikut: Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Peraturan Pelaksanaan dari Pasal
 35 UUD 1945 tentang Bendera Negara ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Adapun Peraturan
 Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan masih berlaku sepanjang
 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (lihat Pasal 72 atau Pasal
 Peralihan).
 Gambar 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958
 Dengan ditetapkannya Bendera Sang Merah Putih sebagai Bendera Negara maka di
 wilayah NKRI tidak boleh dikibarkan bendera lain selain Bendera Sang Merah Putih, kecuali
 di Kedutaan-kedutaan Besar Negara sahabat di Indonesia dan apabila ada kunjungan resmi
 yang mewakili suatu negara ke Indonesia. Dengan demikian Bendera Sang Merah Putih
 sebagai Bendera Negara juga merupakan perekat dan pemersatu bangsa. Demikian juga
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 naskah mengenai pengaturan bendera tersebut merupakan perekat dan simpul pemersatu
 bangsa.
 f. Bahasa Negara
 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Bahasa Negara ini diatur dalam Undang-Undang
 Dasar 1945 Pasal 36. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, yang telah diikrarkan oleh
 para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda Kedua. Ikrar Pemuda
 yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda menyatakan “Menjunjung Bahasa
 Persatuan, Bahasa Indonesia. Padahal ketika itu bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa
 Belanda, dan mayoritas pemuda adalah berbahasa Jawa. Yang perlu dicatat adalah
 kecerdasan dan kearifan para pemuda waktu itu dengan tidak memilih bahasa Belanda atau
 bahasa Jawa.
 Bahasa Indonesia ini kemudian dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban
 bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jatidiri bangsa, kebanggaan nasional, sarana
 komunikasi anatar daerah dan antar budaya, serta pemersatu berbagai suku bangsa di
 Indonesia (lihat Pasal 25 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009). Dengan kata lain bahwa Bahasa
 Indonesia merupakan pemersatu dan perekat bangsa. Dengan ditetapkannya Bahasa Indonesia
 sebagai Bahasa Negara tidak berati bahasa daerah tidak boleh digunakan. Bahkan bahasa
 daerah yang masih ada perlu dilestarikan dan dikembangkan dengan kearifan yang tinggi.
 Bahasa daerah perlu dipelajari dan diajarkan di sekolah-sekolah karena ini akan memperkaya
 khasanah bahasa.
 Penetapan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara di dalam Undang Undang Dasar
 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (yang asli) sejatinya adalah arsip yang
 merupakan perekat dan simpul pemersatu bangsa.
 g. Lambang Negara
 Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
 Gambar 8. Garuda Pancasila
 Bhinneka Tunggal Ika adalah merupakan salah satu pilar dari empat pilar Jatidiri
 Indonesia yang harus dilestarikan (SBY, 2008). Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan
 yang melekat pada lambang negara Garuda Pancasila.
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 Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
 Lambang Negara ini diatur dalam Pasal 36 A Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen
 kedua). Lambang Negara Garuda Pancasila selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor
 24 Tahun 2009. Sebelumnya hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951
 tentang Lambang Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang
 Penggunaan Lambang Negara. Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan
 Bhinneka Tunggal Ika yang dipasang di antara foto Presiden dan Wakil Presiden seolah tanpa
 arti dan tanpa makna. Seolah ia hanyalah pajangan belaka. Padahal sejatinya ia sangat berarti.
 Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Empu Tantular dalam Kakawin Sutasoma. Di
 dalam kakawin tersebut terdapat semboyan “Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma
 Mangrawa”, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi satu, tiada satu kewajiban pun untuk
 mendua. Ini adalah suatu konsep pluralisme yang cocok untuk diterapkan Negara Kesatuan
 Republik Indonesia kapanpun. Di dalam Lambang Garuda Pancasila hanya dicantumkan
 kata-kata Bhinneka Tunggal Ika tanpa kata-kata Tan Hana Dharma Mangrawa. Semboyan
 Bhinneka Tunggal Ika dalam Lambang Negara Garuda Pancasila tersebut yang artinya
 walaupun kita berbeda beda (beda suku, beda agama, beda kebudayaan, beda adat-istiadat,
 beda bahasa daerah, dan sebagainya) tetapi kita tetap satu adalah salah semboyan penting
 yang mempersatukan anak bangsa yang sangat beragam. Barangkali Indonesia adalah Negara
 yang memiliki kebhinnekaan atau keberagaman terbesar di dunia, dengan agama 6 agama
 (Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghuchu) ratusan
 kepercayaan terhadap Tuhan, budaya, adat istiadat, bahasa daerah (sekitar), suku (lebih dari
 726 suku), pulau (18.108) dan sebagainya. Menjadi Indonesia adalah suatu proses sejarah
 yang panjang.
 Banyak orang asing, termasuk Garet Evans (mantan Perdana Menteri Australia) yang
 kagum atau mungkin heran mengapa ribuan pulau, ratusan ethnic, dan sebagainya bisa rekat
 menjadi Indonesia. Ternyata Presiden Obama juga sangat kagum terehadap Bhinneka
 Tunggal Ika. Hal ini bisa dilihat dari pernyataannya saat memberikan kuliah umum di
 Universitas Indonesia pada tanggal 10 Nopember 2010, sebagai beikut: “…Bhinneka Tunggal
 Ika - Unity in Diversity. This is the foundation Indonesia’s example to the woreld, and this is
 why Indonesia will play such an important role in the 21st century.”
 Kebhinekaan atau keberagaman ini merupakan berkah yang senantiasa harus dipelihara,
 bahkan harus dipupuk dan dikembangkan dalam koridor Negara Kesatuan Republik
 Indonesia (NKRI). Sejalan dengan ini Sulastomo dalam artikelnya di Harian Kompas tanggal
 20 Oktober 2012 menyatakan sebagai berikut “Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa yang
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 beragam: agama, etnisitas, dan budaya. Namun, kita juga yakin bahwa keberagaman itu
 merupakan potensi yang luar biasa kalau kita bisa menghimpunnya melalui Bhinneka
 Tunggal Ika.”
 Salah satu wahana untuk memelihara, memupuk, dan mengembangkan persatuan dan
 kesatuan anak bangsa dalam bingkai NKRI adalah arsip. Kebhinnekaan atau keberagaman
 itulah keindahan Indonesia, seperti indahnya pelangi di langit. Kekhususan atau kekhasan
 daerah perlu dikembangkan sebagai muatan lokal (local content) dengan kearifan lokal (local
 wisdom).
 Gambar 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951
 Gambar 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958
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 III. PENUTUP
 Tulisan ini berusaha untuk melihat arsip dalam konteks kehidupan bermasyarakat,
 berbangsa, dan bernegara. Dari paparan di atas juga dapat disimpulkan betapa pentingnya
 arsip, baik arsip dinamis maupun arsip statis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
 bernegara. Arsip sungguh merupakan perekat dan simpul pemersatu bangsa. Ini suatu
 kenyataan yang tidak dapat dipuyngkiri dan ini juga sejalan dengan Visi ANRI yaitu
 “Menjadikan Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa.” Semoga paparan ini bisa menumbuh
 kembangkan dan memupuk rasa cinta tanah air, memupuk persatuan di antara anak bangsa,
 dan merajut kembali rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air yang mulai luntur di era
 globalisasi ini.
 __________
 *Tulisan ini adalah merupakan penyempurnaan dari artikel yang pernah dimuat dalam
 Jurnal Sekretariat Negara RI, NEGARAWAN, Edisi 13 (Agustus 2009).
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 MANAJEMEN ARSIP PERGURUAN TINGGI DI ERA NEW PUBLIC SERVICE
 (SEBUAH PEMIKIRAN UNTUK ARSIP PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS
 DIPONEGORO)
 Tri Handayani
 Abstract
 Traditionally, universities are assigned three missions: to teach, conduct research, and
 provide public service. Records created resulting the assignment should be managed
 systematically in a university archives system from the creation to disposal, and then
 continue being retained at the next phase, namely archives. The University archives, as
 institutions holding all archives management functions, has to develop filling and archives
 management system.
 Research problem of this writing is to study on how the universities implement records
 management activities in the new public service era. The research was conducted in a
 descriptive format. It is aimed to outline general concept of archives management through
 literature study. The study is to compare record management units, namely, first archival unit
 and second archival unit, and to review the results of the third-time preparation of
 Diponegoro University Archives establishment by a research team from Archival Diploma
 Program of Faculty of Humanities at University of Diponegoro.
 Direct observation was done in some work units at University of Diponegoro as study
 samples. The purpose is to seek arising problems and inhibiting problems concerning records
 and archives management in colleges. Interviews conducted both in a structured and
 unstructured with record managers and archivists at University of Diponegoro as well as
 other potential users at the university archives. The goal was to find out policies on direct
 applicably record management and its implementation.
 The study was to support the implementation of the Act Number 43 of 2009 which says
 ‘universities can organize information service file based system to the maximum to its users’.
 The research recommended, as the pioneer in developing national archival intensive
 communication with related ministries, other institutions as well as high education
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 institutions, National Archives of the Republic of Indonesia must have built synergies among
 those institutions in order to obtain one perception on university archives functions. If the
 synergy had been acquired then the weakness would have been resolved.
 Keywords: archives, high education archives, university archives, University of Diponegoro,
 the Act of Number 43 of 2009.
 PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang
 Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi setelah pendidikan menengah.
 Berbagai program pendidikan yang ditawarkan di perguruan tinggi, meliputi program
 pendidikan Diploma (D I, D II, D III, D IV), Sarjana Strata I (Sarjana), Sarjana Strata II
 (Magister), Sarjana Strata III (Doktor), dan Spesialis.1 Pada Pasal 20 Undang-Undang
 tersebut memuat ketentuan tentang bentuk dari perguruan tinggi. Bentuk perguruan tinggi
 dapat berupa akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi
 merupakan bentuk dari lembaga pendidikan tinggi. Penyelenggara pendidikan tinggi bisa
 pemerintah atau swasta.2 Lembaga-lembaga tersebut berkewajiban menyelenggarakan
 pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau yang lazim disebut sebagai
 tridharma perguruan tinggi. Samuels,3
 menyebut tridharma perguruan tinggi sebagai
 traditionally assigned three missions: teach, conduct research, and provide public service.
 Kegiatan tridharma perguruan tinggi ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Dosen selaku
 pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan mempunyai tugas utama
 mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi
 dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.4 Hasil dari
 dilakukannya kegiatan tridharma perguruan tinggi antara lain adalah diciptakannya arsip
 perguruan tinggi. Arsip yang diciptakan sebagai akibat dari dilakukannya kegiatan
 pendidikan antara lain Penjaminan Mutu Pendidikan, Peraturan Akademik, SK Mengajar,
 Daftar Hadir Dosen, Daftar Hadir Mahasiswa, Daftar Nilai, Surat Persetujuan Ijin Cuti
 1 Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi; Lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, butir 17-21; Lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan butir 17-21; Lihat juga Statuta Universitas Diponegoro Nomor 186/O/2002 tanggal 28 Oktober 2002, butir 2.
 2 Kurtz, Michael J. Archival Management di dalam Managing Archives and Archival Institutions, edited by James Gregory Bradsher.
 (London, Mansell Publishing Limited,1982: 241). 3 Samuels, Helen Willa, The Function of College and Universities: Structure and Uses of Varsity Letters: Documenting Modern Colleges
 and Universities. ( New York & London, The Society of American Archivists and The Scarecrow Press, Inc, 1992: 20): Lihat juga Statuta Universitas Diponegoro Nomor 186/O/2002 tanggal 28 Oktober 2002, Pasal 1 butir 23 dan Bab IV Pasal 13 hingga 24.
 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 1 butir 28.
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 Mahasiswa, Kartu Rencana Studi, Kartu Hasil Studi, SK Dosen Wali, SK Membimbing
 Penulisan Laporan Kerja Praktik, SK Membimbing Penulisan Skripsi, SK Membimbing
 Penulisan Tesis, SK Membimbing Penulisan Disertasi, SK Menguji Laporan Kerja Praktik,
 SK Menguji Skripsi, SK Menguji Tesis, SK Menguji Disertasi, SK Dosen Wali dan berkas
 perwalian; arsip yang diciptakan akibat dari dilakukannya kegiatan penelitian antara lain (1)
 Penelitian yang dilakukan oleh dosen: SK Penelitian, laporan hasil penelitian, Jurnal,
 Proceeding. (2) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa: Laporan Kerja Praktik, Skripsi,
 Tesis, Disertasi. Arsip yang diciptakan akibat dari dilakukannya kegiatan pengabdian kepada
 masyarakat antara lain SK Kegiatan Pengabdian berikut berkas laporannya, dokumen terkait
 misal model produk yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, paper
 ceramah atau penyuluhan. Arsip yang diciptakan sebagai akibat dari dilakukannya kegiatan
 penunjang antara lain: SK Kepanitiaan Kegiatan Workshop atau Seminar atau Lokakarya
 atau Pelatihan berikut laporan dan sertifikat sebagai panitia. Selain kegiatan tridharma,
 perguruan tinggi juga menciptakan arsip perguruan tinggi, antara lain Memorandum of
 Understanding (Naskah Kerjasama), dokumen asset (sertifikat tanah dan bangunan, sarana
 dan prasarana laboratorium, sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian),
 rumah sakit pendidikan, arsip kepegawaian, arsip pendirian program studi, dan lain-lain.5
 Arsip yang tercipta sebagai akibat dari dilakukannya kegiatan tridharma perguruan tinggi
 harus dikelola dalam sistem kearsipan perguruan tinggi agar terkelola secara sistematis sejak
 diciptakan hingga disusutkan dan akhirnya digunakan lagi untuk fase berikutnya.
 Program kearsipan perguruan tinggi sudah dimulai pada perguruan tinggi di berbagai
 belahan dunia sejak beberapa tahun yang lalu, misalnya Program kearsipan di Harvard
 University sudah dimulai sejak tahun 1936, Wisconsin University tahun 1952, Cornell
 University tahun 1961. Sementara itu The University of Illinois pada 15 Juni 1920 sudah
 mulai mendiskusikan tentang program arsip perguruan tinggi. Akhirnya program itu benar-
 benar terlaksana tahun 1963.6
 Program kearsipan perguruan tinggi di Indonesia secara kelembagaan sudah dirintis oleh
 Arsip Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2000-an. Program ini mula-mula diintroduksi
 ke perguruan tinggi negeri dengan badan hukum berbentuk Badan Hukum Milik Negara
 (BHMN) mengingat pada tahun-tahun awal tahun 2000-an sebelum diundangkannya
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, yang masih diberlakukan adalah Undang-Undang
 5 Lihat juga Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Sekjen Depdiknas, 2008; Rancangan Pola
 Klasifikasi Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Perguruan Tinggi, Jakarta: Biro Umum Sekjen Kementrian Diknas, 2010; Pedoman
 Pola Klasifikasi Dokumen, Buku II, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005; Sumrahyadi, University Archives: Suatu Kajian Awal, di dalam Jurnal Kearsipan Volume 1 Nomor 1, Jakarta November 2006, ISSN 1978-130X, halaman 73-74.
 6 Brichford, Maynard. The Illiarch. Di dalam College and University Archives: Selected Readings. (Chicago, 1979:19).
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 Nomor 7 Tahun 1971. Dengan pertimbangan tersebut, maka program kearsipan perguruan
 tinggi paling memungkinkan diintroduksi ke lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang
 berstatus BHMN sebagaimana dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 152,
 153,154, dan 155 Tahun 2000. Perguruan tinggi dimaksud adalah Universitas Indonesia (UI)
 dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Seiring dengan berjalannya waktu, maka rancangan
 undang-undang tentang kearsipan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971
 terus disosialisasikan melalui kajian-kajian pendirian Arsip Perguruan Tinggi di berbagai
 perguruan tinggi di Indonesia. ANRI telah bekerja sama dengan beberapa universitas negeri
 dalam rangka pengembangan Arsip Perguruan Tinggi di Indonesia. Beberapa universitas
 negeri dimaksud adalah:7
 1. Universitas Indonesia (UI), Depok
 2. Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta
 3. Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang
 4. Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor
 5. Universitas Terbuka (UT), Tanggerang
 6. Universitas Patimura (UNPATI), Ambon
 Bentuk kerjasama diawali dengan melakukan beberapa kali kajian berkisar tentang
 manajemen arsip perguruan tinggi. Kajian di Universitas Diponegoro dilakukan oleh ANRI
 bekerjasama dengan Program Studi Diploma III Kearsipan Fakultas Sastra (sekarang Fakultas
 Ilmu Budaya). Kajian telah dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu tahun 2002 (Manajemen
 Kearsipan di Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang), 2004/2005 (Kajian Persiapan
 Pendirian Arsip Universitas) dan 2007 (Persiapan Pembentukan University Archives
 UNDIP). Pada tahun 2011 dirintis bentuk lembaga University Archives di UNDIP dan tahun
 2012 lembaga tersebut terbentuk namun saat ini belum operasional.
 Arsip perguruan tinggi sebagai lembaga kearsipan berbentuk satuan organisasi
 perguruan tinggi yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di
 lingkungan perguruan tinggi tentu juga menjalankan fungsi manajemen, yaitu manajemen
 kearsipan perguruan tinggi. Sebagaimana yang diamanahkan dalam paragraf 4 tentang Arsip
 Perguruan Tinggi pada Pasal 27 ayat (4) disebutkan, bahwa arsip perguruan tinggi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang
 diterima dari (a) satuan kerja di lingkungan perguruan tinggi; dan (b) civitas akademika di
 lingkungan perguruan tinggi. Satuan kerja yang ada di lingkungan perguruan tinggi dapat
 7 Materi Workshop Jadwal Retensi Dokumen/Arsip Perguruang Tinggi Universitas Indonesia Depok, 7 April 2011 oleh Mustari Irawan
 (Deputi Bidang Konservasi Arsip Arsip Nasional Republik Indonesia).
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 dilihat pada susunan struktur organisasi dan tata kerja yang ada di perguruan tinggi tersebut.
 Satuan kerja ini adalah mesin pencipta arsip perguruan tinggi yang memuat tentang kegiatan
 tridharma perguruan tinggi,8 Adapun civitas akademika adalah komunitas dosen dan
 mahasiswa pada perguruan tinggi.9 Dari aturan tersebut, nampak bahwa manajemen
 kearsipan perguruan tinggi berproses sejak arsip diciptakan oleh seluruh unit kerja terkecil
 maupun civitas akademika di perguruan tinggi, dilanjutkan dengan manajemen arsip dinamis
 inaktif di Unit Kearsipan II yang ada di masing-masing unit kerja hingga diakuisisi oleh
 manajemen arsip perguruan tinggi. Model Alur Administrasi Perguruan Tinggi Terpadu dapat
 dilihat pada gambar 4.
 Maher menyatakan, bahwa arsip perguruan tinggi terdiri dari arsip yang memuat
 informasi tentang kebijakan, personalia, kepemilikan, dan sarana prasarana. Arsip-arsip
 tersebut merupakan peninggalan dokumentasi dari suatu institusi pendidikan tinggi yang
 dilestarikan dan diolah sehingga dapat diakses oleh penggunanya dengan mudah.10 Arsiparis
 perguruan tinggi mempunyai tanggungjawab untuk mengolah dan melindungi arsip-arsip
 yang memuat nilai-nilai kebuktian hukum, administratif, dan keuangan sebagai upaya untuk
 memproteksi perguruan tinggi dari aspek hukum dan meningkatkan efisiensi dalam
 manajemen.11
 Pernyataan Samuels ini sejalan dengan teori organisasi. Robbins,12
 mendefinisikan organisasi sebagai “kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar,
 dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif
 terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan”. Dengan demikian
 arsip perguruan tinggi merupakan suatu organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi,
 sehingga membutuhkan manajemen untuk melaksanakannya.
 Manajemen menurut Kast adalah “subsistem kunci dalam sistem organisasi”.13
 Lebih
 lanjut dikatakan, bahwa “manajemen merupakan proses perpaduan (integrasi) berbagai
 sumber-daya yang tidak berkaitan ke dalam suatu total sistem untuk tercapainya tujuan”. 14
 Masyarakat acapkali menggunakan kata manajemen tumpang tindih dengan administrasi
 karena mereka kurang paham, bahwa manajemen merupakan kegiatan yang sangat luas. Ada
 8 Lihat Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
 Indonesia Nomor 0202/O/1995. 9 Lihat Statuta Universitas Diponegoro Nomor 186/O/2002 tanggal 28 Oktober 2002, Pasal 1 butir 12.
 10 Maher, Fundamental of Academic Archives di dalam The Management of College and University Archives, (Metuchen, New York &
 London, The Society of American Archivists & The Scarecrow Press Inc.,1992: 17). 11
 Samuels, Helen Willa, The Function of College and Universities: Structure and Uses of Varsity Letters: Documenting Modern
 Colleges and Universities. (New York & London, The Society of American Archivists and The Scarecrow Press, Inc, 1992: 24). 12
 Robbins, Stephen P.,Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi. Terjemahan Jusuf Udaya (Jakarta, Arcan, 1994:4). 13
 Kast, Fremont E. dan Rosenzweig, Organisasi dan Manajemen (edisi keempat/cetakan ke-satu) terjemahan A. Hasymi Ali.
 (Jakarta,:Bumi Aksara, 1990: v). 14
 Kast, Fremont E. dan Rosenzweig, Organisasi dan Manajemen (edisi keempat/cetakan ke-satu) terjemahan A. Hasymi Ali. (Jakarta,
 Bumi Aksara, 1990: 7-8).

Page 35
                        

33
 banyak sub sistem di dalam organisasi sehingga dibutuhkan manajemen untuk
 mengintegrasikannya. Arsip perguruan tinggi sebagai mana dituangkan dalam Pasal 1 butir
 17, 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 merupakan suatu organisasi yang
 mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan
 arsip statis dan pembinaan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Dua fungsi arsip
 perguruan tinggi ini, membutuhkan manajemen dan manajerial yang optimal agar fungsi,
 tugas dan tanggung jawab organisasi tercapai tujuannya secara efektif dan efisien.
 Arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan fungsi dan tugas
 penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Penyelenggaraan kearsipan
 sebagaimana dimuat pada Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 disebutkan
 merupakan keseluruhan kegiatan meliputi “kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan
 arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia,
 prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya”. Dengan demikian kita ketahui, bahwa
 manajemen arsip perguruan tinggi adalah manajemen arsip sejak arsip diciptakan di
 lingkungan perguruan tinggi hingga disusutkan, dan digunakan untuk fase berikutnya, dengan
 melibatkan seluruh fungsi manajemen.
 B. Permasalahan
 Keberadaan Arsip Perguruan Tinggi tentu tidak lepas dari visi dan misi yang menjiwai
 dari penciptaan lembaga tersebut yang dapat dicermati dari bagian konsiderans undang-
 undang yang menaungi pasal tentang penciptaan Arsip Perguruan Tinggi yaitu Undang-
 Undang Nomor 43 Tahun 2009. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah
 bagaimanakah pelaksanaan kegiatan manajemen arsip perguruan tinggi yang dilakukan di
 lingkungan Universitas Diponegoro pada era New Public Service ini?
 C. Metode Penelitian
 Penelitian ini dilakukan dengan format deskriptif, bertujuan untuk menguraikan konsep
 pengelolaan arsip secara umum melalui studi pustaka baik dari peraturan pelaksanaan
 penanganan arsip di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional khususnya arsip perguruan
 tinggi, jurnal dan literatur kearsipan. Studi pustaka digunakan untuk membandingkan antara
 manajemen arsip di unit kerja, unit kearsipan II dan unit kearsipan I. Studi pustaka juga
 dilakukan untuk mengkaji kembali tiga kali hasil penelitian Tim Peneliti Persiapan Pendirian
 University Archives Undip yang dilakukan oleh Tim Peneliti D III Kearsipan Universitas
 Diponegoro pada tahun 2002, 2004/2005, dan 2007. Selain itu untuk mengetahui
 perkembangan terakhir kebijakan manajemen arsip perguruan tinggi di Universitas
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 Diponegoro, maka penulis juga menggunakan paper yang disusun oleh Saudara Amad Rosyd
 yang ia tulis pada tahun 2011 sebagai bahan presentasi sebagai peserta Seleksi Arsiparis
 Teladan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2011 dan Paper Sdri. Turi
 Daurita yang ia tulis pada tahun 2012 sebagai bahan presentasi sebagai peserta Seleksi
 Arsiparis Teladan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2012.
 Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di beberapa unit
 kerja di lingkungan Universitas Diponegoro sebagai sampel penelitian dengan tujuan agar
 permasalahan yang muncul di lapangan dapat diketahui faktor pendukung dan penghambat
 yang menyebabkan pendekatan pengelolaan arsip yang digunakan di Universitas Diponegoro
 seperti yang digunakan saat ini, sehingga dapat dilakukan rekomendasi kepada pengambil
 kebijakan. Metode wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur terhadap
 pengelola arsip maupun Arsiparis Universitas Diponegoro dan para pengguna potensial arsip
 perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara langsung kebijakan pengelolaan
 arsip yang berlaku, serta hasil pelaksanaan kebijakan tersebut di Universitas Diponegoro.
 D. Tujuan
 Tujuan penelitian ini didasarkan pada tujuan dari diselenggarakannya sistem kearsipan
 perguruan tinggi di Indonesia seperti yang dicantumkan dalam bagian pertimbangan dari
 diterbitkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, khususnya pada huruf c, bahwa
 “dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan
 negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas
 pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah,
 lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
 perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang
 komprehensif dan terpadu”. Universitas Diponegoro sebagai salah satu perguruan tinggi
 negeri di Negara Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan perundang-
 undangan dan teknologi informasi sehingga mampu menyelenggarakan layanan informasi
 berbasis arsip secara maksimal kepada para penggunanya.
 E. Pendekatan Manajemen Layanan Publik
 Manajemen merupakan pekerjaan intelektual yang dilaksanakan orang-orang di dalam
 suatu organisasi.15
 Sementara itu Keban berpendapat, bahwa “dimensi manajemen
 memusatkan perhatian pada bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan melalui
 15
 Kast, Fremont E. dan Rosenzweig, Organisasi dan Manajemen (edisi keempat/cetakan ke-satu) terjemahan A. Hasymi Ali. (Jakarta,
 Bumi Aksara, 1990: 7).
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 prinsip-prinsip tertentu yaitu prinsip manajemen.” Menurut Keban suatu kebijakan harus
 didukung oleh metode, teknik, model dan cara mencapai tujuan secara efektif dan efisien.16
 Paradigma manajemen beberapa kali mengalami pergeseran, yaitu dimulai dari
 manajemen normatif, manajemen deskriptif, hingga manajemen publik. Manajemen normatif
 disebut memiliki aliran manajemen bisnis. Disebut fungsi-fungsi manajemen bisnis karena
 aliran ini berorientasi pada bisnis, sehingga aliran ini dianggap tidak sesuai dengan ideologi
 administrasi publik yang berorientasi pada public service. Meskipun demikian fungsi-fungsi
 manajemen normatif dinilai bersifat universal. Fungsi-fungsi meliputi: planning
 (perencanaan), organizing (pendistribusian kerja), staffing (pengadaan sumber daya manusia
 yang tepat dalam kuantitias, kualitas, maupun kebutuhan kerja dalam organisasi),
 coordinating (proses pengintegrasian kegiatan-kegiatan dari seluruh unit kerja untuk
 mencapai tujuan bersama secara efisien), motivating (proses pemberian dorongan pada para
 anggota organisasi agar mereka dapat bekerja sesuai kebutuhan sesuai dengan tujuan
 organisasi, controlling (mengkaji kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan yang
 direncanakan sebagai bahan evaluasi untuk rencana kegiatan yang akan datang).17
 Manajemen deskriptif adalah suatu manajemen yang ciri-cirinya dapat dilihat dari
 fungsi-fungsi yang ada di manajemen tersebut. Menurut Keban,18
 “fungsi-fungsi manajemen
 yang benar-benar dijalankan terdiri atas kegiatan-kegiatan personal, interaktif, administratif,
 dan teknis”, yaitu:
 (1) Kegiatan personal menampilkan kegiatan dan peran manajer dalam organisasi. Ia
 dituntut untuk mampu mengelola waktu dalam hidupnya baik sebagai manajer maupun
 sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga, maupun diri sendiri. Indikator manajer yang
 sukses dalam memimpin organisasi adalah tipe manajer yang mampu mengatur kegiatan-
 kegiatannya dengan baik.
 (2) Kegiatan interaktif adalah kegiatan manajer yang banyak menggunakan waktunya
 untuk berinteraksi dengan para bawahan, atasan, kolega, customer, organisasi lain, dan para
 pemimpin masyarakat. Tipe manajer seperti ini menggunakan dua pertiga waktunya untuk
 berinteraksi. Interaksi yang dia lakukan adalah dalam kerangka (a) interpersonal (sebagai
 figure pemimpin organisasi, sebagai figur pemimpin yang mampu memotivasi,
 membimbing, mengembangkan kemampuan bawahannya); (b) informasional (sebagai figur
 16
 Keban, Yeremias T., Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. (Yogyakarta: Gava Media, 2004: 83). 17
 Tentang perkembangan teori Administrasi Publik dapat dilihat dalam karya Suwitri, Sri, Konsep Dasar Kebijakan Publik, (Semarang,
 Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011: 15-28); Lihat juga Keban, Yeremias T., Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik:
 Kosep, Teori dan Isu. (Yogyakarta: Gava Media, 2004: 90-97). 18
 Keban, Yeremias T., Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. (Yogyakarta: Gava Media, 2004:90-92).
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 pemimpin harus mampu mencari dan menemukan informasi melalui media lisan maupun
 tertulis, menyebarluaskan informasi kepada para bawahan, dan orang-orang diluar
 organisasi); (c) mengambil keputusan terhadap setiap informasi yang ada (Manajer selaku
 pelaku usaha harus mampu mengambil setiap peluang atau kesempatan yang ada untuk
 mengembangkan dan mencari peluang usaha baru, mampu melakukan koreksi terhadap
 berbagai masalah yang timbul, mampu memutuskan penempatan sumber daya manusia
 secara tepat sesuai dengan lokasi dan kompetensi berikut jumlah kebutuhannya. Manajer juga
 dituntut untuk mampu melakukan negosiasi pada pekerja, custumer, supplier, dan lain-lain.
 (3) Kegiatan administratif adalah kegiatan manajer yang berkaitan dengan
 korespondensi, penyediaan dan pengaturan anggaran, memonitor kebijakan dan prosedur,
 menangani masalah kepegawaian. Pada umumnya para manajer hanya menggunakan sedikit
 waktunya untuk kegiatan administratif. Mereka bahkan mengeluh untuk alokasi kegiatan ini.
 Manajemen publik menurut Keban adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek
 umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti manusia,
 keuangan, phisik, informasi, politik. Dipaparkan juga, bahwa bila kebijakan publik
 merupakan pencipta ide yang berkaitan dengan regulasi untuk umum, maka manajemen
 publik merupakan penggerak sumber daya manusia dan non manusia untuk menjalankan
 perintah yang dirumuskan dalam kebijakan publik.19
 Selanjutnya disampaikan, bahwa
 manajemen publik merupakan suatu spesialisasi yang relatif baru, tetapi berakar pada
 pendekatan normatif. Pengembangan paradigma manajemen publik mengikuti perkembangan
 administrasi publik. Masing-masing paradigma yang mewarnai manajemen publik adalah
 sebagai berikut:20
 (1) Paradigma pertama, upaya mengajak pejabat publik untuk bekerja lebih disiplin dan
 lebih baik.
 (2) Paradigma kedua, dikembangkan prinsip manajemen POSDCORB (planning,
 organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting).
 (3) Paradigma ketiga, dilakukannya kritik terhadap prinsip POSDCORB oleh Herbert
 Simon. Ia mengajak untuk melihat pada kenyataan yang ada dan bukannya mendasarkan
 diri pada aspek normatif. Menurut dia, fungsi manajemen yang penting adalah
 pembuatan keputusan. Kritik ini membuka pandangan baru para ahli politik yang
 19
 Keban, Yeremias T., Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. (Yogyakarta: Gava Media, 2004:85). 20
 Keban, Yeremias T., Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. (Yogyakarta: Gava Media, 2004:92-94); Lihat juga Suwitri, Sri.
 Konsep Dasar Kebijakan Publik. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011).
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 melihat, bahwa administrasi publik dan manajemen publik merupakan kegiatan politik,
 sehingga fungsi-fungsi manajemen tidak perlu lagi diajarkan secara universal.
 (4) Paradigma keempat, diperkenalkannya fungsi manajemen terutama human relation,
 komunikasi, perilaku organisasi, riset operasi, penerapan statistik, dan lain-lain.
 Paradigma ini kemudian terus dikembangkan dan menjadi suatu disiplin. Silih berganti
 model manajemen publik diperkenalkan para akademisi. Mula-mula PAFHRIER, yaitu
 singkatan dari Policy Analysis, Financial Management, Human Resource Management,
 Information Management, dan External Relation. Pada dasawarsa 1990 dikembangkan
 model New Public Management (NPM), yaitu model yang mengajak pemerintah untuk
 “meninggalkan paradigma administrasi tradisional dan menggantinya dengan
 memberikan perhatian pada hasil kerja; melepaskan diri dari birokrasi klasik dan
 mengkondisikan situasi organisasi, pegawai dan para pekerja menjadi lebih fleksibel;
 tujuan dan target organisasi dan personal lebih jelas sehingga memudahkan dalam
 melakukan pengukuran indikator yang lebih jelas, lebih memperhatikan evaluasi
 program yang lebih sistematis, dan mengukur dengan menggunakan indikator ekonomi,
 efisien, efektif; staf senior lebih berkomitmen secara politis pada pemerintah daripada
 bersikap netral; fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar, melibatkan sektor
 swasta dalam memberikan layanan pada publik melalui kontrak kerja; Meningkatkan
 peran swasta dalam sektor layanan publik. Dengan demikian pelaksanaan pemerintahan
 dengan model NPM beriringan dengan New Public Service. Artinya pemerintah bertugas
 memberikan pengarahan dan administrasi kepada penyelenggara, karena mereka sebagai
 lembaga administrasi negara yang akan membantu pemerintah dalam memberikan
 layanan kepada publik.
 Tujuan dari NPM adalah pemerintah lebih memperhatikan hasil dalam pemberian
 layanan publik daripada terlibat langsung dalam berproses, dan memberikan proses layanan
 publik itu ada sektor swasta. Gagasan inilah yang kemudian menuai kritik karena orientasi
 layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah berbeda dengan orientasi layanan publik oleh
 swasta. Pemerintah dalam memberikan layanan pada publik tidak berorientasi pada profit,
 sementara sektor swasta berorientasi pada profit. Pada model kontrol normatif proses seleksi
 pegawai, membimbing, mengawasi, memotivasi dilakukan oleh para manajer layanan publik.
 Kinerja pegawai dievaluasi oleh penerima layanan publik.
 Beberapa model pendekatan lain, antara lain pada tahun 1990-an diperkenalkan model
 Total Quality Management (TQM) dengan konsep TQM Triangle, yaitu “menekankan
 keberhasilan manajemen berdasarkan komitmen anggota (commitment), pelibataan para
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 anggota organisasi (involvement) dan pemanfaatan ilmu pengetahuan (scientific knowledge)”.
 Proses manajemen model ini sangat unik, karena struktur kinerjanya adalah plan, do, check,
 dan act. Jadi setelah berproses, maka alur kinerja kembali ke awal lagi (feedback) ke plan. 21
 Aliran TQM meyakini untuk selalu memberikan layanan prima kepada pelanggan. Oleh
 sebab itu, dilakukan manajemen proses yang berorientasi pada pelanggan. Proses merupakan
 suatu kesatuan terstruktur dalam satu lingkungan yang terdiri dari orang, material, metode,
 dan mesin atau peralatan yang semuanya diperlukan untuk berprosesnya input menjadi output
 bagi kepuasan pemenuhan kebutuhan pelanggan.22
 Model pendekatan manajemen publik lainnya adalah manajemen pembangunan yang
 menyatakan, bahwa tugas dalam rangka menjalankan tugas pokok pemerintah dalam
 membangun negara, maka diperlukan dukungan sistem administrasi publik yang memadai
 dengan kualitas manajer publik yang tinggi.23
 Dari keseluruhan model yang ada, nampak bahwa model TQM merupakan model yang
 dapat digunakan sebagai model manajemen baik untuk lingkungan pemerintah maupun
 swasta. Dengan menggunakan model ini tidak akan muncul kekhawatiran pemberi layanan
 publik oleh pemerintah terjebak pada manajemen swasta yang berorientasi pada mencari
 keuntungan.
 PEMBAHASAN
 A. Lingkungan Internal dan Eksternal
 Informasi adalah data yang terekam, diklasifikasikan, diorganisasikan, direlasikan atau
 diinterpretasikan dalam konteks untuk menyampaikan arti.24
 Dalam pengertian ini dapat
 disimpulkan, bahwa data sangat diperlukan sebagai penyampai informasi bagi penggunanya.
 Yuniarto Nurwono dalam bukunya Manajemen Informasi (Pendekatan Global), menyatakan
 bahwa keberadaan informasi merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah suatu
 pekerjaan akan dapat dilakukan secara efisien atau tidak.25
 Arsip merupakan salah satu bentuk data yang harus diklasifikasikan, direlasikan dan
 diinterpretasikan agar dapat diambil manfaat oleh penggunanya. Azmi menyatakan, bahwa
 manusia memiliki kecenderungan melestarikan informasi tentang kegiatan yang telah mereka
 lakukan. Selain bermanfaat bagi diri sendiri juga bermanfaat bagi orang lain bila informasi
 21
 Keban, Yeremias T., Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. (Yogyakarta: Gava Media, 2004:97). 22
 Lihat Gaspersz, Vincent.Total Quality Management. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2002:77). 23
 Keban, Yeremias T., Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. (Yogyakarta: Gava Media, 2004:97). 24
 Mary Feeney dan Mauren Grieves (ed.), 1994. The Value and Impact of Information. London: Bowker-Saur Limited, 11. 25
 Yuniarto Nurwono, 1996. Manajemen Informasi Pendekatan Global. Jakarta: Elex Media Komputindo, 6.
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 tersebut dikomunikasikan kepada sesama manusia di jamannya atau antar generasi.26
 Keberadaan arsip sebagai sumber informasi merupakan aspek yang sangat penting sebagai
 sumber evaluasi peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu untuk bahan pertimbangan
 keputusan kegiatan di masa sekarang, dan sebagai sarana untuk memprediksi kemungkinan
 yang akan terjadi di masa yang akan datang. Keberadaan lembaga kearsipan adalah untuk
 menyediakan informasi kesejarahan dan menyediakannya bagi pengguna arsip tersebut.27
 B. Manajemen Arsip Dinamis Perguruan Tinggi
 1. Arti Penting Manajemen Arsip
 Manajemen arsip sangat penting dilakukan karena menyimpan arsip informasi yang
 sangat diperlukan baik oleh organisasi maupun perorangan untuk berbagai keperluan. Dari
 lima fase daur hidup yang dikemukakan oleh Ricks, meliputi creation, distribution, use,
 maintenance, disposition, maka Ricks membagi fase use menjadi lima kegunaan. Kelimanya
 adalah (1) arsip digunakan sebagai bahan untuk mendokumentasikan suatu peristiwa, (2)
 menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam (3) pengambilan keputusan, maupun (4)
 untuk merespon suatu permasalahan, serta (5) menjadi bahan persyaratan keabsahan
 hukum.28
 Selain itu Kennedy menyatakan, bahwa organisasi bergantung pada akses yang
 efisien untuk informasi yang benar. Mereka membutuhkan informasi untuk: (1) mendukung
 pengambilan keputusan, (2) keperluan operasional umum, (3) sebagai bukti kebijakan dan
 kegiatan mereka, dan (4) dukungan litigasi. Manajemen arsip memastikan bahwa informasi
 yang tepat dapat diakses bila diperlukan. 29
 Arti penting keberadaan arsip perguruan tinggi, yaitu:
 a. Kegiatan akademik:
 Contoh, antara lain:
 1) SK Mengajar dan SK Jadwal Mata Kuliah mendokumentasikan berlangsungnya kegiatan
 perkuliahan pada satu semester tertentu. Daftar hadir mahasiswa dan daftar hadir dosen
 mendokumentasikan suatu kegiatan perkuliahan mata kuliah tertentu pada waktu
 tertentu. Daftar nilai mahasiswa sebagai hasil akhir dari kegiatan perkuliahan
 mendokumentasikan nilai yang diraih mahasiswa pada perkuliahan mata kuliah tertentu
 26
 Azmi, Skenario Pembangunan Lembaga Kearsipan Menuju Keunggulan Pengelolaan Arsip Statis, di dalam Jurnal Kearsipan, Volume
 1, Nomor 1, Jakarta, November 2006, halaman 117-134. 27
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 1 butir 7 dan 12; Lihat juga Fredrick M. Miller,
 Arranging and Describing Archives and Manuscript (Chicago,SAA, 1990:3). 28
 Ricks, Betty R. (et all), Information and Image Management. Cincinnati, Ohio, 1992:14; Lihat juga Johnson, Mina, M. Johnson, (et all).
 Records Management. Philippine, 1967: 267; Kennedy, Jay and Schauder, Cherryl, Records Management: A Guide to Corporate
 Record Keeping, Second Edition, South Melbourne, Australia, Addisin Wesley Longman Australia Pty Limited, 1998: 9. 29
 Kennedy, Jay and Schauder, Cherryl, Records Management: A Guide to Corporate Record Keeping, Second Edition, South Melbourne,
 Australia, Addisin Wesley Longman Australia Pty Limited, 1998: 8.
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 pada waktu tertentu. Kelima jenis arsip akademik tersebut, pada semester berikutnya
 menjadi bahan evaluasi beban kerja dosen pada salah satu unsur akademik.
 2) Kumpulan nilai setiap mahasiswa diakumulasi dalam Kartu Hasil Studi. Hasil nilai ini
 menjadi bahan reference dosen wali saat bimbingan akademik dilakukan, untuk
 mengevaluasi kekuatan dan kelemahan akademik mahasiswa bimbingannya. Selanjutnya
 diambil keputusan mata kuliah apa saja yang akan ditempuh pada semester berikutnya.
 3) Pada akhir masa studi mahasiswa mendapat transkripsi nilai dan ijazah kesarjanaan.
 Sejak saat diwisuda mahasiswa menyandang status alumni. Mereka menyimpan
 transkrip nilai dan ijazah asli. Sementara itu Subbagian Akademik Fakultas menyimpan
 fotokopinya sebagai arsip. Arsip transkrip nilai dan ijazah sangat penting artinya baik
 bagi alumni maupun bagi perguruan tinggi. Bagi alumni maupun perguruan tinggi
 transkrip dan ijazah berguna sebagai bahan dokumentasi, bukti strata pendidikan
 tertinggi yang telah ditempuh alumni, sekaligus sebagai bahan respons bila ada pihak-
 pihak terkait yang menanyakan. Kata tangkap yang paling tepat untuk temu balik ijazah
 adalah nomor seri ijazah, karena nomor seri ijazah hanya satu untuk setiap alumni. Ijazah
 dan transkrip yang diperoleh merupakan legal requirement seseorang dinyatakan sebagai
 alumni dari suatu perguruan tinggi.
 4) Akumulasi bukti kegiatan akademik menjadi berkas kenaikan pangkat dari unsur
 akademik.
 5) Akumulasi bukti seluruh kegiatan akademik pada suatu Program Studi menjadi berkas
 penilaian akreditasi Program Studi tersebut.
 b. Kegiatan penelitian:
 1) SK Penelitian mendokumentasikan berlangsungnya kegiatan penelitian pada satu
 semester atau kurun waktu tertentu. Setelah kegiatan penelitian selesai dihasilkan
 laporan penelitian. SK Penelitian dan laporan penelitian pada semester berikutnya
 menjadi bahan evaluasi beban kerja dosen pada salah satu unsur penelitian.
 2) Akumulasi berkas laporan penelitian pada kurun waktu tertentu menjadi berkas kenaikan
 pangkat dari unsur penelitian.
 3) Akumulasi bukti seluruh kegiatan penelitian pada suatu Program Studi menjadi berkas
 penilaian akreditasi Program Studi tersebut.
 c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat:
 1) SK Pengabdian kepada Masyarakat mendokumentasikan berlangsungnya kegiatan
 pengabdian kepada masyarakat pada satu semester atau kurun waktu tertentu. Setelah
 kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai dihasilkan laporan kegiatan pengabdian
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 kepada masyarakat. SK pengabdian kepada masyarakat dan laporan pengabdian kepada
 masyarakat pada semester berikutnya menjadi bahan evaluasi beban kerja dosen pada
 salah satu unsur pengabdian kepada masyarakat.
 2) Akumulasi berkas kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada kurun waktu tertentu
 menjadi berkas kenaikan pangkat dari unsur pengabdian kepada masyarakat.
 3) Akumulasi bukti seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada suatu Program
 Studi menjadi berkas penilaian akreditasi Program Studi tersebut.
 d. Kegiatan penunjang:
 1) SK Permohonan sebagai moderator dalam kegiatan seminar dan sejenisnya berikut bukti
 kegiatan tersebut; SK Permohonan sebagai pembicara dalam kegiatan penerimaan
 mahasiswa baru berikut arsip bahan ceramah; SK Kepanitiaan berikut arsip laporan
 kegiatan; dan kegiatan sejenis, setelah kegiatan selesai maka berkas kegiatan tersebut
 pada semester berikutnya menjadi bahan evaluasi beban kerja dosen pada salah satu
 unsur penunjang.
 2) Akumulasi berkas kegiatan penunjang pada kurun waktu tertentu menjadi berkas
 kenaikan pangkat dari unsur penunjang.
 3) Akumulasi bukti seluruh kegiatan penunjang pada suatu Program Studi menjadi berkas
 penilaian akreditasi Program Studi tersebut.
 e. Kegiatan administrasi kelembagaan perguruan tinggi:
 1) Akte jual beli tanah/bukti pembebasan lahan untuk pembangunan perguruan tinggi,
 Peraturan Pemerintah tentang pendirian perguruan tinggi, Surat Keputusan Kemendiknas
 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja perguruan tinggi serta Statuta perguruan tinggi,
 Surat Keputusan pendirian program studi, Surat Keputusan penetapan hak cipta logo
 perguruan tinggi, hymne perguruan tinggi, mars perguruan tinggi, dokumentasi cetak
 biru, foto maupun film kegiatan perguruan tinggi dan berbagai arsip sejenis yang terkait
 dengan organisasi perguruan tinggi berikut lampirannya. Sebagian dari arsip termasuk
 dalam kategori arsip vital, tetapi secara keseluruhan memiliki nilaiguna sekunder,
 sehingga disimpan sebagai arsip statis dan disimpan secara permanen di lembaga
 kearsipan perguruan tinggi sebagai bukti sejarah perjalanan perguruan tinggi tersebut
 dalam mengemban amanah tridharma perguruan tinggi.
 2) Arsip kegiatan administrasi kelembagaan perguruan tinggi merupakan
 dokumentasi/perekam peristiwa perjalanan perguruan tinggi dalam mengemban amanah
 tridharma perguruan tinggi, merupakan bahan pertimbangan dalam pengambilan
 keputusan, sebagai bahan untuk menjawab berbagai pertanyaan dari berbagai kalangan
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 yang berkaitan dengan perguruan tinggi baik sekedar sebagai bahan informasi maupun
 untuk meng-counter polemik yang terjadi di masyarakat berkait dengan perguruan
 tinggi, serta sebagai bahan kekuatan hukum atas segala sesuatu yang terjadi berkait
 dengan perguruan tinggi tersebut.
 3) Akumulasi bukti seluruh kegiatan administrasi kelembagaan perguruan tinggi
 menampilkan performance perguruan tinggi. Performance tersebut mempengaruhi
 akreditasi perguruan tinggi dan berbagai kriteria penilaian kompetisi performa perguruan
 tinggi, misalnya pengembangan jaringan sistem informasi akademik, jaringan sistem
 informasi keuangan, jaringan sistem informasi hasil karya penelitan dosen dan
 mahasiswa, dan sejenisnya.
 2. Model Pengelolaan arsip
 a. Pendekatan Daur Hidup Arsip
 Model pendekatan pengelolaan arsip yang paling sering kita dengar atau ketahui adalah
 a life cycle model atau model pendekatan daur hidup. Ricks dan Kennedy, membuat model
 struktur daur hidup arsip menjadi lima fase, yaitu creation, distribution, use, maintenance,
 disposition. Kennedy dan Johnson menggunakan istilah disposal untuk kata disposition.30
 Dengan demikian pada fase terakhir arsip berakhir pada tiga kemungkinan; (1) tetap disimpan
 di Unit Kerja sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, maupun untuk
 merespon suatu permasalahan, serta menjadi bahan persyaratan keabsahan hukum; (2) arsip
 yang semula disimpan di Unit Kearsipan II sebagai arsip inaktif tetapi nilaiguna informasinya
 memiliki nilaiguna kesejarahan disusutkan sebagai arsip statis dan diserahkan ke lembaga
 kearsipan (Unit Kearsipan I); (3) Arsip yang nilaiguna informasinya sudah tidak ada
 dimusnahkan. Model ini menimbulkan kesan, bahwa sebelum dan sesudah fase daur hidup
 tidak ada kegiatan lainnya, sehingga terjadi inkonsistensi dalam pentahapan proses daur
 hidup antara yang sebenarnya dilakukan dengan pencitraannya.
 b. Pendekatan Record Continuum Model
 Record Continuum Model adalah juga merupakan pendekatan dalam pengelolaan arsip.
 The Australian Standart AS 3490-1996 mendefinisikannya sebagai berikut: 31
 "... seluruh eksistensi arsip. Merupakan suatu rezim manajemen arsip yang konsisten dan
 koheren proses sejak masa penciptaan arsip (dan bahkan sebelum penciptaan, dalam
 30
 Ricks, Betty R. (et all), Information and Image Management. Cincinnati, Ohio, 1992:14; Lihat juga Johnson, Mina, M. Johnson, (et all).
 Records Management. Philippine, South-Western Publishing Co.) 1967: 267; Lihat juga Kennedy, Jay and Schauder, Cherryl, Records
 Management: A Guide to Corporate Record Keeping, Second Edition, South Melbourne, Australia, Addisin Wesley Longman Australia
 Pty Limited, 1998: 9. 31
 Kennedy, Jay and Schauder, Cherryl, Records Management: A Guide to Corporate Record Keeping, Second Edition, South Melbourne,
 Australia, Addisin Wesley Longman Australia Pty Limited, 1998: 10.
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 perancangan sistem pengelolaan arsip), preservasi dan penggunaan arsip sebagai arsip statis
 (Standards Australia 1996, pt.1, p. 7, 4.22).
 Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan sewaktu-waktu dapat diakses, maka harus
 dilakukan manajemen arsip sejak sebelum arsip diciptakan. Penulis meyakini sikap ini,
 karena manajemen arsip berarti juga termasuk manajemen perundang-undangan kearsipan.
 Perundang-undangan kearsipan diciptakan sebagai landasan hukum dan pedoman dalam
 sistem kearsipan sejak sebelum fisik arsip tersebut diciptakan, digunakan, disusutkan dan
 diciptakan lagi untuk kepentingan penggunaan informasi berbasis arsip di masa yang akan
 datang. Pemikiran ini sejalan dengan pendekatan record continuum model. Pendekatan
 semacam ini menjadi semakin nyata bila arsip yang diciptakan sudah menggunakan media
 elektronik. Dengan penggunaan media elektronik, maka sejak awal organisasi harus sudah
 memikirkan aspek legal informasinya, hingga teknis mengelolaan arsip termasuk di dalamnya
 adalah cara melakukan kaptur terhadap arsip. Kaptur arsip diperlukan agar komputer dapat
 secara otomatis melakukan penentuan terhadap nilaiguna informasi yang terekam di dalam
 arsip. Tahap ini merupakan tahap penentuan nasib arsip tersebut selanjutnya apakah tetap
 stay di unit pengolah atau dipindahkan ke Unit Kearsipan II atau justru dimusnahkan.
 3. Aspek Perundang-Undangan
 Arsip ditinjau dari media penyimpan informasinya dibagi menjadi dua, yaitu arsip
 konvensional dan media baru.32
 Pemahaman dan penguasaan terhadap media arsip sangat
 berpengaruh dalam sub-sub sistem yang ada di dalam sistem kearsipan diperlukan oleh
 penyusun desain pola klasifikasi. Desain pola klasifiksi merupakan unsur penting karena
 berkaitan dengan sub-sub sistem dalam sistem kearsipan, yaitu penciptaan, penggunaan dan
 penyusutan. Di dalam sub-sub sistem tersebut memuat unsur-unsur dari sistem penataan dan
 penyimpanannya, jadwal retensi, media penyimpan arsip termasuk depo arsip inaktif dan
 statis, sistem layanan, preservasi, pembangunan manajamen sistem informasi, kompetensi
 pengelola, sistem dan materi pendidikan kearsipan, dan lain-lain. Sub-sub sistem ini
 diharapkan mampu mengakomodir semua jenis media arsip.
 Universitas Diponegoro sebagai organisasi perguruan tinggi menggunakan dasar sistem
 kearsipan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
 (Depdiknas) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas. Pola Klasifikasi yang
 diberlakukan saat ini adalah pola klasifikasi untuk korespondensi. Pedoman tersebut
 32
 Lihat Cook, Michael and Procter, Margaret. A Manual of Archival Description. England: Gower Publishing Company, 1989. 153-252;
 Lihat juga Kennedy, Jay and Schauder, Cherryl, Records Management: A Guide to Corporate Record Keeping, Second Edition, South
 Melbourne, Australia, Addisin Wesley Longman Australia Pty Limited, 1998: 214-240: Lihat juga Maher, Special Records Problems di
 dalam The Management of College and University Archives, (Metuchen, New York & London, The Society of American Archivists &
 The Scarecrow Press Inc.,1992: 167-224).
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 diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Depdiknas tahun 2008 dengan nama Pola Klasifikasi di
 Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya pada tahun 2010 Depdiknas
 berubah nomenklatur menjadi Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Pada tahun
 itu digulirkan Rancangan Pola Klasifikasi Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Perguruan
 Tinggi. Namun, Rancangan Pola Klasifikasi Substantif dan Fasilitatif Perguruan Tinggi
 belum mendapat respon secara utuh dari seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan
 Universitas Diponegoro.
 Unit kerja di lingkungan Universitas Diponegoro menggunakan Peraturan Menteri
 Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Tata Persuratan di
 Lingkungan Depertemen Pendidikan Nasional. Pimpinan Universitas Diponegoro beserta
 jajaran pimpinan di lingkungan Biro Rektor memberlakukan peraturan tersebut ke seluruh
 unit kerja di lingkungan Universitas Diponegoro. Peraturan tersebut sangat detail memuat
 pasal-pasal yang mengikat siapapun untuk menerapkan aturan tersebut, yaitu tentang (1) jenis
 surat, (2) sifat dan derajat surat, (3) pencantuman alamat surat, (4) kode surat, (5)
 penandatanganan surat, (6) penulisan dan pemakaian singkatan, (7) cap jabatan dan cap
 dinas.
 Menteri Pendidikan Nasional juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan
 Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
 Departemen Pendidikan Nasional. Substansi dari peraturan tersebut memuat tentang: (1)
 pengurusan naskah dinas, (2) pengelolaan arsip aktif, (3) pengelolaan arsip inaktif, (4)
 penyusutan arsip, (5) pengelolaan arsip vital, (6) pengelolaan arsip audio visual, (7)
 pengelolaan arsip elektronik, (8) sumber daya pendukung, (9) pembinaan dan pengawasan.
 Kegiatan penyusutan arsip identik dengan Jadwal Retensi Arsip. Departemen Pendidikan
 Nasional telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 145/U/2004
 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan dan Kepegawaian di Lingkungan Departemen
 Pendidikan Nasional. Departemen ini pada tahun 2006 menerbitkan Peraturan Menteri
 Pendidikan Nasional Nomor 26 tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Substanstif dan
 Fasilitatif di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
 Jadwal Retensi ini penulis yakini belum kedengaran gaungnya di lingkungan pendidikan
 tinggi. Keyakinan ini cukup beralasan karena dalam kesempatan kegiatan Workshop Jadwal
 Retensi Arsip yang dilaksanakan tanggal 6-8 April 2011 oleh Kantor Arsip UI, seluruh
 peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia itu belum pernah melakukan penyusutan
 arsip secara sistematis, terstruktur, terus menerus dan konsisten. Bahkan para peserta
 berharap di perguruan tingginya segera berdiri University Archives sebagai unit kerja yang
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 dapat mewadahi pembinaan sistem kearsipan di perguruan tinggi mereka, sehingga dapat
 terwujud tertib arsip. Ironisnya Peraturan yang belum terlaksana ini sudah akan diganti lagi
 yang ditandai dengan diluncurkannya Rancangan Jadwal Retensi Arsip Sustantif dan
 Fasilitatif di Lingkungan Perguruan Tinggi pada tahun 2010.
 4. Organisasi Kearsipan
 Kegiatan manajemen arsip diorganisir dalam suatu wadah organisasi yang disebut
 organisasi kearsipan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 43
 Tahun 2009 dan pelaksananaannya diatur dalam Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 28
 Tahun 2012. Arsip dinamis aktif dikelola oleh pelaksana di Unit Pengolah. Bila arsip tersebut
 telah memasuki masa retensi, maka dipindahkan ke Unit Kearsipan II sebagai arsip dinamis
 inaktif untuk diolah dan dipreservasi di unit tersebut. Untuk arsip yang masuk dalam kategori
 permanen digunakan terus menerus dalam kegiatan administrasi sehari-hari tetap disimpan di
 Unit Kerja pencipta arsip. Di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-
 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 134 ayat (2) huruf b Peraturan
 Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
 disebutkan, bahwa Unit Kearsipan disebut sebagai Unit Kearsipan II. Selanjutnya arsip
 dinamis inaktif yang telah habis masa retensinya dimusnahkan, tetapi bila memiliki nilai guna
 kesejarahan maka dipindahkan ke lembaga kearsipan untuk diolah, dipreservasi dan
 dilayanan pada penggunanya. Di dalam Pasal 134 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah
 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan,
 bahwa lembaga kearsipan disebut sebagai Unit Kearsipan I.
 5. Fungsi dan Pengorganisasian Arsip
 Arsip ditinjau dari fungsinya meliputi arsip dinamis aktif, dinamis inaktif dan statis. 33
 Bagan fungsi arsip dapat dilihat pada gambar 1.
 Berdasar pada fungsi arsip, maka pengorganisasian arsip dinamis dibagi menjadi tiga,
 yaitu sentralisasi, desentralisasi dan campuran.34
 Pengorganisasian arsip adalah penanggung
 jawab pengelolaan arsip dinamis. Terdapat tiga kategori pengorganisasian arsip. Pertama,
 sentralisasi yaitu penyimpanan arsip dinamis aktif yang sudah selesai diolah di Unit
 Kearsipan II. Sistem sentralisasi efektif dan efisien untuk organisasi yang kecil, karena hemat
 sarana dan prasarana, biaya dan sumber daya manusia. Kedua, desentralisasi yaitu
 33
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 butir 5,6,7; Lihat juga Amsyah Zulkifli, Manajemen Kearsipan, (Jakarta: PT Gramedia
 Pustaka Utama, 1996: 3). 34 Lihat juga Kennedy, Jay and Schauder, Cherryl, Records Management: A Guide to Corporate Record Keeping, Second Edition, South
 Melbourne, Australia, Addisin Wesley Longman Australia Pty Limited, 1998: 214-240: Lihat juga Amsyah, Zulkifli, Manajemen
 Kearsipan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996: 16-18).
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 pengelolaan arsip dinamis aktif dan inaktif di Unit Kerja masing-masing. Sistem
 desentralisasi efektif dan efisien untuk organisasi yang besar dan letak ruang kantor terpisah-
 pisah. Ketiga, sistem campuran atau kombinasi yaitu pengelolaan arsip dinamis aktif di Unit
 Kerja masing-masing tetapi penyimpanan arsip dinamis inaktif di Unit Kearsipan II.
 xxxx
 Gambar 1. Bagan Fungsi Arsip
 Perguruan tinggi merupakan organisasi yang strukturnya unik. Keluasan struktur tiap-
 tiap perguruan tinggi tidak sama tergantung pada banyaknya unit kerja yang ada. Universitas
 Diponegoro merupakan lembaga pendidikan tinggi yang Unit Kerjanya cukup banyak,
 meliputi 11 fakultas yang masing-masing terdiri dari beberapa program studi Strata I dan
 Diploma III (peraturan kebijakan terbaru memasukkan program pascasarjana yang linier ke
 fakultas masing-masing), program pascasarjana meliputi 29 program magister dan sembilan
 program doktor (Doktor Ilmu Hukum, Doktor Ilmu Ekonomis, Doktor Ilmu Kedokteran,
 Doktor Teknik Arsitektur dan Perkotaan, Doktor Teknik Sipil, Doktor Manajemen Sumber
 Daya Pantai, Doktor Ilmu Ternak, Doktor Ilmu Lingkungan, Doktor Administrasi Publik),
 empat biro, dua lembaga, empat UPT, dan dua Badan Pengelola. Masing-masing Unit Kerja
 tersebut secara struktur masih dibagi lagi menjadi sub-sub Unit Kerja. Luasnya struktur
 administrasi perguruan tinggi Universitas Diponegoro ini masih ditambah dengan lokasi Unit
 Kerja yang terletak di empat tempat yang berbeda dan jarak yang agak jauh, yaitu di kampus
 Jalan Imam Bardjo, kampus Jalan Dokter Sutomo (Gunung Brintik), kampus Tembalang, dan
 kampus Jepara di Kabupaten Jepara. Dengan kondisi tersebut, maka penulis dapat memahami
 bila selama ini Universitas Diponegoro menganut azas desentralisasi.35
 35
 Hasil wawancara tidak terstruktur yang dilakukan penulis dengan Arsiparis (fungsional dan non fungsional) beserta pejabat struktural di
 lingkungan Universitas Diponegoro pada kurun waktu Juni sampai dengan Oktober 2011 bertatap muka langsung maupun melalui
 telepon.
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 Sampai saat ini diketahui Universitas Diponegoro belum mengembangkan sistem
 kearsipan perguruan tinggi sebagai standar pedoman penanganan arsip di lingkungan
 Universitas Diponegoro, sehingga meskipun dalam pengkodean mengikuti standar dari Dirjen
 Dikti dan Kemendiknas, tetapi sarana pencatatan dan teknis penyimpanan arsip antar Unit
 Kerja belum sama. Artinya adalah bahwa pengembangan sarana pencatatan dan teknis
 penyimpanan arsip di tiap Unit Kerja mengikuti kebijakan pimpinan Unit Kerja masing-
 masing.
 Pembinaan Kearsipan Universitas Diponegoro oleh Sekjen Depdiknas telah dilaksanakan
 pada hari Senin, 18 Mei 2009. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah diterbitkannya
 surat dari Pembantu Rektor II Undip kepada Dekan seluruh pimpinan Unit Kerja di
 lingkungan Universitas Diponegoro yang isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh
 pimpinan Unit Kerja untuk memberlakukan Pola Klasifikasi Kearsipan di lingkungan
 Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Departemen
 Pendidikan Nasional pada tahun 2008. Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor
 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada tanggal 23 Oktober 2009 oleh Presiden Republik
 Indonesia, maka sejak saat itu undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang
 Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan.
 Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan,
 maka ANRI selaku lembaga kearsipan nasional berusaha untuk melaksanakan bunyi dari Bab
 XI Pasal 90 ayat (1) yang berbunyi Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang
 ini diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
 Tahun 2009 tentang Kearsipan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Peraturan
 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012. Situasi yang sama juga dihadapi oleh
 Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementrian Pendidikan Nasional, karena Biro ini pada tahun
 2010 juga menerbitkan Rancangan Pola Klasifikasi Substantif dan Fasilitatif di lingkungan
 Perguruan Tinggi serta diterbitkan pula Rancangan Jadwal Retensi Arsip Substantif dan
 Fasilitatif di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan
 Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif
 dan Fasilitatif di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinasi Perguruan Tinggi
 Swasta. Seharusnya rancangan-rancangan peraturan tersebut disikapi secara serius oleh
 pimpinan perguruan tinggi agar sistem kearsipan perguruan tinggi berlangsung secara
 prosedural sehingga tujuan kearsipan perguruan tinggi seperti yang diamanahkan oleh
 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 dapat berlangsung seperti yang diharapkan.
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 Menurut pengamatan penulis, implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
 tentang Kearsipan memerlukan pendampingan secara terus menerus dan berkesinambungan
 ke seluruh lembaga pemerintah dan swasta. Dari hasil pengamatan dan wawancara tidak
 terstruktur dengan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) beserta para
 pegawai administrasi maupun Arsiparis dapat Penulis ketahui bahwa ANRI perlu melakukan
 koordinasi dengan lembaga kearsipan di seluruh Indonesia secara intensif dan terus menerus
 agar timbul kesepahaman tentang misi dari ANRI dalam menciptakan sistem kearsipan yang
 terstandarisasi di seluruh Indonesia. Demikian pula untuk kalangan perguruan tinggi negeri
 maupun swasta. Dua tahun berturut-turut dalam kesempatan Workshop Sistem Pemberkasan
 Arsip/Dokumen Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kantor Arsip Universitas
 Indonesia pada tahun 2010 dan Lokakarya Penyusunan Jadwal Retensi Arsip yang
 diselenggarakan oleh Kantor Arsip Universitas Indonesia pada tahun 2011 diketahui, bahwa
 para pelaksana kearsipan perguruan tinggi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia itu
 sangat membutuhkan pendampingan dalam melaksanakan sistem kearsipan yang standar di
 perguruan tinggi mereka. Ilustrasi model alur administrasi dinamis perguruan tinggi menurut
 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dapat dilihat pada gambar 2.
 Kemendiknas dan Dirjen Dikti belum menerbitkan keputusan menteri maupun peraturan
 mendiknas tentang (1) pengurusan naskah dinas, (2) pengelolaan arsip aktif, (3) pengelolaan
 arsip inaktif, (4) penyusutan arsip, (5) pengelolaan arsip vital, (6) pengelolaan arsip audio
 visual, (7) pengelolaan arsip elektronik, (8) sumber daya pendukung, (9) pembinaan dan
 pengawasan, sehingga semakin lengkap kekurangan kekuatan hukum bagi pelaksanaan
 sistem kearsipan perguruan tinggi di Indonesia.
 Gambar 2. Model Alur Administrasi Perguruan Tinggi Dinamis
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 C. Manajemen Arsip Perguruan Tinggi
 1. Manajemen Arsip Statis
 Ruang lingkup pengelolaan arsip statis dimuat dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor
 43 Tahun 2009, yaitu: bahwa “(1) Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin
 keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat,
 berbangsa, dan bernegara, dan bahwa (2) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) meliputi: a. akuisisi arsip statis; b. pengolahan arsip statis; c. preservasi arsip
 statis; dan d. akses arsip statis.“ Dari pasal tersebut diketahui, bahwa arsip statis merupakan
 arsip yang menyimpan informasi sangat penting bagi pemerintah, pencipta arsip maupun
 generasi yang akan datang. Informasi tersebut begitu berarti bagi sebuah informasi,
 pengetahuan maupun nilai keteladanan sehingga dijaga dengan sungguh-sungguh
 kelestariannya.
 Pengelolaan arsip statis menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 butir
 26 adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi
 akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam
 suatu sistem kearsipan nasional. Dengan demikian diketahui, bahwa pasal tersebut memuat
 proses pengendalian arsip statis sebagai bagian dari sistem kearsipan nasional. Sebagaimana
 bunyi dari Pasal 10 hingga 14 diketahui, bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai
 lembaga kearsipan nasional membangun sistem jaringan informasi yang komprehensif dan
 terpadu dengan lembaga-lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten/kota dan
 lembaga kearsipan perguruan tinggi sebagai jaringan informasi dan Arsip Nasional Republik
 Indonesia sebagai simpul jaringan.
 Eksistensi jaringan informasi yang komprehensif dan terpadu memberikan kemudahan
 bagi para pengguna informasi untuk mendapatkan informasi berbasis arsip yang autentik,
 utuh dan terpercaya yang diperlukan oleh para user. Pembangunan jaringan informasi ini
 dapat berjalan secara utuh dan terdeteksi sejak dini keberadaannya bila sistem ini sudah
 berjalan sejak arsip dalam kategori dinamis. Arsip tersebut terus terpantau secara otomatis
 sehingga sejak dini dapat dipilah arsip dinamis yang berpotensi sebagai arsip statis dan yang
 tidak. Akhir dari upaya ini adalah kita akan mendapati arsip yang autentik dan utuh sebagai
 tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul
 pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Manajemen arsip statis menurut Fredric M. Miller (1990:6) dapat dilihat dalam bagan
 alir sebagai berikut:
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 Gambar 3. Model Alur Manajemen Arsip Statis Menurut Fredric M. Miller
 Terkait dengan kegiatan pengelolaan arsip statis perguruan tinggi kita dapat merujuk
 pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 Pasal 27 ayat (4) sebagai berikut:
 “ Arsip perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan
 pengelolaan arsip statis yang diterima dari:
 a. satuan kerja di lingkungan perguruan tinggi; dan
 b. civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi.”
 Tanggung jawab arsip perguruan tinggi lainnya dimuat dalam Pasal 28 dari Undang-
 Undang yang sama, bahwa arsip perguruan tinggi memiliki tugas melaksanakan:
 “ a. pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10
 (sepuluh)
 tahun yang berasal dari satuan kerja dan civitas akademika di lingkungan
 perguruan tinggi; dan
 b. pembinaan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.”
 Mengacu pada bunyi Pasal 1 butir 12, serta Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28, maka
 diketahui bahwa arsip perguruan tinggi adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan
 tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-
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 kurangnya 10 tahun, arsip statis yang diterima dari seluruh satuan kerja maupun civitas
 akademika di lingkungan perguruan tinggi tersebut, serta melakukan pembinaan kearsipan.
 Azmi berpendapat, bahwa lembaga kearsipan mempunyai tanggung jawab terhadap
 penyelenggaraan kearsipan di wilayah kerja masing-masing. Seharusnya manajemen lembaga
 ini menyadari bahwa pengelolaan arsip statis sangat dipengaruhi oleh kesiapan lingkungan
 internal. Kesiapan internal yang dimaksud oleh Azmi adalah peraturan perundangan, standar,
 peralatan, ketersediaan teknologi informasi, orientasi, budget, dan sumber daya manusianya.
 Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap teknis pengelolaan dan pengaktualisasian
 kembali arsip statis kepada publik oleh lembaga kearsipan. Lebih lanjut dipaparkan, bahwa
 akibat dari terjadinya perubahan eksternal, maka kesiapan lingkungan internal lembaga
 kearsipan harus dilakukan langkah antisipatif dengan melakukan reformasi pada sektor-sektor
 yang bersentuhan dengan bidang kearsipan, yaitu reformasi dalam penyelenggaraan negara,
 globalisasi, reorientasi budaya masyarakat, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi,
 ilmu dan praktek kearsipan. Dengan demikian lembaga kearsipan mampu melakukan transfer
 informasi dari generasi masa sekarang ke generasi yang akan datang.36
 2. Manajemen Arsip Statis Perguruan Tinggi di Era New Public Service
 Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dikelola oleh pemerintah
 atau swasta. Dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 disebutkan,
 bahwa Arsip Perguruan Tinggi melaksanakan pengelolaan arsip statis yang ia terima dari
 seluruh unit kerja yang dimiliki perguruan tinggi tersebut, termasuk arsip statis yang
 diciptakan oleh civitas akademika perguruan tinggi. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip
 statis diatur dalam Pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ayat (2), (3), (4),
 sebagai berikut:
 “(2) Lembaga kearsipan perguruan tinggi negeri wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis
 yang diterima dari satuan kerja pada rektorat, fakultas, civitas akademika, dan unit
 dengan sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi negeri.
 (3) Lembaga arsip perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
 melaksanakan:
 a. pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
 tahun yang berasal dari satuan kerja pada rektorat, fakultas, civitas akademika, dan unit
 dengan sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi; dan
 b. pembinaan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.
 36
 Azmi, Skenario Pembangunan Lembaga Kearsipan Menuju Keunggulan Pengelolaan Arsip Statis, di dalam Jurnal Kearsipan, Volume
 1, Nomor 1, Jakarta, November 2006, halaman 120.
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 (4) Pembentukan susunan organisasi, fungsi, dan tugas arsip perguruan tinggi dilakukan
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 merupakan produk hukum bidang kearsipan
 yang diciptakan selaras dengan semangat era New Public Service. Indikasinya dapat dilihat
 pada Pasal 1 butir 26, Pasal 1 butir 37, Pasal 3 huruf h, Pasal 4 huruf n, Pasal 34 Ayat (1),
 Pasal 36, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 , Pasal 67, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal
 75, Pasal 76, Pasal 77. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, maka pengelolaan terhadap
 arsip harus dilakukan sejak awal arsip direncanakan. Kebijakan ini sejalan dengan
 manajemen arsip dengan pendekatan record continuum model yang diintroduksi oleh Frank
 Upward dari Monash University.37
 Penulis berpendapat bahwa Tim penyusun Undang-
 Undang Nomor 43 Tahun 2009 telah menangkap ruh dari manajemen arsip dengan
 pendekatan record continuum model dan kebijakan layanan publik era New Public Service.
 Keyakinan ini penulis dapat setelah mencermati dan memahami materi Sosialisasi Undang-
 Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 yang penulis kutip pada gambar 5 tentang struktur
 dari skema kerangka pikir penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu.
 Gambar 4. Model Alur Arsip Perguruan Tinggi Terpadu
 Berdasar hasil penelitian yang pernah penulis lakukan di tiga perguruan tinggi negeri di
 Semarang pada pertengahan tahun 1997 hingga pertengahan tahun 1998 diketahui, bahwa
 keluasan organisasi perguruan tinggi belum tentu sama antara satu dengan yang lain. Situasi
 ini tercermin pada statuta masing-masing. Keluasan organisasi mempengaruhi pola
 manajemen pada perguruan tinggi tersebut.
 37
 Kennedy, Jay and Schauder, Cherryl, Records Management: A Guide to Corporate Record Keeping, Second Edition, South Melbourne,
 Australia, Addisin Wesley Longman Australia Pty Limited, 1998: 11.
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 Arsip perguruan tinggi merupakan lembaga kearsipan perguruan tinggi untuk mengelola
 arsip perguruan tinggi yang memiliki nilai informasi kesejarahan dan menyediakannya bagi
 pengguna arsip tersebut kepada publik. Lembaga ini sekaligus memiliki fungsi sebagai
 pembina kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. Pada Pasal 1 Butir 7 Undang-Undang
 Nomor 43 Tahun 2009 disebutkan bahwa, “Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh
 pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan
 berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak
 langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.” Kewajiban
 Arsip Perguruan Tinggi juga dimuat dalam Pasal 28 yang memuat kewajiban Arsip
 Perguruan Tinggi selain mengelola arsip statis juga mengelola arsip inaktif yang memiliki
 retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari seluruh unit kerja dan
 civitas akademika perguruan tinggi tersebut. Ilustrasi model alur administrasi perguruan
 tinggi menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dapat dilihat pada
 gambar 4 tentang model alur administrasi perguruan tinggi terpadu.
 Di era New Public Service ini penyelenggara pemerintahan mengedepankan prinsip
 “pemerintah siap melayani rakyat”. Layanan di bidang informasi berbasis arsip dilandasi oleh
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Lembaga kearsipan merupakan pengelola arsip
 statis sekaligus pembina kearsipan. Arsip Perguruan Tinggi merupakan lembaga kearsipan
 perguruan tinggi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga kearsipan perguruan tinggi
 yaitu guna memberdayakan dan menyelamatkan arsip yang berkaitan dengan bukti status
 intelektual dan pengembangan potensi yang melahirkan inovasi dan karya-karya intelektual
 bagi kepentingan internal manajemen perguruan tinggi, masyarakat, dan memori kolektif
 bangsa, serta seiring dengan tugas tridharma perguruan tinggi, maka lembaga kearsipan
 perguruan tinggi melakukan manajemen Arsip Perguruan Tinggi. Ilustrasi tugas pokok dan
 fungsi Arsip Perguruan Tinggi dapat dilihat pada gambar 5.38
 Manajemen Arsip Perguruan Tinggi adalah manajemen arsip sejak arsip diciptakan di
 lingkungan perguruan tinggi hingga disusutkan dan digunakan lagi untuk fase berikutnya,
 dengan melibatkan seluruh fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang lazim kita kenal,
 yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), staffing (penempatan sumber
 daya manusia), directing (pengaturan), coordinating (pengkoordinasian), reporting
 (pelaporan), budgeting (penganggaran). Seluruh fungsi manajemen ini diimplementasikan
 38
 Materi Workshop Jadwal Retensi Dokumen/Arsip Perguruan Tinggi Universitas Indonesia. Depok, 7 April 2011 oleh Drs. Mustari
 Irawan, MPA (Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI).
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 dalam manajemen arsip seperti yang nampak pada gambar 6.39
 Konsep ini bila ditargetkan
 dapat berlangsung secara maksimal perlu dilakukan pendekatan dengan Total Quality
 Management. Pendekatan ini menekankan keberhasilan manajemen berdasarkan komitmen
 anggota, pelibatan para anggota organisasi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Dengan
 struktur kinerja plan, do, check, dan act, maka setelah berproses alur kinerja kembali ke awal
 lagi (feedback) ke plan.
 Gambar 5. Illustrasi tugas pokok dan fungsi Arsip Perguruan Tinggi
 Gambar 6. Kerangka pikir penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu
 39
 Materi Sosialisasi Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang disampaikan
 dalam rangka Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah hari pada hari Selasa 8 November
 2011 oleh Dra. Prihatni Wuryatmini, M.Hum. (Kepala Subdirektorat Kearsipan Daerah III ANRI).
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 Kerangka pikir seperti tepat untuk diterapkan dalam manajemen arsip perguruan tinggi
 di era New Public Service. Terlebih lagi sejak tahun 2008 pemerintah Republik Indonesia
 menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 Struktur klasifikasi informasi publik seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor
 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat pada gambar 7.40
 Dari
 struktur tersebut, bahwa informasi publik dibagi menjadi dua kategori, yaitu terbuka dan
 dikecualikan. Selanjutnya dari kedua kategori tersebut dibagi lagi masing-masing menjadi
 beberapa kategori menurut waktu publikasinya. Dengan demikian menurut undang-undang
 ini ada kategori arsip yang informasinya dapat dilayankan pada publik tetapi ada juga yang
 tidak dapat dilayankan pada publik. Demikian pula dalam manajemen arsip statis seperti yang
 telah dimuat pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 butir 26, menunjukkan
 bahwa kategori arsip statis dapat dilayankan kepada publik. Namun, Pasal 64 mengatur
 tentang akses arsip statis yang pada prinsipnya lembaga kearsipan menjamin kemudahan bagi
 para pengguna arsip statis dalam mengakses arsip statis, tetapi dengan memperhatikan
 prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Lebih lanjut pada ayat (3) secara jelas
 dipaparkan, bahwa akses arsip statis didasarkan pada keterbukaan dan ketertutupan sesuai
 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas ayat ini pada Pasal 66 ayat
 (1) yang pada intinya menyatakan, bahwa arsip statis sifatnya berubah menjadi tertutup
 karena persyaratan akses atau karena sebab lain. Biasanya kebijakan ini muncul karena
 persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsip tersebut (Pasal 65 Ayat (2) UU Nomor 43
 tahun 2009). Penyebab lain adalah faktor kandungan informasi yang terekam di dalam arsip
 tersebut, sehingga Kepala ANRI atau lembaga kearsipan dengan lingkup kewenangannya
 dapat menyatakan arsip statis dinyatakan terbuka setelah mengendap dulu selama 25 tahun
 (Pasal 66 Ayat (1) UU Nomor 43 tahun 2009). Ketentuan 25 tahun masa penyimpanan
 tertutup dimuat dalam Pasal 66 Ayat (3) yang memuat dasar pertimbangan arsip statis bersifat
 tertutup, yaitu: a. tidak menghambat proses penegakan hukum; b. tidak mengganggu
 kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan
 usaha tidak sehat; c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; d. tidak
 mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi
 kerahasiaannya; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. tidak merugikan
 kepentingan politik dan hubungan luar negeri; g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang
 bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak
 40 Materi Sosialisasi Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang disampaikan
 dalam rangka Sosialisasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah hari pada hari Selasa 8 November
 2011 oleh Bakhrun Effendi, S.S. (Kepala Sub Bidang Layanan Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah).
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 secara hukum; h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan i. tidak
 mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
 Dengan ketentuan ini menjadi jelas alasan pemerintah memberlakukan pembatasan terhadap
 keterbukaan informasi berbasis arsip statis.
 Gambar 7. Klasifikasi Informasi Publik Menurut UU 14 tahun 2008
 3. Faktor pendukung dan penghambat
 Diskusi tentang faktor pendukung dan penghambat, maka penulis menggunakan metode
 analisis SWOT untuk menganalisa bagaimana manajemen arsip perguruan tinggi ini bekerja.
 Analisis SWOT adalah akronim dari metode perencanaan strategis yang digunakan untuk
 mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan
 ancaman (threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari suatu proyek,
 sehingga harus dilakukan identifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang
 tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT diterapkan dengan cara menganalisis
 dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya
 dalam gambar matrik SWOT. Aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil
 keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang berpotensi
 mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Selanjutnya adalah bagaimana kekuatan
 mampu menghadapi ancaman yang ada. Puncak dari metode ini adalah bagaimana cara
 mengatasi kelemahan agar mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan
 sebuah ancaman baru.
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 Data yang digunakan penulis adalah hasil observasi dan wawancara tidak terstruktur
 dengan sejumlah alumni Program Studi Diploma III Kearsipan UNDIP, fungsionaris
 university archives Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada, serta rekan-rekan
 pegawai administrasi perguruan tinggi yang tersebar di beberapa perguruan tinggi di seluruh
 wilayah Indonesia. Matrik berikut ini menggambarkan analisis SWOT terhadap kinerja arsip
 perguruan tinggi saat ini. Basic yang dianalisis sistem manajemen sehingga analisis
 mendasarkan diri pada fungsi manajemen arsip perguruan tinggi.
 STRENGTH (KEKUATAN) WEAKNES (KELEMAHAN)
 1. Semua orang membutuhkan informasi
 untuk alasan pekerjaan, perkuliahan,
 penelitian, keluarga, rekreasi, dan lain-lain
 1. Sistem manajemen kearsipan perguruan
 tinggi belum kuat (Peraturan Pemerintah,
 Peraturan Mendiknas, Keputusan Rektor
 tentang Manajemen Arsip Perguruan
 Tinggi)
 2. Perencanaan, pengorganisasian,
 pengaturan, dan pelaporan manajemen
 arsip perguruan tinggi masih bagian per
 bagian, dengan pengertian semangatnya
 belum total melibatkan seluruh komponen
 civitas akademika perguruan tinggi.
 Indikasinya adalah civitas akademika
 belum menyadari, bahwa informasi
 adalah denyut nadi mereka dalam
 aktivitas kehidupan sehari-hari
 3. Sumber daya manusia (SDM) perguruan
 tinggi yang memiliki skill di bidang
 kearsipan yang diperoleh dari pendidikan
 formal maupun non formal kearsipan,
 baik sebagai pemimpin maupun
 pelaksana masih jarang bahkan dapat
 dikatakan tidak ada.
 4. SDM yang dikirim mengikuti seminar,
 kursus, pelatihan, lokakarya, workshop
 kearsipan dilakukan tidak berkelanjutan.
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 STRENGTH (KEKUATAN) WEAKNES (KELEMAHAN)
 Program Seminar, kursus, pelatihan,
 lokakarya, workshop seharusnya diikuti
 oleh seorang peserta secara bertingkat,
 misalnya setelah mengikuti
 Kursus/Pelatihan Manajemen Arsip Aktif,
 maka yang bersangkutan pada
 kesempatan berikutnya dikirim lagi untuk
 mengikuti Kursus Manajemen Arsip
 Inaktif dan seterusnya. Setelah kembali
 dari kegiatan tersebut, yang bersangkutan
 wajib menyusun laporan kegiatan dan
 mensosialisasikan ilmu yang telah
 diperoleh minimal pada unit kerjanya.
 5. Saat artikel ini ditulis negara Republik
 Indonesia belum memiliki program studi
 S1, S2, S3 Kearsipan yang memiliki
 kewenangan untuk mendidik sumber daya
 manusia yang ahli di bidang kearsipan.
 6. Penganggaran khusus dan rutin untuk
 kegiatan kearsipan: pengembangan
 kuantitas dan kualitas SDM, Tunjangan
 termasuk extra fooding SDM kearsipan,
 Sarana Prasarana, Penelitian,
 Pengembangan Sistem belum masuk
 dalam kebijakan khusus dan rutin
 OPPORTUNITY (PELUANG) TREATH (ANCAMAN)
 1. Undang-Undang Republik Indonesia
 Nomor 43 Tahun 2009 mewajibkan setiap
 perguruan tinggi membentuk Arsip
 Perguruan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
 1. Pimpinan perguruan tinggi yang tidak
 atau belum sadar arsip mempersulit
 implementasi kebijakan pembentukan
 Arsip Perguruan Tinggi
 2. Semangat good and clean university sulit
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 OPPORTUNITY (PELUANG) TREATH (ANCAMAN)
 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
 Kearsipan
 3. Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di
 Lingkungan Perguruah Tinggi, 2011
 (Jakarta: ANRI)
 4. Dukungan dari Arsip Nasional Republik
 Indonesia
 5. Dukungan dari Kementrian Pendidikan
 Nasional
 6. Dukungan dari komunitas Asosiasi
 Arsiparis Indonesia
 7. Dukungan dari Forum Arsiparis
 Kementrian Pendidikan Nasional
 8. Para pegawai administrasi non fungsional
 Arsiparis perguruan tinggi se-Indonesia
 yang penulis jumpai pada tahun 2010 dan
 2011 sangat bersemangat menertibkan
 sistem kearsipan di perguruan tinggi
 mereka.
 dicapai.
 SIMPULAN
 Pelaksanaan kegiatan manajemen arsip perguruan tinggi di lingkungan Universitas
 Diponegoro saat ini belum mengikuti garis-garis ketentuan yang telah diamanahkan dalam
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor
 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
 Kearsipan. Kedua perundang-undangan tersebut sudah cukup dijadikan sebagai bahan
 rujukan dalam penyusunan regulasi pengelolaan arsip di lingkungan perguruan tinggi,
 keduanya sudah menjiwai semangat keterbukaan informasi publik maupun manajemen
 pelayanan publik.
 REKOMENDASI
 Berdasar pada hasil analisis SWOT, maka rekomendasi utama penulis agar langkah
 utama perguruan tinggi menuju good and clean university di era New Public Service adalah
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 Arsip Nasional Republik Indonesia selaku pembina kearsipan nasional membangun
 komunikasi yang intensif dengan Kementrian Pendidikan Nasional bersama Sekretaris
 Jenderal Pendidikan Nasional, Kementrian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi
 Birokrasi bersama Sekretaris Jenderal Kementrian Penertiban Aparatur Negara dan
 Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretaris
 Jenderal Kementrian Agama dan Pimpinan Perguruan Tinggi Agama Negeri maupun Swasta,
 Sekretaris Jenderal Kementrian Perhubungan dan Pimpinan Perguruan Tinggi Perhubungan
 Negeri maupun Swasta, Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri dan Pimpinan
 Perguruan Tinggi Administrasi Negara, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, serta instansi
 terkait lainnya. Komunikasi intensif sangat penting untuk membangun sinergi antar institusi
 sehingga diperoleh persepsi yang sama mengenai fungsi Arsip Perguruan Tinggi. Bila sinergi
 telah diperoleh maka kelemahan-kelemahan yang muncul akan teratasi dengan sendirinya.
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 PEMBANGUNAN KEARSIPAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
 DI INDONESIA
 Khoerun Nisa Fadillah
 Abstract
 This research aims to find answers of two fundamental questions, namely, how is the
 archival development policy performed by the Indonesian government during the regional
 autonomy era and how can it be developed to support the implementation of regional
 autonomy in Indonesia. This is a descriptive qualitative research. Data collection used was
 literature, observations, and documentation techniques. The technique of data analysis used
 was inductive analysis techniques. The results showed several important conclusions,
 namely: 1) The archival development policy which has been applied by the Indonesian
 government in the era of regional autonomy are: a) transfer of archival issues to local
 governments as their obligatory functions, b) arrangement of archival institutions as a the
 most likely consequence of the above mentioned policy, c) strategy of archival development
 which is focused on the roles of local governments; 2) The government has to cope with
 several obstacles and challenges in carrying out archival development, such as: a) some
 regencies/cities do not have any archival institutions as mandated by The Government
 Regulation Number 41 of 2007 concerning Local Apparatus Organization, b) there isn’t any
 implementing regulations governing the establishment of archival institutions, c) there isn’t
 any guideline for minimum service standards of archival services, d) there isn’t any optimal
 guidances, supervisions, consultations, and implementation of archival system in the central
 and local government, e) regulations that anticipate the demands of good governance and
 implementation of regional autonomy is inadequate; 3) the archival development models
 carried out to support the implementation of regional autonomy in Indonesia are, a) having
 minimum archival service standard as a measuring rod of archival performance at local
 governments, b) setting local governments as the main actors of development, c) taking a
 finicky priority in designing archival development strategies and locus priority in
 establishing the pattern of institutional relationship in order that archival development can
 be run effectively and efficiently.
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 Latar Belakang
 Bergulirnya gerakan reformasi sejak 1998 telah mendorong Indonesia untuk menetapkan
 kebijakan otonomi daerah menjadi suatu pilihan yang mendasari penyelenggaraan
 pemerintahan Indonesia. Kebijakan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-
 Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah41
 pada dasarnya mengatur tentang political sharing, financial sharing, dan empowering dalam
 mengembangkan kapasitas daerah (capacity building), peningkatan sumber daya manusia,
 dan partisipasi masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi, dan pembantuan
 pada tingkatan pemerintahan guna mendorong prakarsa lokal untuk membangun kemandirian
 daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 Sebagai Negara Kesatuan, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang memberikan
 mandat kepada Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk
 mengembangkan kebijakan pembangunan yang berlaku secara nasional. Negara memberikan
 mandat kepada pemerintah pusat untuk mengembangkan standar pembangunan yang berlaku
 di seluruh wilayah Indonesia. Namun, seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi
 daerah maka pengembangan sistem pembangunan nasional harus memberikan ruang kepada
 daerah untuk mengembangkan manajemen pembangunan yang responsif sesuai dengan
 aspirasi dan dinamika lokal.
 Perubahan tata penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat dari adanya otonomi
 daerah tentu akan membawa berbagai konsekuensi yang cukup signifikan bagi para
 penyelenggara negara. Tak terkecuali bagi para penyelenggara negara di bidang kearsipan.
 Pembangunan kearsipan sebagai sebuah upaya terencana untuk mengubah bidang kearsipan
 ke arah yang lebih baik tentunya harus memperhatikan semangat otonomi daerah yang
 bertujuan untuk membangun kemandirian daerah.
 Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
 Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
 41 Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali, terakhir adalah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor
 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian,
 penulis tetap mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena ketentuan-
 ketentuan dalam undang-undang tersebut masih diberlakukan adapun perubahan yang terjadi hanya terkait dengan ketentuan
 penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintahan daerah dan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
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 Kabupaten/Kota42
 sebagai peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Republik Indonesia
 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan urusan kearsipan
 sebagai salah satu urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karenanya, Arsip
 Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai representasi pemerintah pusat untuk urusan
 kearsipan harus mampu menyelenggarakan pembangunan kearsipan yang dapat memberikan
 peran yang lebih besar kepada daerah. Hal ini tentu tidak mudah, tantangan dan hambatan
 pasti ada, namun sejauh mana upaya pemerintah dalam mengembangkan pembangunan
 kearsipan agar sejalan dengan kerangka otonomi daerahlah yang menjadi perhatian utama.
 Melalui penelitian ini, penulis mencoba mencari jawaban atas dua permasalahan pokok,
 yaitu tentang bagaimana kebijakan pembangunan kearsipan yang diterapkan oleh Pemerintah
 Indonesia di era otonomi daerah serta bagaimana model pembangunan kearsipan yang dapat
 dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
 Rumusan dan Batasan Masalah
 Agar fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat terjaga dengan baik, maka penulis
 memberikan rumusan masalah sebagai berikut:
 1. Bagaimana kebijakan pembangunan kearsipan yang diterapkan oleh Pemerintah
 Indonesia di era otonomi daerah?
 2. Bagaimana model pembangunan kearsipan yang dapat dikembangkan untuk mendukung
 pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia?
 Disamping itu, agar ruang lingkup masalah tidak meluas, maka penulis membatasi
 masalah pembangunan kearsipan era otonomi daerah Indonesia yang dimaksud yaitu pasca
 ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
 Pemerintahan Daerah.
 Maksud dan Tujuan
 Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk:
 1. Menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan pembangunan kearsipan yang diterapkan
 oleh Pemerintah Indonesia di era otonomi daerah;
 2. Menganalisis dan mendeskripsikan model pembangunan kearsipan yang dapat
 dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
 42 Peraturan Pemerintah tersebut sedang dalam proses perubahan karena dianggap perlu adanya penyesuaian dan penyempurnaan pembagian
 urusan secara lebih jelas dan tegas. Namun demikian penulis tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut sebelum peraturan baru
 ditetapkan.
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 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan konstribusi pemikiran di bidang
 kearsipan dalam perspektif ilmu pemerintahan.
 Kerangka Teori
 1. Memahami Konsep Pembangunan
 Menurut Taliziduhu Ndraha (2003), istilah ”pembangunan” berasal dari kata
 ”bangun”. Sebagai konsep, pembangunan mempunyai lima arti; pertama, ”sadar” atau
 ”siuman”, kedua, ”bangkit” atau ”berdiri”, ketiga, ”bentuk (form)”, keempat, ”membuat”,
 ”mendirikan”, dan kelima, ”mengisi” atau ”membina”.43
 Selanjutnya, Bryant dan White
 (1987) menyatakan bahwa ”pembangunan” mencakup pengertian ”menjadi” dan
 ”mengerjakan”.44
 Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa
 akhir. ”Development is not a static concept. It is continously changing”.45
 Konsep pembangunan dapat dipahami secara sederhana sebagai sebuah upaya
 terencana yang dilakukan secara sadar oleh organisasi maupun individu untuk mengubah
 suatu keadaan menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Siagian
 (1994) yang mengartikan pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha
 pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu
 bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa
 (nation building)”. Hal senada diungkapkan oleh Ginanjar Kartasasmita (1994) yang
 memberikan pengertian pembangunan secara lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses
 perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.
 Todaro (1977) menyatakan bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang
 mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan
 lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan
 kesenjangan (inequality), dan pemberantasan kemiskinan absolute.46
 Sementara itu, Bryant
 dan White (1987) menekankan bahwa pembangunan harus memperhatikan “pengembangan
 kapasitas, keadilan, dan penumbuhan kuasa dan wewenang (empowerment)”.47
 Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya.
 Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri
 (self sustaining process) tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya
 yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan tergantung dari suatu
 43 Taliziduhu Ndara, Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Jilid 1. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 132. 44 Coralie Bryant dan Louise G. White, Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 21. 45 United Nations: “Development Administration: Curent Approaches and Trends in Public Administration for National Development”,
 1975. 46 Michael Todaro, Economic Development in The Third World (London: Longmans, 1977), h. 62. 47 Coralie Bryant dan Louise G. White, op. cit., h. 22.
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 “innerwill”, proses emansipasi diri. Dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan
 hanya menjadi mungkin karena proses pendewasaan.48
 Dari uraian-uraian para ilmuwan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan
 adalah proses perubahan yang diupayakan secara terencana untuk memperbaiki berbagai
 aspek kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada.
 2. Pembangunan Kearsipan Sebagai Salah Satu Bidang Pembangunan
 Nasional
 Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang
 berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk
 melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang
 Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
 darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
 ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
 keadilan sosial. Sebagai suatu proses, pembangunan nasional adalah merupakan rangkaian
 majemuk dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.49
 Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan
 pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional dilaksanakan merata
 di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat,
 tetapi untuk seluruh masyarakat serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat
 sebagai tingkat perbaikan hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita
 kemerdekaan Indonesia.
 Pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah,
 bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka
 mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.
 Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di
 semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional
 diselenggarakan secara bertahap dalam jangka panjang 25 tahun dan jangka menengah
 5 tahunan, dengan mendayagunakan seluruh sumber daya untuk mewujudkan tujuan
 pembangunan nasional.
 Dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang maupun rencana pembangunan
 jangka menengah, pembangunan kearsipan menjadi salah satu bidang pembangunan nasional
 48 Soedjatmoko: “Pembinaan Aspek-aspek Sosiologis-Kulturis dalam Menjunjung Modernisasi”, paper 1972. 49 Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya A.R, Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan Nasional (Jakarta:
 Gunung Agung, 1982), h. 21.
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 dalam aspek perbaikan tata kelola pemerintahan khususnya pengembangan sistem
 ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
 dalam proses kerja pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik
 Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
 (RPJPN) 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.50
 Pembangunan kearsipan sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan upaya
 terencana yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam bidang
 kearsipan. Pembangunan kearsipan merupakan tanggung jawab nasional karena kearsipan
 merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
 bernegara. Kearsipan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
 Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan
 arsip. Selanjutnya, apa yang diartikan sebagai arsip dalam undang-undang tersebut adalah
 rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan
 perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga
 negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
 kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
 dan bernegara.
 Pembangunan kearsipan mencakup keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaaan
 kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh
 sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan
 peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk merubah kondisi kearsipan ke arah yang
 lebih baik. Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi kegiatan yang dilakukan oleh
 lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
 organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Tujuan penyelenggaraan kearsipan
 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
 dan tercantum dalam Renstra ANRI 2010-2014 adalah sebagaimana berikut:
 a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara,
 pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
 kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan
 nasional;
 b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
 50 Lihat Buku II Bab VIII RPJMN 2010-2014.

Page 70
                        

68
 c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai
 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 d. Menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui
 pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
 e. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang
 komprehensif dan terpadu;
 f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam
 kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya,
 pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
 h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang
 autentik dan terpercaya.
 Sebagai salah satu bidang pembangunan nasional, penyelenggaraan kearsipan harus
 mampu menjawab kebutuhan nasional pada setiap tingkat pemerintahan sehingga tujuan
 penyelenggaraan kearsipan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Hal ini sebagaimana
 dijelaskan oleh Eric Ketelaar bahwa “… legislation should also consider the need for a
 national system, in which, a part from the national archives, public archives services exist at
 the subordinate levels of government, provincial, municipal, etc. In addition to the public
 archives services linked to levels of government, there may also exist special archival
 institutions.51
 Dalam konteks ini, kebijakan pembangunan kearsipan harus dapat menjiwai
 semangat otonomi daerah yang telah melandasi penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
 3. Memahami Konsep Otonomi Daerah
 Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik. Otonomi selalu dikaitkan atau
 disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Bahkan Taliziduhu Ndraha
 (2003) menyebutkan bahwa kemandirian adalah puncak tertinggi budaya otonomi daerah.52
 Sesuatu akan dianggap otonom jika dia menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri
 dengan maksud mengatur diri sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan
 prakarsa sendiri. Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini, adalah bahwa dengan
 kebebasan dan kemandirian tersebut, maka suatu daerah dianggap otonom jika memiliki
 kewenangan (authority) atau kekuasaan (power) dalam penyelenggaran pemerintahan
 terutama untuk menentukan kepentingan daerah maupun masyarakatnya sendiri.
 51 Eric Ketelaar, Archival and Records Management Legislation and Regulations, (Paris: Unesco, 1985), h. 33.
 52 Taliziduhu Ndraha, op. cit., h. 177.
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 Istilah otonomi sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu auto (sendiri), dan
 nomos (peraturan) atau “undang-undang”.53 Bayu Suryaningrat (1985) mengartikan otonomi
 sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan
 pengertian otonomi daerah menurut Fernandez adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban
 kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah
 tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan
 dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.54
 Sementara itu, Taliziduhu Ndraha (2003) menjelaskan bahwa jika dilihat sebagai
 pemberian, otonomi diartikan sebagai cara untuk mengurangi beban pusat, meningkatkan
 efisiensi, memenuhi kebutuhan psikologikal daerah akan self-esteem atau self-actualization,
 identity, atau mendekatkan layanan kepada masyarakat, atau juga muatan politik tertentu.
 Tetapi jika dilihat sebagai hak, otonomi berfungsi sebagai alat dan cara untuk membuat
 daerah atau masyarakat mandiri (zelfstandig), persis seperti anak-anak berangkat dewasa, lalu
 menikah, dan mendirikan keluarga sendiri.55
 Sementara itu, Vincent Lemius (1986)
 menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan
 politik maupun administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan.
 Meskipun dalam otonomi daerah ada kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi
 kebutuhan daerah, tetapi dalam kebutuhan daerah senantiasa disesuaikan dengan kepentingan
 nasional, ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 Sejalan dengan pendapat beberapa ahli yang telah dikemukakan di atas, dalam Undang-
 Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan
 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
 dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
 dengan peraturan perundang-undangan.
 Yang dimaksud dengan hak dalam pengertian otonomi adalah adanya kebebasan
 pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga, seperti dalam bidang kebijaksanaan,
 pembiayaan serta perangkat pelaksanaannnya. Sedangkan kewajiban menunjukkan keharusan
 pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional.
 Selanjutnya, wewenang adalah adanya kekuasaan pemerintah daerah untuk berinisiatif
 sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri, perencanaan sendiri serta mengelola keuangan
 sendiri.
 53 Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, (Cet. 2; Bandung: Djambatan,
 2004), hal. 88. 54 Ibid., hal. 89. 55 Taliziduhu Ndraha, loc. cit.
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 Dengan demikian, bila dikaji lebih jauh isi dan jiwa Undang-Undang Republik Indonesia
 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka otonomi daerah mempunyai arti
 bahwa daerah harus mampu:
 a. Berinisiatif sendiri yaitu harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan
 sendiri;
 b. Membuat peraturan sendiri (peraturan daerah) beserta peraturan pelaksanaannya;
 c. Menggali sumber-sumber keuangan sendiri;
 d. Memiliki alat pelaksana baik personil maupun sarana dan prasarananya.
 4. Otonomi Daerah dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1),
 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Oleh karenanya Negara
 Indonesia tidak mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat “Staat” juga. Negara
 Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
 dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
 Dalam konteks Negara Kesatuan, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah di
 Indonesia mendasarkan diri pada tiga pola, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan
 medebewind (tugas pembantuan).56
 Desentralisasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah57
 kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem
 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan apa yang dimaksud dengan daerah otonom
 untuk selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
 batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
 kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
 dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari
 sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, karena dilihat dari fungsi
 pemerintahan, desentralisasi menunjukkan58
 :
 a. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang
 terjadi dengan cepat;
 b. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien;
 56 Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria, Mensiasati Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan
 INSIST “Press”, 2000), h. 11. 57 Pemerintah yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut adalah pemerintah pusat. 58 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (Yogyakarta: PSH FH-UII, 2001), h. 174.
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 c. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
 d. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi,
 komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.
 Sejalan dengan hal tersebut, dalam bidang kearsipan pun, lembaga yang terdesentralisasi
 dianggap lebih fleksibel dan lebih mudah menerima inovasi dan perubahan. Hal ini
 sebagaimana disebutkan oleh David Bearman and Margaret Hedstrom (2003) sebagai berikut:
 “Decentralized institutions are more flexible and more receptive to innovation and change…
 This new potential presents archives with opportunities to reexamine centralization, not only
 from the perpective of centralized holdings, but also in the organization of programs and
 service delivery. Some of the strategies that archives could pursue to advance
 decentralization include: provide grants to local government for capital investment in
 archives in return for guarantees of local operating support…”.59
 Dalam desentralisasi, hal-hal yang diatur dan diurus oleh pemerintah daerah ialah tugas-
 tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-
 daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan
 daerah.60
 Adapun yang dimaksud dengan dekonsentrasi menurut Undang-Undang Republik
 Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah pelimpahan
 wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah
 dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan tugas
 pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah
 provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada
 desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
 Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan
 yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan
 Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
 daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur
 dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
 Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara
 Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan
 59 David Bearman and Margaret Hedstrom terinspirasi pada konsep Reinventing Government yang dikemukakan oleh Osborn dan Gaebler.
 Selengkapnya dapat dilihat pada Jimerson, Randall. C, Amerian Archival Studies: Readings in Theory and Practice. Chicago: The
 Society of American Archivist (SAA), 2003), h. 565. 60 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 14.
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 pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan
 yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.
 Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan
 dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi,
 dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan
 susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan
 pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap
 bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang
 menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah
 kabupaten/kota.
 Dalam konsep negara kesatuan, penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu
 menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu
 memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan
 Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu, Pemerintah
 wajib melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian,
 pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan,
 bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi.
 Bersamaan itu Pemerintah wajib memberikan fasilitasi berupa pemberian peluang
 kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar pelaksanaan otonomi dapat dilakukan
 secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 Metodologi Penelitian
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Disebut penelitian deskriptif,
 karena penelitian ini bermaksud membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian61
 , yaitu
 berupaya memberikan gambaran mengenai kebijakan pembangunan kearsipan yang
 diterapkan oleh Pemerintah Indonesia di era otonomi daerah. Penelitian ini juga disebut
 penelitian kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengungkap dan memahami fenomena
 yang terjadi di sekitar kebijakan pembangunan kearsipan yang diterapkan di era otonomi
 daerah di Indonesia secara mendalam dan berupaya menemukan model pembangunan
 kearsipan yang dapat dikembangkan untuk pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur terhadap bahan pustaka
 dan peraturan perundang-undangan serta studi dokumentasi dan observasi lapangan secara
 langsung selama penulis menjadi pegawai pada Direktorat Kearsipan Daerah Arsip Nasional
 61 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 55.
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 Republik Indonesia selama kurang lebih dua tahun. Teknik analisis data menggunakan teknik
 analisis induktif, yaitu analisis yang bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan
 umum. Kesimpulan umum itu bisa berupa kategorisasi maupun proposisi.62
 Hasil dan Analisis
 1. Kebijakan Pembangunan Kearsipan yang Diterapkan oleh Pemerintah
 Indonesia di Era Otonomi Daerah
 Kebijakan pembangunan kearsipan merupakan serangkaian langkah dan tindakan yang
 diambil oleh pemerintah dalam membangun bidang kearsipan sebagai salah satu bidang
 pembangunan nasional. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah di Indonesia, kebijakan
 pembangunan kearsipan yang diambil Pemerintah diupayakan untuk terus disesuaikan
 dengan kerangka otonomi daerah yang diberlakukan dalam Negara Kesatuan Republik
 Indonesia. Pasca diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
 tentang Pemerintahan Daerah, berbagai kebijakan pembangunan kearsipan telah dikeluarkan
 oleh Pemerintah sebagai bentuk penyesuaian terhadap pelaksanaan otonomi daerah di
 Indonesia.
 Diantara kebijakan pembangunan kearsipan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia
 di era otonomi daerah tersebut adalah sebagai berikut:
 a. Penyerahan Urusan Kearsipan Sebagai Urusan Wajib Pemerintah Daerah
 Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah membagi urusan pemerintahan
 kepada Daerah. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
 Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
 Kabupaten/Kota, sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah
 memberikan konsekuensi bagi kebijakan pembangunan kearsipan. Sebagaimana telah kita
 ketahui bersama bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah urusan
 pemerintahan di luar urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan
 fiskal nasional, serta agama yang merupakan kewenangan penuh Pemerintah. Terdapat 31
 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau
 62 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: P.T. Raja Grafindo
 Persada, 2001) , h. 209.
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 sususan pemerintahan, salah satunya adalah urusan kearsipan yang diserahkan menjadi
 urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan
 pemerintahan daerah kabupaten/kota karena berkaitan dengan pelayanan dasar.63
 Meskipun urusan kearsipan telah diserahkan sebagai urusan wajib pemerintahan daerah
 dan pemerintahan daerah berhak mengatur dan mengurus urusan kearsipan daerahnya
 masing-masing berdasarkan asas otonomi, namun sebagai Negara Kesatuan, hubungan
 Pemerintah dengan pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah sebagai satu
 kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan,
 sehingga yang terjadi adalah pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan kearsipan
 antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Hubungan ini
 dijabarkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
 Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
 Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
 SUB
 BIDANG
 SUB SUB
 BIDANG PEMERINTAH
 PEMERINTAHAN
 DAERAH PROVINSI
 PEMERINTAHAN DAERAH
 KABUPATEN/KOTA
 1. Kearsipan 1. Kebijakan
 1. Penetapan norma, standar
 dan pedoman yang berisi
 kebijakan kearsipan secara
 nasional, meliputi :
 1. Penetapan norma, standar dan
 pedoman penyelenggaraan
 kearsipan di lingkungan provinsi
 berdasarkan kebijakan kearsipan
 nasional meliputi:
 1. Penetapan norma, standar dan
 pedoman penyelenggaraan
 kearsipan di lingkungan
 kabupaten/kota berdasarkan
 kebijakan kearsipan nasional,
 meliputi :
 a. Penetapan norma, standar
 dan pedoman yang berisi
 kebijakan penyelenggaraan
 kearsipan dinamis secara
 nasional.
 a. Penetapan peraturan
 dan kebijakan penyelenggaraan
 arsip dinamis di lingkungan
 provinsi sesuai dengan
 kebijakan nasional.
 a. Penetapan peraturan dan
 kebijakan penyelenggaraan
 kearsipan dinamis di lingkungan
 kabupaten/kota sesuai dengan
 kebijakan nasional.
 b. Penetapan norma, standar
 dan pedoman yang berisi
 kebijakan penyelenggaraan
 kearsipan secara statis.
 b. Penetapan peraturan dan
 kebijakan penyelenggaraan
 kearsipan statis di lingkungan
 provinsi sesuai dengan
 kebijakan nasional.
 b. Penetapan peraturan dan
 kebijakan penyelenggaraan
 kearsipan statis di lingkungan
 kabupaten/kota sesuai dengan
 kebijakan nasional.
 c. Penetapan kebijakan dan
 pengembangan sistem
 kearsipan secara nasional.
 c. Penetapan peraturan dan
 kebijakan penyelenggaraan
 sistem kearsipan di lingkungan
 provinsi sesuai dengan
 kebijakan nasional.
 c. Penetapan peraturan dan
 kebijakan penyelenggaraan
 sistem kearsipan di lingkungan
 kabupaten/kota sesuai dengan
 kebijakan nasional.
 d. Penetapan kebijakan dan
 pengembangan jaringan
 kearsipan secara nasional.
 d. Penetapan peraturan dan
 kebijakan penyelenggaraan
 jaringan kearsipan di
 d. Penetapan peraturan dan
 kebijakan penyelenggaraan
 jaringan kearsipan di
 63 Selengkapnya lihat Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
 Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
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 SUB
 BIDANG
 SUB SUB
 BIDANG PEMERINTAH
 PEMERINTAHAN
 DAERAH PROVINSI
 PEMERINTAHAN DAERAH
 KABUPATEN/KOTA
 lingkungan provinsi sesuai
 dengan kebijakan nasional.
 lingkungan kabupaten/kota
 sesuai dengan kebijakan
 nasional.
 e. Penetapan kebijakan dan
 pengembangan sumber
 daya manusia kearsipan
 secara nasional.
 e. Penetapan peraturan dan
 kebijakan pengembangan
 sumber daya manusia
 kearsipan di lingkungan
 provinsi sesuai dengan
 kebijakan nasional.
 e. Penetapan peraturan dan
 kebijakan pengembangan
 sumber daya manusia kearsipan
 di lingkungan kabupaten/ kota
 sesuai dengan kebijakan
 nasional.
 f. Penetapan kebijakan
 pembentukan dan
 pengembangan organisasi
 kearsipan secara nasional.
 f. Penetapan peraturan dan
 kebijakan pengembangan
 organisasi kearsipan di
 lingkungan provinsi sesuai
 dengan kebijakan nasional.
 f. —
 g. Penetapan kebijakan di
 bidang sarana dan
 prasarana kearsipan secara
 nasional.
 g. Penetapan peraturan dan
 kebijakan penggunaan sarana
 dan prasarana kearsipan di
 lingkungan provinsi sesuai
 dengan kebijakan nasional.
 g. Penetapan peraturan dan
 kebijakan penggunaan sarana
 dan prasarana kearsipan di
 lingkungan kabupaten/ kota
 sesuai dengan kebijakan
 nasional.
 2. Pembinaan 1. Pembinaan kearsipan
 terhadap lembaga negara dan
 badan pemerintahan tingkat
 pusat, lembaga vertikal,
 provinsi dan kabupaten/ kota.
 1. Pembinaan kearsipan terhadap
 perangkat daerah provinsi, badan
 usaha milik daerah provinsi dan
 kabupaten/kota.
 1. Pembinaan kearsipan terhadap
 perangkat daerah kabupaten/kota,
 badan usaha milik daerah
 kabupaten/kota, kecamatan dan
 desa/kelurahan.
 3. Penyelamatan,
 Pelestarian dan
 Pengamanan
 1. Pemberian persetujuan
 jadwal retensi arsip.
 1. Pemberian persetujuan jadwal
 retensi arsip kabupaten/kota
 terhadap arsip yang telah
 memiliki pedoman retensi.
 1. —
 2. Pemberian persetujuan
 pemusnahan arsip.
 2. Pemberian persetujuan
 pemusnahan arsip kabupaten/kota
 terhadap arsip yang telah
 memiliki pedoman retensi.
 2. —
 3. Pengelolaan arsip statis
 lembaga negara dan badan
 pemerintahan tingkat pusat,
 badan usaha milik negara,
 perusahaan swasta dan
 perorangan berskala nasional.
 3. Pengelolaan arsip statis perangkat
 daerah provinsi, lintas daerah
 kabupaten/kota, badan usaha
 milik daerah provinsi serta swasta
 dan perorangan berskala provinsi.
 3. Pengelolaan arsip statis perangkat
 daerah kabupaten/kota, badan
 usaha milik daerah kabupaten/kota,
 perusahaan swasta dan perorangan
 berskala kabupaten/kota.
 4. Akreditasi dan
 Sertifikasi
 1. Pemberian akreditasi dan
 sertifikasi kearsipan.
 1. — 1. —
 5. Pengawasan/
 Supervisi
 1. Pengawasan/supervisi
 terhadap penyelenggaraan
 kearsipan lembaga negara
 dan badan pemerintahan
 tingkat pusat, lembaga
 vertikal serta provinsi.
 1. Pengawasan/supervisi terhadap
 penyelenggaraan kearsipan
 perangkat daerah provinsi dan
 lembaga kearsipan
 kabupaten/kota.
 1. Pengawasan/supervisi terhadap
 penyelenggaraan kearsipan
 perangkat daerah kabupaten/kota,
 kecamatan dan desa/kelurahan.
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 SUB
 BIDANG
 SUB SUB
 BIDANG PEMERINTAH
 PEMERINTAHAN
 DAERAH PROVINSI
 PEMERINTAHAN DAERAH
 KABUPATEN/KOTA
 2. Pengawasan/supervisi
 terhadap penyelenggaraan
 pembinaan kearsipan oleh
 lembaga kearsipan provinsi.
 2. Pengawasan/supervisi terhadap
 penyelenggaraan pembinaan oleh
 lembaga kearsipan
 kabupaten/kota.
 2. —
 Di samping itu, Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai penyelenggara pemerintahan
 di bidang kearsipan mengeluarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 16 Tahun 2009 tentang
 Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Daerah
 Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut, pemerintah
 daerah provinsi diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan penetapan kebijakan
 kearsipan, pembinaan kearsipan, penyelenggaraan arsip dinamis, pemberian
 penilaian/persetujuan jadwal retensi arsip dan pemusnahan arsip, penyelamatan, pelestarian,
 pemanfaatan dan pengamanan arsip statis, serta supervisi kearsipan di lingkungan
 pemerintahan daerah provinsi. Sementara, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan
 kewenangan dalam menyelenggarakan penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan,
 penyelenggaraan arsip dinamis, penyelamatan, pelestarian, pemanfaatan dan pengamanan
 arsip statis, serta supervisi kearsipan di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 Namun demikian, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan maka
 pembagian urusan kearsipan antara Pemerintah dalam hal ini ANRI, pemerintah daerah
 provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengalami perubahan khususnya mengenai
 ketentuan persetujuan JRA dan pemusnahan arsip. Jika dalam Peraturan Kepala ANRI
 Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di
 Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
 pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan dalam pemberian penilaian/persetujuan
 jadwal retensi arsip dan pemusnahan arsip yang berasal dari pemerintah daerah
 kabupaten/kota64
 , maka dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pemerintah
 provinsi tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal pemberian persetujuan JRA yang
 diajukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, karena kewenangan pemberian persetujuan
 JRA yang berasal dari provinsi maupun kabupaten/kota merupakan kewenangan Kepala
 ANRI sedangkan pimpinan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota hanya
 64 Lihat pasal 2 dan 6 Peraturan Kepala ANRI Nomor 16 Tahun 2009 tentang RIncian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di
 Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
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 memiliki kewenangan untuk menetapkan JRA setelah mendapat persetujuan dari Kepala
 ANRI (Pasal 53 Ayat (2)). Begitu juga kewenangan pemberian persetujuan pemusnahan arsip
 oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota hanya berlaku untuk arsip-arsip
 yang memiliki retensi dibawah 10 tahun (Pasal 69 Ayat (1)), sedangkan untuk arsip-arsip di
 atas 10 tahun harus mendapat persetujuan tertulis Kepala ANRI (Pasal 70 Ayat (1)).
 Walaupun hal ini terkesan menunjukkan adanya resentralisasi atau penarikan kewenangan
 kembali oleh Pemerintah terhadap kewenangan yang telah diserahkan sebelumnya kepada
 pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah provinsi, akan tetapi sebenarnya hal
 tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan upaya ANRI dalam menjalankan salah satu
 misinya yaitu menyelamatkan dan melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri
 bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).65
 Tanpa adanya
 mekanisme kontrol yang dilakukan oleh ANRI terhadap kegiatan penyusutan yang dilakukan
 pemerintah daerah, maka hal tersebut akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, kewenangan
 ANRI dalam memberikan persetujuan JRA dan persetujuan pemusnahan arsip pemerintahan
 daerah yang memiliki retensi di atas 10 (sepuluh) tahun semata-mata untuk penyelamatan
 arsip yang bernilai guna sejarah.
 Dalam konteks otonomi daerah pada sebuah Negara Kesatuan, kondisi tersebut
 dimungkinkan terjadi karena pada dasarnya tidak ada urusan Pemerintah yang mutlak
 diserahkan kepada pemerintah daerah, yang ada adalah pembagian kewenangan
 penyelenggaraan urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
 Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
 Indonesia. Meskipun dalam otonomi daerah ada kebebasan untuk menentukan apa yang
 menjadi kebutuhan daerah, tetapi dalam kebutuhan daerah senantiasa disesuaikan dengan
 kepentingan nasional. Lebih dari itu, dalam konsep negara kesatuan, penyelenggaraan
 otonomi daerah harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan
 Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan
 tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan
 negara.
 Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah mengatur
 penyelenggaraan kearsipan di tiap tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat nasional yang
 menjadi tanggung jawab ANRI, tingkat provinsi yang menjadi tanggung jawab gubernur
 65 Lihat Misi ANRI Nomor 4 dalam Renstra ANRI 2010-2014.
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 sesuai dengan kewenangannya, dan tingkat kabupaten/kota yang menjadi tanggung jawab
 bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam suatu sistem kearsipan nasional.66
 Dalam sistem kearsipan nasional inilah pola hubungan pembagian kewenangan urusan
 kearsipan saling berinteraksi antar tingkat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun
 daerah, dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik
 Indonesia.
 Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kearsipan di tingkat nasional, ANRI tengah
 membangun sistem kearsipan nasional dengan menyusun berbagai kebijakan kearsipan di
 tingkat nasional dalam bidang: pembinaan; pengelolaan arsip; pembangunan Sistem
 Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan
 Nasional (JIKN); organisasi; pengembangan sumber daya manusia; prasarana dan sarana;
 pelindungan dan penyelematan arsip; sosialisasi kearsipan; kerja sama; dan pendanaan.
 Dalam menyusun kebijakan kearsipan nasional tersebut ANRI melibatkan lembaga negara,
 pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi dan
 BUMN dan/atau BUMD serta pihak terkait.67
 Pelibatan tersebut menunjukkan bahwa ANRI
 berupaya untuk membangun suatu kebijakan kearsipan nasional yang aspiratif sesuai dengan
 kebutuhan nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan kearsipan di
 tingkat pusat maupun daerah dalam rangka menjalankan pembagian kewenangan urusan
 kearsipan di setiap tingkatan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 b. Penataan Kelembagaan Kearsipan
 Penataan kelembagan kearsipan merupakan konsekuensi logis atas ditetapkannya urusan
 kearsipan sebagai urusan wajib yang diserahkan kepada pemerintahan daerah. Hal ini
 sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pasal 12 bahwa urusan wajib dan urusan pilihan yang
 menjadi kewenangan pemerintahan daerah menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan
 tata kerja perangkat daerah. Selanjutnya, hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan
 Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.68
 Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah mencabut Keputusan Presiden Nomor 92
 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Arsip
 66 Selengkapnya lihat pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
 2009 tentang Kearsipan. 67 Selengkapnya lihat pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
 tentang Kearsipan. 68 Peraturan Pemerintah tersebut sedang dalam proses perubahan karena dianggap perlu untuk dilakukan penyempurnaan, namun demikian
 penulis tetap mengacu pada peraturan pemerintah ini sebelum peraturan pemerintah yang baru ditetapkan.
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 Nasional Republik Indonesia sehingga Arsip Nasional Wilayah sebagai instansi vertikal
 ANRI dihapuskan. Dengan demikian, Daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengatur
 dan mengurus urusan kearsipan dengan membentuk lembaga kearsipan di daerahnya masing-
 masing.
 Pembentukan lembaga kearsipan di daerah umumnya digabung dengan fungsi lain
 seperti perpustakaan dan dokumentasi.69
 Hal ini dikarenakan kecenderungan Peraturan
 Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menuntut
 adanya perampingan organisasi di tingkat pemerintahan daerah. Kecenderungan ini
 memberikan dampak yang kurang baik untuk penyelenggaraan kearsipan di daerah, karena
 lembaga kearsipan tidak dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pembangunan kearsipan
 secara mandiri. Bahkan kecenderungan tersebut menyebabkan perhatian terhadap
 pembangunan kearsipan relatif lebih kecil dibandingkan dengan pembangunan pada fungsi
 lain seperti perpustakaan. Tidak heran jika minimnya anggaran dan rendahnya kualitas
 sumber daya manusia kearsipan senantiasa menjadi alasan belum optimalnya pengelolaan
 arsip statis pada lembaga kearsipan di tingkat daerah.
 Oleh karena itu, ANRI telah berupaya memberikan masukan atas revisi Peraturan
 Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah agar struktur
 kelembagaan kearsipan di daerah tidak digabung dengan fungsi lain sehingga lembaga
 kearsipan daerah dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pembangunan kearsipan secara
 mandiri. Apalagi setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
 Kearsipan yang mewajibkan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk
 membentuk lembaga kearsipan70
 , maka hal ini dapat dijadikan dasar bagi penataan
 kelembagaan kearsipan di daerah.
 Berbicara mengenai penataan kelembagaan kearsipan di daerah sebenarnya tidak hanya
 membahas tentang lembaga kearsipan daerah, tetapi juga membahas tentang unit organisasi
 kearsipan lainnya yang berada pada pemerintahan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah
 Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
 Kearsipan Pasal 127 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota
 sebagai pencipta arsip juga diwajibkan untuk membentuk unit kearsipan. Namun demikian,
 dikarenakan belum tersedianya peraturan teknis terkait penyusunan fungsi unit kearsipan
 pada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka pemerintah daerah provinsi
 dan kabupaten/kota akan sulit untuk menindaklanjuti ketentuan penjabaran tugas dan
 69 Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia hanya 3 (tiga) daerah provinsi yang memiliki lembaga kearsipan daerah yang berdiri sendiri. yaitu
 Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur. 70 Lihat pasal 22 ayat (2) dan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
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 tanggung jawab unit kearsipan pada pemerintahan daerah mereka masing-masing. Padahal
 pembentukan unit kearsipan provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan secara berjenjang
 mulai dari unit kearsipan I, II dan jenjang berikutnya, dimaksudkan untuk mempermudah
 penerapan prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam suatu sistem yang
 komprehensif dan terpadu.71
 Jika hal ini benar-benar diterapkan maka akan membawa
 dampak positif bagi pelaksanaan pembangunan kearsipan di tiap tingkatan pemerintahan
 dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 c. Strategi Pembangunan Kearsipan
 Seiring dengan berjalannya otonomi daerah di Indonesia, strategi pembangunan
 kearsipan diarahkan untuk mendukung tujuan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam
 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11A Tahun 2009 tentang
 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun
 2005-2025 bahwa pelaksanaan pembangunan kearsipan mengedepankan peran pemerintah
 daerah, sedangkan pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator dan dinamisator
 pembangunan. Kebijakan pembangunan pemerintah di tingkat pusat semaksimal mungkin
 dapat mengakomodasi aspirasi daerah. Perencanaan pembangunan di pusat akan didukung
 dengan kemampuan dalam bidang kebijakan strategis, advokasi, sosialisasi, agar mampu
 mengembangkan jaringan kerja yang lebih harmonis dalam rangka peningkatan efektivitas
 dan sinkronisasi kebijakan pembangunan lintas sektoral dan antar daerah. Mencermati
 perubahan tersebut, kearsipan merupakan salah satu bidang penting dalam tata pemerintahan
 mengalami perubahan dalam kaitannya dengan pembinaan kearsipan. Meskipun pemerintah
 daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola bidang kearsipan, akan tetapi dalam
 prakteknya penyelenggaraan kearsipan di daerah masih membutuhkan pembinaan kearsipan
 yang konsisten dari pemerintah. Pada dasarnya kewenangan pembinaan secara nasional
 dilaksanakan oleh ANRI. Sebagai wujud dari kewenangan pembinaan tersebut, ANRI
 memfasilitasi dengan memberdayakan daerah melalui pemberian pedoman, bimbingan,
 pelatihan, arahan dan supervisi terhadap sistem pengelolaan dan konservasi arsip secara
 nasional.
 Dalam rencana strategis ANRI 2010-201472
 dapat kita ketahui beberapa kegiatan
 pembinaan yang dilaksanakan oleh ANRI khususnya kegiatan pembinaan di tingkat daerah
 sebagaimana berikut:
 71 Lihat pasal 131 ayat (3), pasal 132 ayat (3), pasal 136 dan pasal 137 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 72 Lihat Peraturan Kepala Arsip NasionaI Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip
 Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014.
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 a. Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis berbasis Teknologi Informasi dan
 Komunikasi (SIKS-TIK); (Prioritas K/L dan Pengarusutamaan)
 b. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; (Prioritas K/L)
 c. Penyelenggaraan Arsip Masuk Desa; (Prioritas K/L)
 d. Peningkatan masyarakat sadar arsip untuk provinsi dan kabupaten/kota; (Prioritas K/L)
 e. Penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi kearsipan di Pemerintah Daerah Provinsi dan
 Kabupaten/Kota;
 f. Evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi kearsipan di Pemerintah Daerah
 Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 g. Penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di
 Pemerintah Kabupaten/Kota;
 h. Penyelenggaraan konsultasi pengelolaan arsip statis pasca otonomi daerah di Pemerintah
 Kabupaten/Kota;
 i. Penyelenggaraan supervisi kearsipan di Pemerintah Daerah Provinsi dan
 Kabupaten/Kota;
 j. Evaluasi Penyelenggaraan Supervisi Kearsipan di Pemerintah Daerah Provinsi dan
 Kabupaten/Kota;
 k. Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Arsip Masuk Desa;
 l. Penyelenggaraan rapat koordinasi kearsipan bagi lembaga kearsipan daerah provinsi;
 m. Penyelenggaraan Lomba Lembaga Kearsipan Teladan;
 n. Diseminasi dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Kearsipan;
 o. Konsultasi dan Bimbingan bagi pengelolaan arsip masyarakat.
 Dari uraian tersebut dapat kita lihat bahwa ANRI melaksanakan kegiatan pembinaan
 kearsipan di tingkat daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa.
 2. Model Pembangunan Kearsipan yang Dapat Dikembangkan untuk
 Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia
 Meskipun berbagai kebijakan pembangunan kearsipan telah diterapkan oleh Pemerintah
 di era otonomi daerah, namun berbagai tantangan dan hambatan masih banyak ditemukan di
 lapangan. Hal ini sebagaimana terungkap dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 11A Tahun
 2009 tentang Rencana Jangka Panjang (RPJP) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun
 2005-2025 bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi ANRI dalam membangun kearsipan
 diantaranya:
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 a. Belum semua kabupaten/kota memiliki lembaga kearsipan sebagaimana diamanatkan
 oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 b. Belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur tentang pembentukan lembaga
 kearsipan;
 c. Belum adanya pedoman standar pelayanan minimum untuk pelayanan kearsipan;
 d. Belum optimalnya bimbingan supervisi, konsultasi, dan penerapan sistem kearsipan di
 lingkungan pemerintah pusat dan daerah;
 e. Belum memadainya peraturan yang mengantisipasi tuntutan penyelenggaraan
 pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan otonomi daerah.
 Kondisi yang diungkapkan sejak tahun 2009 tersebut sampai sekarang masih menjadi
 tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan kearsipan di era otonomi
 daerah ini.73
 Oleh karena itu perlu dikembangkan sebuah model pembangunan kearsipan
 yang dapat menjawab tantangan dan hambatan dalam mendukung pelaksanaan otonomi
 daerah di Indonesia.
 Otonomi daerah sejatinya diarahkan untuk membangun kemandirian daerah. Pergeseran
 paradigma sentralisasi ke desentralisasi yang mengalihkan urusan kearsipan ke Daerah telah
 menjadikan pemerintah daerah sebagai lembaga penyelenggara kearsipan yang utama.
 Dengan demikian, birokrasi pemerintah daerah menjadi aktor yang semakin penting dan
 strategis dalam sistem penyelenggaraan kearsipan di daerah. Oleh karenanya, model
 pembangunan kearsipan yang dapat dikembangkan di era otonomi daerah adalah model
 pembangunan kearsipan yang:
 a. Memiliki Standar Pelayanan Minimal;
 Telah kita ketahui bersama bahwa urusan kearsipan merupakan urusan pemerintahan
 yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
 kabupaten/kota karena berkaitan dengan pelayanan dasar.74
 Oleh karena itu, penyelenggaraan
 kearsipan harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh
 Pemerintah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah
 Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bahwa penyelenggaraan urusan
 wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Pemerintah dan
 dilaksanakan secara bertahap. Di samping itu, Peraturan Kepala ANRI Nomor 16 Tahun 2009
 73 Data yang diperoleh menunjukkan sampai tahun 2012 ini masih terdapat 81 daerah kabupaten/kota yang belum memiliki lembaga
 kearsipan. 74 Lihat Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
 Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
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 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan
 Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan pada Pasal 17
 Ayat (1) bahwa Setiap penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintahan Daerah
 Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan Standar
 Pelayanan Minimal di bidang penyelenggaraan kearsipan; selanjutnya pada Ayat (2)
 disebutkan bahwa Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud
 pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan tersendiri berdasarkan Peraturan Kepala Arsip
 Nasional Republik Indonesia. Akan tetapi, sampai saat ini, Pemerintah belum memiliki
 Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintahan Daerah. Padahal
 Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintahan Daerah sebagai tolok
 ukur kinerja penyelenggaraan kearsipan pemerintahan daerah75
 sekaligus sebagai standar
 suatu pelayanan kearsipan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan76
 merupakan hal
 yang sangat penting dalam menjamin hak-hak dasar warga dalam mengakses pelayanan
 kearsipan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, di manapun warga dan penduduk itu berada.
 Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman yang tinggi antar daerah,
 keberadaan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintahan Daerah
 menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Keragaman antar daerah, termasuk kemajuan
 pembangunan sosial ekonomi antar daerah yang berbeda-beda, mempengaruhi kebutuhan
 penyelenggaraan kearsipan yang berbeda-beda, baik dalam jenis ataupun kualitasnya. Dalam
 situasi seperti ini pemberlakuan kebijakan nasional tentang penyelenggaraan kearsipan dapat
 menimbulkan permasalahan tersendiri, karena kebijakan nasional tersebut mungkin tidak
 mampu merespon dinamika antar daerah. Namun menyerahkan penyelenggaraan kearsipan
 sepenuhnya menjadi diskresi daerah juga memiliki resiko, terkait dengan kemungkinan
 terjadinya kegagalan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan kearsipan yang
 berkualitas.
 Menghadapi dilema seperti ini, pemerintah perlu menyikapinya secara bijak dengan
 mengambil jalan tengah agar kebijakan penyelenggaraan kearsipan yang dirumuskan tidak
 menghalangi daerah untuk mengembangkan inovasi dan kreativitasnya dalam
 menyelenggarakan pembangunan kearsipan. Daerah memiliki lebih banyak informasi tentang
 kebutuhan warga (demand) di daerah. mereka juga memiliki informasi tentang kapasitas
 penyelenggaraan layanan kearsipan (supply). Karena itu sudah selayaknya daerah diberi
 kewenangan untuk mengelola pelayanan kearsipan yang dibutuhkan warganya. Namun agar
 75 Lihat Ketentuan Umum Peraturan Kepala ANRI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di
 Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 76 Lihat Penjelasan Pasal 167 Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
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 warga di daerah memiliki jaminan untuk memperoleh pelayanan kearsipan yang dapat
 memenuhi kebutuhan minimalnya, maka Pemerintah perlu membuat Standar Pelayanan
 Minimal Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintahan Daerah yang harus dipenuhi oleh daerah.
 Standar tersebut tidak perlu mengatur terlalu rinci dan teknis agar tidak mempersempit ruang
 bagi daerah untuk mengembangkan inovasi dalam mengelola pelayanan kearsipan. Standar
 tersebut harus dibuat dengan semangat untuk melindungi kepentingan warga di daerah agar di
 manapun mereka tinggal tetap memperoleh jaminan bahwa kebutuhan minimalnya terhadap
 pelayanan kearsipan akan terpenuhi.
 Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintahan Daerah menjamin
 kepastian pelayanan kearsipan yang dapat diakses oleh warga dan penduduk. Standar tersebut
 mengatur bagaimana daerah harus mengelola pelayanan kearsipan. Standar Pelayanan
 Minimal yang meliputi standar tentang input, proses, dan output77
 penyelenggaraan kearsipan
 sebaiknya segera disusun oleh ANRI untuk diterapkan oleh pemerintah daerah dalam
 mengelola pelayanan kearsipan. Adapun pedoman teknis dalam menyusun dan menetapkan
 Standar Pelayanan Miniminal mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06
 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan
 untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor
 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam
 penerapan dan pencapaiannya di daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
 Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar
 Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
 diterapkan oleh Pemerintah Daerah.78
 ANRI dapat memanfaatkan peran Kementerian Dalam
 Negeri dalam hal ini Ditjen Otonomi Daerah untuk memfasilitasi ANRI dalam menerbitkan
 Standar Pelayanan Minimal dan memfasilitasi monitoring dan evaluasi dalam hal penerapan
 di daerah.79
 b. Menempatkan Daerah sebagai Subjek Pembangunan
 Persoalan yang dihadapi oleh sebuah negara yang memiliki variabilitas antar daerah
 yang tinggi seperti Indonesia adalah Pemerintah menjadi sangat sulit menentukan standar
 yang sesuai dan tepat untuk semua daerah. Karena itu pemerintah perlu memberdayakan
 daerah agar dapat memenuhi standar yang telah ditentukan. Jika tidak, maka sangat mungkin
 daerah tertentu dapat memenuhi standar nasional sementara daerah lainnya tidak, sehingga
 77 Konsep standar pelayanan selengkapnya lihat Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif
 (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2010). h.35. 78 Sampai saat ini terdapat 15 Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait. 79 Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Ditjen Otonomi Daerah telah memfasilitasi penerapan untuk 10 Standar Pelayanan Minimal di
 beberapa daerah (capaian 100 %).
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 mengakibatkan adanya jarak kualitas antar daerah dalam menyelenggarakan urusan
 kearsipan. Variabilitas antar daerah yang sangat tinggi membuat kualitas penyelenggaraan
 kearsipan antar daerah sangat bervariasi. Sebagai contoh, ketika Pemerintah menetapkan
 standar lembaga kearsipan daerah teladan (standar output), banyak lembaga kearsipan daerah
 yang memiliki kapasitas nasional, namun banyak juga yang tidak. Apalagi ketika standar
 lembaga kearsipan daerah teladan tidak diikuti dengan standar input dan proses pembinaan
 yang proporsional antar daerah. Daerah dengan kapasitas yang berbeda menyelenggarakan
 kualitas penyelenggaraan kearsipan yang berbeda sehingga perbedaan hasil penilaian
 lembaga kearsipan daerah teladan sangat mencolok antar daerah.80
 Oleh karena itu, Pemerintah harus dapat memberdayakan daerah dengan model
 pembangunan kearsipan yang mampu menempatkan daerah sebagai subjek pembangunan,
 sebagai pelaku utama pembangunan kearsipan yang mampu mengatur dan mengurus urusan
 kearsipannya secara mandiri sebagaimana semangat otonomi daerah yang berorientasi pada
 kemandirian daerah. Dengan demikian, standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah
 dapat dipenuhi oleh seluruh daerah yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
 Indonesia. Di samping itu, daerah juga harus membangun semangat untuk terus
 meningkatkan kapasitas penyelenggaraan kearsipan secara berkelanjutan tanpa harus selalu
 bergantung kepada Pemerintah.
 Prinsip pembangunan kearsipan dalam kerangka otonomi daerah sudah semestinya
 diaktualisasikan dalam pelaksanaan pembangunan kearsipan yang lebih operasional di
 lapangan. Prinsip yang menempatkan daerah lebih sebagai subjek dibandingkan sebagai
 objek semestinya menjiwai dan mewarnai setiap tahap dan proses pelaksanaan pembangunan
 kearsipan. Salah satu bentuknya adalah pelibatan dalam pengertian partisipasi daerah dalam
 keseluruhan proses pembangunan kearsipan yang berjalan sejak tahap identifikasi masalah,
 perumusan program, pengelolaan dan pelaksanaan program, evaluasi serta menikmati hasil
 program.
 Di samping merupakan perwujudan dari upaya pengembangan kapasitas daerah,
 partisipasi dalam identifikasi masalah juga lebih menjamin program pembangunan kearsipan
 yang dirumuskan akan lebih relevan dengan persoalan dan kebutuhan aktual daerah. Lebih
 lanjut, partisipasi daerah dalam perumusan program membuat daerah tidak semata-mata
 sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat
 dalam proses pembuatan atau perumusannya. Hal itu mengakibatkan daerah merasa ikut
 80 Hasil Penilaian Kuesioner Lomba Lembaga Kearsipan Daerah Teladan Tahun 2011 menunjukkan jarak hasil penilaian yang cukup jauh
 antara lembaga kearsipan daerah.
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 memiliki program tersebut sehingga mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya dan
 juga lebih memiliki motivasi pada tahap-tahap berikutnya. Dengan demikian keterlibatan
 daerah dalam pelaksanaan program akan terbentuk karena kesadaran dan determinasinya
 bukan karena dimobilisasi oleh Pemerintah.
 Keterlibatan daerah dalam tahap pelaksanaan dan pengelolaan program juga akan
 membawa dampak positif dalam jangka panjang. Kemandirian daerah akan lebih cepat
 terwujud karena daerah terbiasa untuk mengelola program-program pembangunan kearsipan
 pada tingkat lokal. Sedangkan partisipasi daerah pada tahap evaluasi akan membawa dampak
 positif bagi penyempurnaan program-program berikutnya. Yang terakhir tetapi tidak kalah
 pentingnya adalah partisipasi dalam menikmati hasil. Melalui bentuk partisipasi ini hasil-
 hasil pembangunan kearsipan dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh daerah secara
 proporsional. Apabila daerah semakin merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan
 kearsipan tersebut maka akan semakin kuat pula dukungannya bagi penyelenggaraan
 pembangunan kearsipan sehingga akan mendorong tumbuhnya keberlanjutan proses
 pembangunan kearsipan secara mandiri.
 c. Memiliki Prioritas Fokus sekaligus Prioritas Lokus;
 Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan yang luas mencakup keseluruhan penetapan
 kebijakan, pembinaaan kearsipan, dan pengelolaan arsip yang dilakukan oleh lembaga
 negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
 kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan81
 , dihadapkan dengan
 kompleksnya permasalahan kearsipan dan ketersediaan sumber daya yang terbatas,
 membutuhkan suatu strategi pembangunan kearsipan yang mempunyai prioritas fokus dalam
 mengatasi masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah.
 Penetapan prioritas fokus pembangunan kearsipan harus didasarkan pada manfaat dan
 keterdesakan kebutuhan daerah. Setiap tahap pembangunan kearsipan harus memiliki
 prioritas fokus agar pembangunan kearsipan dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdaya
 guna optimal.
 Di samping itu, amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
 Kearsipan menyatakan bahwa kegiatan pembinaan kearsipan nasional sebagai salah satu
 aspek pembangunan kearsipan nasional, dilaksanakan oleh lembaga kearsipan nasional
 terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, lembaga kearsipan daerah provinsi, lembaga
 kearsipan daerah kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi. Dalam konteks
 81 Lihat Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
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 daerah, hal itu berarti terdapat 33 Provinsi dan 497 kabupaten/kota82
 yang harus dibina oleh
 lembaga kearsipan nasional dalam hal ini adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Tanpa
 adanya prioritas lokus dalam membangun pola hubungan kelembagaan penyelenggaraan
 kearsipan, hal ini tentu akan sangat sulit dilakukan mengingat kompleksnya permasalahan
 kearsipan dan ketersediaan sumber daya yang terbatas.
 Semangat otonomi daerah yang berorientasi pada kemandirian daerah merupakan
 tantangan sekaligus peluang bagi lembaga kearsipan nasional dalam memberdayakan daerah
 provinsi agar mampu secara mandiri memberdayakan daerah kabupaten/kota yang berada
 dalam wilayahnya. Jumlah provinsi yang relatif lebih manageable83
 dan keberadaan provinsi
 sebagai daerah otonom sekaligus sebagai perpanjangan tangan/wakil pemerintah pusat dapat
 dijadikan dasar sebagai prioritas lokus dalam membangun pola hubungan kelembagaan
 penyelenggaraan kearsipan.
 Kesimpulan dan Saran
 Dari hasil dan analisis penelitian dapat kita simpulkan bahwa:
 1. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan pembangunan kearsipan di era otonomi
 daerah, khususnya pasca ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diantara kebijakan pembangunan kearsipan
 yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia di era otonomi daerah adalah:
 a. Penyerahan urusan kearsipan sebagai urusan wajib pemerintahan daerah;
 b. Penataan kelembagaan kearsipan sebagai konsekuensi logis atas diserahkannya urusan
 kearsipan sebagai urusan wajib pemerintahan daerah;
 c. Strategi pembangunan kearsipan yang mengedepankan peran pemerintah daerah.
 2. Dalam melaksanakan pembangunan kearsipan di era otonomi daerah, pemerintah
 menghadapi beberapa tantangan dan hambatan yang menjadi permasalahan mendasar,
 diantaranya adalah:
 a. Belum semua kabupaten/kota memiliki lembaga kearsipan sebagaimana diamanatkan
 oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
 Daerah;
 b. Belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur tentang pembentukan lembaga
 kearsipan;
 c. Belum adanya pedoman standar pelayanan minimum untuk pelayanan kearsipan;
 82 Data diperoleh dari http://www.ditjen-otda.depdagri.go.id/otdaii/otda-iia.pdf, diakses pada tanggal 19 Juli 2012. 83 Agus Dwiyanto, loc. cit.
 http://www.ditjen-otda.depdagri.go.id/otdaii/otda-iia.pdf

Page 90
                        

88
 d. Belum optimalnya bimbingan supervisi, konsultasi, dan penerapan sistem kearsipan di
 lingkungan pemerintah pusat dan daerah;
 e. Belum memadainya peraturan yang mengantisipasi tuntutan penyelenggaraan
 pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan otonomi daerah.
 Dari beberapa teori dan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, maka
 penulis memberikan saran berupa model pembangunan kearsipan yang dapat dikembangkan
 dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yaitu model pembangunan
 kearsipan yang:
 1. Memiliki Standar Pelayanan Minimal di bidang penyelenggaraan kearsipan sebagai
 tolok ukur kinerja penyelenggaraan kearsipan pemerintahan daerah sekaligus sebagai
 standar suatu pelayanan kearsipan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan
 dengan memperhatikan keselarasan antara standar input, proses, dan output bagi semua
 penyelenggaraan kearsipan di daerah yang berada dalam wadah Negara Kesatuan
 Republik Indonesia;
 2. Menempatkan pemerintahan daerah sebagai subjek pembangunan, sebagai pelaku utama
 pembangunan kearsipan yang mampu mengatur dan mengurus urusan kearsipannya
 secara mandiri sebagaimana semangat otonomi daerah yang berorientasi pada
 kemandirian daerah. Di samping itu, pemerintahan daerah juga harus membangun
 semangat untuk terus meningkatkan kapasitas penyelenggaraan kearsipan secara
 berkelanjutan tanpa harus selalu bergantung kepada pemerintah;
 3. Memiliki prioritas fokus dalam merancang strategi pembangunan kearsipan dan
 memiliki prioritas lokus dalam membangun pola hubungan kelembagaan
 penyelenggaraan kearsipan agar pembangunan kearsipan dapat berjalan secara efektif
 dan efisien.
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 PERAN ARSIP DALAM MENDUKUNG UPAYA DIPLOMASI GUNA PENYELESAIAN
 SENGKETA PERBATASAN CAMAR BULAN DAN TANJUNG DATU
 Purwo Mursito
 Abstract
 Indonesia and Malaysia have worked out for peaceful settlement of dispute on their
 border at Camar Bulan and Tanjung Datu. This paper focuses on the role of archives in
 resolving the dispute.
 The availability of comprehensive archives related to the border dispute, such as
 agreement and cartography is absolutely necessary.
 Research Methodology used in this paper is a library study followed by discussions on
 the archives’ role related to the issue.
 Malaysia’s claim over Camar Bulan and Tanjung Datu was based on MoU 1975 signed
 in Kota Kinabalu and MoU 1978 in Semarang. However, the MoU was a temporary
 agreement (modus vivendi) and there was not enough explanation on the reason that
 Indonesia did not fail any complaints.
 Keywords: the role of archives, diplomacy, border disputes.
 A. Latar Belakang Masalah
 Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan nasional
 Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
 Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut
 melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
 keadilan sosial.
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 Guna mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam
 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka sangatlah perlu untuk menjaga
 keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia dari ancaman yang datang baik secara internal
 maupun eksternal. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan amanah konstitusi, yaitu
 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang
 berbentuk Republik”. Selanjutnya dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan
 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
 Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-
 undang”.
 Pasal 25A ini adalah pasal baru, hasil amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945
 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanggal 18 Agustus 2000.
 Adapun peraturan pelaksanaan dari Pasal 25A UUD 1945 adalah Undang-Undang Nomor 43
 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, yang disyahkan dan diundangkan pada tanggal 18
 Nopember 2008. Seperti diketahui, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.
 Menurut Cribb dan Ford (2009), Indonesia terdiri atas 18.108 pulau, yang terbentang
 dari Pulau Beureuh di Barat dan Pulau Sibir di Timur, dan antara Pulau Miangas di Utara dan
 Pulau Dana di Selatan. Kita sering mendeskripsikan wilayah Indonesia terbentang dari
 Sabang (Barat) sampai Merauke (Timur) dan dari Pulau Miangas (Utara) sampai Pulau Rote
 (Selatan).
 Menurut Hartind Asrin, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Pertahanan (Rakyat
 Merdeka, 6 September 2011), Indonesia telah mendaftarkan semua pulau ke Perserikatan
 Bangsa-Bangsa pada tanggal 4 Maret 2009 dan telah diterima pada tanggal 19 Maret 2009.
 Tidak dijelaskan berapa pulau yang didaftarkan, apakah 17.508 pulau atau 18.108 pulau.
 Yang jelas, dengan telah didaftarkannya pulau tersebut diharapkan dapat mengurangi klaim
 pulau yang dilakukan oleh negara tetangga yang berbatasan dengan Negara Kesatuan
 Republik Indonesia. Namun demikian, masih diakui adanya kerawanan di perbatasan, baik
 perbatasan darat maupun laut.
 Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan pulau-pulau besar dan ribuan pulau
 kecil, serta terletak di antara dua benua dan dua samudra, berbatasan langsung dengan
 negara-negara di sekitarnya. Adapun perbatasan darat berada di tiga kawasan, yaitu: (1)
 kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan; (2) kawasan perbatasan
 darat Indonesia-Papua New Guinea di Papua; (3) kawasan perbatasan darat Indonesia-Timor
 Leste di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan perbatasan batas laut berada di tujuh kawasan,
 yaitu: (1) kawasan perbatasan laut dengan Thailand, India, dan Malaysia; (2) kawasan
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 perbatasan laut dengan Malaysia, Vietnam, dan Singapura; (3) kawasan perbatasan laut
 dengan Malaysia dan Filipina; (4) kawasan perbatasan laut dengan Negara Palau; (5)
 kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia; (6) kawasan perbatasan laut
 dengan Timor Leste; dan (7) kawasan perbatasan laut dengan laut lepas (Rakyat Merdeka, 6
 September 2011, hal. 11).
 Posisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki karakteristik perbatasan
 yang rawan sengketa mengenai daerah perbatasan dengan negara tetangga yang dapat
 mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Salah satu persoalan
 yang dihadapi akhir-akhir ini yaitu sengketa daerah perbatasan antar dua negara serumpun,
 Indonesia dan Malaysia yang telah mengalami beberapa kali masalah perbatasan, antara lain:
 (1) persengketaan masalah wilayah Sipadan dan Ligitan, yang berujung dengan kemenangan
 pihak Malaysia, (2) persengketaan atas wilayah Ambalat, dan (3) persengketaan atas batas
 wilayah di Camar Bulan dan Tanjung Datu dan lain-lain.
 Penyelesaian sengketa tentang batas wilayah yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia,
 selama ini ditempuh melalui upaya-upaya negosiasi secara damai atau diplomasi sehingga
 menghasilkan suatu kesepakatan di antara kedua negara tentang penetapan garis batas
 wilayah. Disamping itu, penyelesaian sengketa dapat juga ditempuh melalui atau membawa
 persoalan tersebut ke Mahkamah Internasional jika upaya-upaya negosiasi secara damai
 antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan seperti yang terjadi atas kasus Pulau
 Sipadan dan Ligitan.
 Upaya-upaya penyelesaian sengketa perbatasan khususnya di wilayah Camar Bulan dan
 Tanjung Datu antara Indonesia-Malaysia telah dilakukan beberapa kali melalui upaya
 negosiasi secara damai/diplomasi sejak jaman penjajahan Belanda (Indonesia) dan Inggris
 (Malaysia). Arsip/Dokumen yang menjadi dasar rujukan dalam rangka penyelesaian sengketa
 perbatasan tersebut adalah perjanjian yang telah disepakati antara Belanda dan Inggris yaitu
 garis batas sesuai peta Belanda Van Doorn Tahun 1906, peta Sambas Borneo, dan Federated
 Malay State Survey Tahun 1935, yang menetapkan Camar Bulan dan Tanjung Datu
 merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Maka, ketersediaan arsip-arsip yang utuh
 dan lengkap serta akurat menjadi pendukung utama dalam upaya penyelesaian sengketa
 perbatasan.
 Pakar Hukum Laut Internasional, Hasjim Djalal (okezonenews.com, 21 Oktober 2011)
 mengatakan bahwa penetapan perbatasan dan pengelolaan wilayah perbatasan harus
 dilakukan sejelas mungkin dan harus sangat hati-hati karena persoalan perbatasan tidak
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 semudah yang dibayangkan, disamping itu juga diperlukan kemampuan menjaga diri dalam
 menangani persoalan pencaplokan perbatasan antar-kedua negara.
 B. Fokus Permasalahan
 Sengketa antar negara yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia khususnya wilayah
 perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu selama ini diupayakan melalui jalur diplomasi
 damai. Jalur diplomasi damai yang diupayakan Indonesia, sudah barang tentu harus didukung
 oleh arsip-arsip yang utuh/lengkap, kuat dan memadai. Arsip-arsip dimaksud berupa arsip-
 arsip perjanjian yang pernah disepakati antara penjajah Belanda (Indonesia) dan Inggris
 (Malaysia), arsip peta (kartografi), serta MoU Tahun 1978 antara Indonesia-Malaysia
 mengenai Perbatasan Camar Bulan dan Tajung Datu.
 Menjaga wilayah perbatasan negara sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Negara
 Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya penguasaan secara de facto semata atas wilayah
 tersebut, tetapi juga penguasaan secara de jure melalui kepemilikan arsip sebagai bukti
 otentik atas kepemilikan wilayah perbatasan negara. Dengan memiliki arsip wilayah
 perbatasan negara secara lengkap, maka Indonesia dapat menjelaskan riwayat wilayah
 tersebut, karena riwayat suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahirnya atau
 berakhirnya suatu negara. Namun demikian, sampai sejauh mana peran dan dukungan arsip-
 arsip tersebut dapat membantu memenangkan klaim Indonesia atas wilayah perbatasan
 Camar Bulan dan Tanjung Datu sebagai wilayah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia
 melalui jalur diplomasi damai antara Indonesia dan Malaysia.
 C. Kerangka / Tinjauan Teori
 1. Arsip
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah
 Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
 Tentang Kearsipan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:
 Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai
 dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima
 oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
 politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
 bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan
 hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

Page 97
                        

95
 Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan
 otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan
 pemanfaatan arsip.
 Sedangkan di dalam Terminologi Kearsipan Indonesia dijelaskan bahwa, yang dimaksud
 dengan Arsip Kartografi adalah arsip yang berisi informasi dalam bentuk gambar grafis atau
 fotogrametrik tentang muka bumi atau sistem galaksi yang disusun berdasar skala tertentu.
 Termasuk jenis ini adalah: peta, bagan, dan sejenisnya termasuk teks penjelasannya. (2002:
 12).
 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, arsip adalah rekaman kegiatan atau
 peristiwa yang tertuang ke dalam berbagai bentuk dan media sebagai bukti sah, yang
 keberadaannya dapat berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus
 dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Dengan demikian, arsip tersebut
 diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap upaya penyelesaian sengketa yang
 terjadi antar negara khususnya sengketa wilayah perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu
 antara Indonesia dan Malaysia.
 2. Negosiasi dan Diplomasi
 Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha
 untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Menurut Kamus Oxford,
 negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal.
 Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat
 memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan
 kompetisi. Termasuk di dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama
 atau mempengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu. Adapun proses negosiasi meliputi
 antara lain :
 a. Pihak yang memiliki program (pihak pertama) menyampaikan maksud dengan kalimat
 santun, jelas dan terinci.
 b. Pihak mitra bicara menyanggah mitra bicara dengan santun dan tetap menghargai
 maksud pihak pertama.
 c. Pemilik program mengemukakan argumentasi dengan kalimat santun dan meyakinkan
 mitra bicara disertai dengan alasan yang logis.
 d. Terjadi pembahasan dan kesepakatan terlaksananya program/maksud negosiasi.
 Diplomasi berasal dari kata Yunani “diploma”, yang secara harfiah berarti ‘dilipat dua’.
 Secara sederhana, diplomasi dapat didefinisikan sebagai seni dan praktik negosiasi antara
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 wakil-wakil dari negara atau sekelompok negara. Istilah ini biasanya merujuk pada diplomasi
 internasional, dimana hubungan internasional melalui perantara diplomat profesional terkait
 isu-isu perdamaian, perdagangan, perang, ekonomi dan budaya. Begitu pula perjanjian
 internasional yang biasanya dinegosiasikan oleh para diplomat sebelum disetujui oleh politisi
 nasional dalam negeri.
 Dari sudut pandang sosial informal, diplomasi dapat dikatakan sebagai tenaga kerja dari
 kebijaksanaan strategis agar memperoleh keuntungan atau untuk saling menemukan solusi
 dari sebuah permasalahan yang sedang dihadapi sehingga dapat diterima oleh dua atau
 banyak pihak. Dan hal ini dilakukan dengan cara halus, sopan, serta tanpa sikap konfrontatif.
 Untuk kebutuhan pengayaan akademik (academic enrichment), menarik untuk mengutip
 beberapa referensi ilmiah. Dengan begitu kita dapat memperoleh beberapa alternatif sudut
 pandang dalam mendefinisikan kata diplomasi secara istilah. Walhasil, sebuah benang merah
 konklutif akan memberi cakupan makna kata yang lebih otentik.
 Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa diplomasi adalah upaya-
 upaya negosiasi dalam pengelolaan hubungan antara dua atau banyak pihak/negara, guna
 mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada dan dapat diterima oleh semua pihak dengan
 cara damai dan tanpa sikap konfrontatif.
 3. Sengketa
 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan sengketa adalah (1)
 perselisihan, pertengkaran; harta warisan sering menimbulkan – bagi orang bersaudara; (2)
 perkara: - itu harus diselesaikan di pengadilan karena kedua pihak tak ada yang mau
 mengalah atau berdamai. Sedang yang dimaksud dengan bersengketa adalah berselisih,
 bertengkar, berperkara: diminta agar mereka yang - itu mau berdamai saja. (1996 : 1279).
 Berikut adalah beberapa pengertian sengketa, antara lain :
 Winardi mengemukakan: Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu
 atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas
 suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.
 (2007 : 1)
 Sedangkan menurut Ali Achmad Chomzah, sengketa adalah pertentangan antara dua
 pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau
 hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. (2003:14)
 Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah
 antara dua orang/negara atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan suatu objek
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 tertentu, hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi
 antara keduanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
 Merujuk pada teori klasik tentang pembuatan batas yang dikemukakan oleh Stephen B.
 Jones pada tahun 1945 dan dipercaya masih benar adanya sampai saat ini, ada 4 (empat)
 tahap yang dapat dilakukan dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia-
 Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu, yaitu :
 Alokasi adalah proses penentuan secara umum kawasan yang menjadi milik satu pihak
 dan pihak lain, tanpa melakukan pembagian secara akurat/teliti. Proses ini bersifat
 politis.
 Delimitasi adalah penetapan garis batas secara teliti di atas peta, berdasarkan proses
 alokasi sebelumnya.
 Demarkasi adalah proses penegasan titik dan garis batas dengan pemasangan pilar/patok
 di lapangan berdasarkan delimitasi sebelumnya.
 Tahap terakhir adalah administrasi yang berarti adalah Pengelolaan perbatasan, termasuk
 pemeliharaan titik/garis. Yang utama dari tahap ini adalah memastikan dan menjamin
 kehidupan penduduk yang hidupnya bergantung pada kawasan perbatasan itu.
 4. Sengketa Daerah Perbatasan Indonesia dan Malaysia (Camar Bulan
 Dan Tanjung Datu)
 Dua wilayah Indonesia, yakni Camar Bulan seluas 1.449 ha dan Tanjung Datu seluas
 8.000 m3 di Provinsi Kalimantan Barat, diberitakan diklaim Malaysia sebagai wilayah negeri
 itu.
 Wilayah Tanjung Datu, salah satu wilayah yang masih bersengketa tapal batas antara
 Indonesia-Malaysia rupanya merupakan suatu tempat pariwisata yang menarik. Menteri
 Pelancongan dan Warisan Negeri, Datuk Seri Abang Johari Tun Openg mengatakan, kerajaan
 (Malaysia) telah merogoh kocek sebesar 20 juta ringgit untuk membangun kawasan
 Santubong yang termasuk kawasan Tanjung Datu. Malaysia berusaha untuk menjadikan
 Santubong dan Tanjung Datu sebagai salah satu unggulan pariwisata mereka.
 Wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung
 Datu di Kalimantan Barat sebenarnya tak ada masalah. Selama ini kedua negara sepakat
 menggunakan peta Belanda Van Doorn tahun 1906. Malayasia pun tak
 mempermasalahkannya apabila mengacu kepada garis batas peta Belanda Van Doorn tahun
 1906, peta Sambas Borneo (N 120 E 10908/40 Greenwid) dan peta Federated Malay State
 Survey tahun 1935. Masalah baru timbul dalam MoU antara Team Border Committee
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 Indonesia dengan pihak Malaysia. Garis batas itu dirubah dengan menempatkan patok-patok
 baru yang tak sesuai dengan peta tua tersebut di atas. Dan akibat dari kelalaian team ini,
 Indonesia akan kehilangan 1490 Ha di wilayah Camar Bulan, dan 800 meter garis pantai di
 Tanjung Datu.
 Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro (detikcom, 9 Oktober 2011), telah
 membantah jika wilayah tersebut telah dicaplok oleh Malaysia karena masih daerah Status
 Quo. Menurutnya, permasalahan tersebut akan dibahas dalam perundingan Indonesia-
 Malaysia akhir tahun ini.
 Menurut Kementerian Pertahanan RI menyatakan wilayah Tanjung Datu dan Camar
 Bulan merupakan salah satu Outstanding Boundary Problems (OBP) yang masih dalam
 proses perundingan Indonesia-Malaysia. Tanjung Datu sampai saat ini masih dalam proses
 perundingan di JIMBC (The Joint Indonesia – Malaysia Boundary Committee on The
 Demarcation and Survey International Boundary) antara Delegasi Indonesia yang dipimpin
 Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan pihak Malaysia. Penduduk yang
 berada di OBP Tanjung Datu tersebut adalah penduduk Desa Temajuk sebanyak 493 KK dan
 luas lebih kurang 4.750 Km2 (jumlah penduduk kurang lebih 1.883 jiwa) terdiri dari dua
 Dusun yaitu Dusun Camar Bulan dan Dusun Maludin.
 Pendekatan jalur diplomasi sebagai instrumen politik luar negeri dilakukan dalam rangka
 memperjuangkan kepentingan nasional dengan pihak negara lain guna menyelesaikan
 masalah sengketa perbatasan secara tuntas. Dalam bidang diplomasi ini tentunya harus
 didukung oleh ketersediaan akan keutuhan dan kelengkapan arsip-arsip yang berkaitan
 dengan masalah perbatasan, seperti Arsip Perjanjian dan Arsip Peta (Kartografi) sebagai
 sarana pendukung diplomasi damai dalam upaya memenangkan klaim Indonesia atas wilayah
 perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu.
 Selain itu, upaya diplomasi juga perlu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan
 masyarakat di wilayah perbatasan, dengan menghadirkan/memberdayakan komponen bangsa
 lainnya untuk membangun wilayah perbatasan, terutama infrastruktur pendidikan, kesehatan
 dan prasarana lainnya
 D. Metodologi Penelitian
 Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis dalam arti
 menggambarkan secara langsung dari data atau konsep teori yang ada dalam literatur,
 peraturan perundangan atau data pendukung lainnya. Kemudian dari data dan konsep tersebut
 dianalisis tentang peranan arsip sebagai bahan pendukung upaya negosiasi damai dalam
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 memenangkan klaim atas sengketa wilayah perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu antara
 Indonesia dan Malaysia.
 Adapun alasan digunakannya metode ini adalah karena studi ini merupakan studi
 pendahuluan (prelimanary research) untuk memahami lebih mendalam gejala baru yang
 tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat (Mestika Zed, 2008:2). Mestika
 mengatakan bahwa studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode
 pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian
 (2008:3).
 Teknik pengumpulan data sepenuhnya dilakukan dengan cara telaah dokumen dari
 peraturan perundangan yang ada, buku literatur yang menyangkut masalah yang dibahas,
 artikel yang ada pada situs/website serta sumber sekunder lainnya. Dari hasil studi
 kepustakaan ini kemudian diolah serta dianalisis secara mendalam dengan membandingkan
 pada kenyataan-kenyataan di lapangan serta diusahakan untuk dicari alternatif pemecahan
 terbaik dari permasalahan yang muncul.
 Data penulisan diperoleh dari sumber-sumber kearsipan dan kajian dokumenter serta
 situs atau website yang berkaitan dengan permasalahan penulisan. Sehingga dari data yang
 terkumpul dapat dilakukan analisis terhadap peranan arsip sebagai bahan pendukung upaya
 diplomasi damai, yang bertujuan untuk memenangkan klaim atas sengketa wilayah
 perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu.
 E. Pembahasan dan Analisis
 Globalisasi merupakan salah satu pendorong terjadinya hubungan antar negara yang
 diimplementasikan dalam berbagai bentuk kerjasama baik bilateral, regional maupun
 multilateral. Di dorong oleh rasa keinginan untuk mengembangkan diri sebagai sebuah
 negara, maka dirasa perlu untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain.
 Namun demikian, hubungan kerjasama yang terjalin antar negara tidaklah selalu berjalan
 mulus dan tanpa masalah. Seringkali terjadi gesekan yang disebabkan oleh kepentingan dari
 suatu negara terhadap negara lainnya. Contoh sederhana dan sering terjadi adalah konflik
 wilayah antar negara khususnya perbatasan. Walaupun sebenarnya, antar negara tersebut
 telah menjalin hubungan kerjasama yang baik dan dalam waktu yang tidak sebentar. Namun
 kepentingan setiap negara yang berbeda dan adanya pengaruh serta intervensi dari dunia
 internasional pun turut menyumbang bibit-bibit terjadinya persengketaan (konflik) antar
 negara.
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 Dewasa ini, pertentangan antar negara adalah hasil dari persaingan yang semakin tajam
 dan tidak sehat yang terjadi antar negara, dan tidak jarang pula mengakibatkan munculnya
 konflik berkepanjangan antar negara. Konflik antar negara yang bertikai dapat diselesaikan
 melalui penyelesaian sengketa. Sengketa sama maksudnya dengan pertikaian. Pertikaian
 (konflik) atau sengketa, keduanya adalah yang digunakan secara bergantian dan merupakan
 terjemahan dari “dispute”. John G. Merrills (1991:1), memahami persengketaan sebagai
 terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau objek yang diikuti klaim oleh satu
 pihak dan penolakan di pihak lain.
 John G. Merrills menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya sengketa antar
 negara adalah karena adanya ketidaksepakatan para pihak mengenai fakta. Penyelesaian
 sengketa, akan bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati.
 Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak kemudian membentuk sebuah badan yang
 bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan
 ini kemudian dilaporkan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan
 sengketa di antara mereka.
 Indonesia sebagai bangsa yang besar dan mempunyai wilayah yang luas baik daratan
 maupun lautan memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan serta
 kesatuan wilayahnya, apalagi posisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki
 karakteristik perbatasan yang rawan sengketa mengenai daerah perbatasan dengan negara
 tetangga yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa. Salah satu persoalan yang
 dihadapi akhir-akhir ini yaitu sengketa daerah perbatasan antar dua negara serumpun,
 Indonesia dan Malaysia.
 Sengketa lokasi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sudah berlangsung lama, di
 Kalimantan saja setidaknya terdapat sepuluh lokasi perbatasan seluas 4.800 hektar yang
 diklaim secara sepihak oleh Malaysia. Di Kalimantan, sebagian lokasi perbatasan yang masih
 menjadi sengketa terdapat di Kalimantan Barat, seperti di Tanjung Datu, Gunung Raya,
 Sungai Buah dan Batu Aum. Sebagian lainnya terdapat di Kalimantan Timur, seperti Sungai
 Simantipal, Sungai Sinapad dan Pulau Sebatik.
 Perkembangan terakhir dalam konsep strategi maritim Malaysia (dengan membangun
 setidaknya tiga pangkalan laut besar di Teluk Sepanggar, Sandakan dan Tawau)
 menunjukkan bahwa mereka semakin serius “mengarah ke timur” alias ke perairan antara
 Kalimantan dan Sulawesi.
 Persoalan Camar Bulan berawal dari Malaysia yang mengklaim bahwa wilayah Camar
 Bulan adalah wilayah Malaysia dengan mendasarkan kepada MoU pada Tahun 1976 di
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 Kinabalu (Malaysia) dan MoU 1978 di Semarang (Indonesia) tentang hasil pengukuran
 bersama tanah tersebut. Namun MoU tersebut bersifat sementara atau tidak tuntas atau bisa
 ditinjau lagi (modus vivendi), jika berdasarkan kepada fakta dan juga dokumen peta, maka
 MoU yang bersifat sementara tersebut tidak sesuai dengan Peta Negara Malaysia dan
 Federated Malay State Surveyi Tahun 1935, sehingga Indonesia dirugikan 1.449 hektar dan
 juga bertentangan dengan Pemetaan Tapal pemetaan Belanda Van Doorn Tahun 1905 dan
 1906 serta Peta Sambas Borneo (N 120-E1098/40 Greenwid), tetapi kemudian Malaysia
 buru-buru memasukan Outstanding Boundary Problems (OBP) Camar Bulan ke dalam Peta
 Kampung Serabang, Serawak, Malaysia.
 Arsip merupakan identitas dan jatidiri bangsa, sebagai memori, serta bahan
 pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang harus
 dikelola dan diselamatkan oleh negara dalam rangka mempertahankan keutuhan dan
 kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia demi mencapai cita-cita nasional. Jadi
 tidaklah salah apabila dikatakan bahwa arsip merupakan simpul pemersatu bangsa.
 1. Sengketa Camar Bulan dan Tanjung Datu
 Dalam hukum internasional, dikenal prinsip Uti Possidetis Juris, artinya wilayah dan
 batas wilayah suatu negara, mengikuti wilayah dan batas wilayah pendahulu/penjajahnya.
 Prinsip Uti Possidetis Juris inilah yang dijadikan dasar oleh Indonesia dan Malaysia saat
 menetapkan batas wilayah di sekitar Tanjung Datu, seperti dibawah ini :
 Gambar 1. Peta Kawasan Tanjung Datu/Camar Bulan
 (Sumber: diadaptasi dari Google Earth, tahun 2011).
 Dalam hal batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan, sesungguhnya
 proses alokasi dan delimitasi sudah final karena dilakukan oleh Belanda dan Inggris. Namun
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 yang belum terselesaikan adalah proses demarkasi yang akibatnya juga menghambat proses
 administrasi atau pengelolaan.
 Dalam perjanjian antara Inggris dan Belanda Tahun 1891, mengatakan bahwa perbatasan
 Camar Bulan dan Tanjung Datu, pada intinya, garis batas adalah di sepanjang
 watershed/batas aliran air. Dalam bahasa sederhana, watershed adalah punggungan daratan
 pemisah aliran air. Jika suatu daerah berupa bukit panjang, maka watershed adalah di
 sepanjang puncak bukit (Gambar 2). Namun demikian, bukan hal yang mudah bagi Indonesia
 dan Malaysia untuk menerjemahkan deskripsi perjanjian 1891, 1915 dan 1928, dalam
 menentukan posisi yang akurat. Perubahan bentang alam salah satu negara menjadi salah satu
 faktor yang menyebabkan adanya perbedaan penafsiran tersebut. Misalnya, dalam perjanjian
 Inggris dan Belanda dikatakan adanya sungai, akan tetapi sungai tersebut bisa jadi sudah
 tidak ada lagi karena adanya pengaruh dari perubahan alam yang terjadi. Perbedaan dalam
 penafsiran tersebut menyebabkan adanya segmen garis batas yang tertunda penyelesaiannya
 (Outstanding Boundary Problems).
 Gambar 2. Watershed yang Melewati Punggungan Bukit/Dataran Tinggi
 (Sumber: http://www.oldhamcounty.net/, tahun 2011)
 Dasar peta yang digunakan dalam menentukan segmen batas darat di Camar Bulan dan
 Tanjung Datu adalah dari titik A88 – A156, seperti dibawah ini :
 http://www.oldhamcounty.net/
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 Gambar 3. Peta Kawasan Tanjung Datu/Camar Bulan.
 (Sumber: diadaptasi dari Google Earth, tahun 2011).
 Namun demikian, ketika dilakukan survey pada tahun 1976, ternyata daerah Camar
 Bulan dan Tanjung Datu relatif datar (tidak berbukit) sehingga watershed tidak mudah
 diamati secara visual (Gambar 4). Pada tahun 1978, dilakukan survey ulang dan
 menunjukkan hasil yang sama (survey tahun 1976), bahwa pada kawasan tersebut terdapat
 watershed, meskipun pembuktiannya tidaklah mudah karena kawasannya relatif datar.
 Gambar 4. Kawasan di Sekitar Camar Bulan/Tanjung Datu yang Relatif Datar.
 (Sumber: diadaptasi dari Google Earth, tahun 2011).
 MoU tahun 1978 merupakan hasil survey ulang yang dilakukan oleh tim Indonesia dan
 Malaysia pada tahun 1978. Berdasarkan MoU 1978, artinya bahwa batas darat antara
 Indonesia dan Malaysia di wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu berhasil ditetapkan dan
 itu sudah sesuai dengan perjanjian antara Inggris dan Belanda, yaitu mengikuti watershed.
 Dengan demikian, segmen batas darat di Camar Bulan dan Tanjung Datu sudah disepakati
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 oleh Indonesia dan Malaysia dan tidak termasuk ke dalam Outstanding Boundary Problems
 (OBP).
 2. Argumentasi Arsip Terhadap Kasus Sengketa Camar Bulan dan
 Tanjung Datu
 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Hal tersebut tidak bisa ditawar-
 tawar lagi karena diamanahkan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Negara
 Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu pilar dari 4 pilar sebagai landasan dalam
 kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dipegang teguh dan dilestarikan sebagai
 jatidiri bangsa (Pidato SBY, 16 Agustus 2008). Sekarang yang penting adalah bagaimana
 menjaga keutuhan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu
 upaya tersebut adalah memerankan arsip secara optimal, yaitu dengan menjadikan arsip
 sebagai simpul pemersatu bangsa atau perekat bangsa sebagaimana visi Arsip Nasional
 Repulbik Indonesia (ANRI) atau visi kearsipan nasional. Kemudian menjadikan arsip sebagai
 identitas nasional (national identity), seperti arsip tentang Bendera Negara, Lambang Negara,
 Bahasa Negara, dan Lagu Kebangsaan. Selanjutnya, memberdayakan arsip terjaga untuk
 menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Arsip merupakan sumber informasi dan wahana dokumentasi. Sebagai sumber
 informasi, maka arsip merupakan bahan/data untuk mengambil keputusan secara tepat dan
 akurat, sehingga dapat dikatakan bahwa arsip sebagai suatu sistem dimana satu dengan yang
 lain saling berkaitan dalam satu ikatan yang utuh, karena arsip dapat menunjang suatu
 program kegiatan administrasi, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun
 pengendalian tugas organisasi yang bersangkutan. Sebagai wahana dokumentasi, arsip
 mampu menjelaskan dan dapat digunakan dalam upaya penanganan/penyelesaian suatu
 permasalahan seperti penyelesaian sengketa kewilayahan yang terjadi antara Indonesia
 dengan negara lain.
 Adalah penting untuk disampaikan di sini bahwa ada suatu Konvensi Internasional yang
 menyangkut atau berkenaan dengan wilayah negara, khususnya wilayah negara yang
 ditinggalkan oleh negara pendahulu. Konvensi internasional tersebut adalah “Vienna
 Convention 1983 on Succession of States, in respect of State Properties, Archives, and
 Debts” yang esensinya adalah wilayah negara yang ditinggalkan oleh negara pendahulu
 menjadi milik penerusnya. Dalam konteks Indonesia, berarti wilayah Negara Kesatuan
 Republik Indonesia (NKRI) adalah wilayah yang sebelumnya dikuasai atau merupakan
 jajahan Belanda. Hanya batas-batasnya belum jelas atau belum konkret. Sengketa Pulau

Page 107
                        

105
 Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dan Malaysia adalah karena ketidakjelasan atau
 ketidakkonkretan batas-batas negara yang ditinggalkan oleh penjajah. Batas-batas negara
 yang kita warisi dari Belanda ketika itu hanyalah 3 (tiga) mil dari garis pantai. Peraturan yang
 dipakai ketika itu adalah Territoriale Zee en Kringen Ordonantie 1939.
 Ketidakjelasan atau ketidakkonkretan batas-batas negara tersebut juga disampaikan oleh
 Majalah Jalasena, terbitan No. 04/1 Agustus 2011, sebagai berikut :
 “Pada saat proklamasi, Indonesia merupakan negara yang terdiri atas beribu pulau
 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Realitas wilayah nasional ini adalah hasil
 perjuangan fisik merebut kemerdekaan dari kekuasaan penjajah yang lebih menunjukkan
 satu kesatuan kenegaraan, tanpa batas wilayah negara yang konkret”.
 Sehubungan ketidakkonkretan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua,
 khususnya Pasal 25A UUD 1945 mengamanatkan agar batas-batas negara tersebut diatur.
 Pengaturan ini sudah barang tentu bukan saja untuk memperjelas batas-batas negara tetapi
 juga untuk mengantisipasi seandainya ada klaim terhadap pulau atau wilayah Negara
 Kesatuan Republik Indonesia.
 Sengketa perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu muncul akibat dari perbedaan
 pendapat antara Indonesia dan Malaysia tentang penegasan garis batas. Menurut Wakil Ketua
 Komisi I DPR RI TB Hasanuddin (Rakyat Merdeka Online, 9 Oktober 2011), terindikasi
 adanya upaya pergeseran/perubahan garis batas yang dilakukan oleh Malaysia dan tidak
 sesuai dengan peta tua yang menjadi rujukan semula yaitu peta Belanda Van Doorn Tahun
 1906, Peta Sambas Borneo, dan Federated Malay State Survey Tahun 1935.
 Berikut adalah arsip perjanjian perbatasan yang dapat dijadikan rujukan dalam upaya
 negosiasi melalui diplomasi guna menyelesaikan sengketa wilayah perbatasan antara
 Indonesia dan Malaysia, antara lain :
 Konvensi antara Belanda dan Inggris dalam menentukan garis batas di Kalimantan,
 Tahun 1891;
 Protokol antara Inggris dan Belanda tentang Garis Batas Negara Utara Kalimantan dan
 wilayah Belanda di Kalimantan, Tahun 1915;
 Konvensi terkait Kelanjutan Delimitasi dari Garis Batas antara negara-negara di
 Kalimantan di bawah proteksi Inggris dan wilayah Belanda, Tahun 1928; dan
 Memorandum of Understanding Tahun 1978, mengenai Batas Darat Indonesia dan
 Malaysia di wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu.
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 Ada tiga hal pokok yang bisa memberikan penjelasan terkait isu perbatasan di daerah
 Camar Bulan dan Tanjung Datu, yaitu warisan sejarah kolonial, legalitas, dan politis:
 1. Semua masalah perbatasan negara Indonesia merupakan peninggalan Belanda dan ini
 mengandung makna Uti Possidetis Juris menurut hukum internasional. Artinya, wilayah
 territorial dan lainnya adalah milik negara bersangkutan sesuai dengan hukum
 internasional.
 Perjanjian perbatasan 1891, 1915 dan 1928, antara Belanda dan Inggris atas Kalimantan-
 Malaysia, hanya mencantumkan penentuan batas pemisah wilayah mengikuti perbatasan
 alam (watershed) seperti garis pegunungan tertinggi, punggung pegunungan, aliran
 sungai, dan hutan. Pencantuman garis-garis batas lurus, apalagi penentuan titik dasar
 (basepoint) untuk penarikan garis dasar antara Kalimantan dan Sarawak secara detail,
 saat itu belum disebutkan. Dan, karena status Indonesia maupun Malaysia hanya sebagai
 “objek” kepemilikan di bawah kekuasaan colonial Belanda dan Inggris, otomatis mereka
 ini hanya dipandang sebagai “benda mati” yang bisa ditukar, dijaminkan, bahkan
 diserahkan ke pihak lawan. Sampai pada penandatanganan MoU 1976 (di Kinabalu) dan
 MoU 1978 (di Semarang) antara Indonesia dan Malaysia, menjadikan wilayah Tanjung
 Datu masuk ke dalam wilayah Malaysia. Tidak ada penjelasan yang mendasar mengapa
 Indonesia pada waktu itu tidak melakukan protes.
 2. Aspek legalitas, dimana kedua belah pihak yang bermasalah sama-sama meratifikasi
 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan tunduk pada
 hukum internasional. Di dalam UNCLOS sangat jelas, bahwa bagi pihak yang sudah
 meratifikasinya harus memahmai dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan.
 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai negara maritim telah
 mendapatkan pengukuhan statusnya dengan Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS
 1982). Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mendapat jaminan
 atas hak-haknya sebagai negara maritim, namun juga dituntut untuk melaksanakan
 kewajiban dan tanggungjawabnya di laut terhadap dunia (pelayaran) internasional.
 Berkah yang diberikan UNCLOS 1982 ini sepatutnya kita syukuri, karena Indonesia-lah
 negara yang paling diuntungkan, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
 negara maritim yang memiliki wilayah perairan terluas, lebih luas dari wilayah daratan
 (3x luas daratan: luas daratan 2.027 km2 dan luas perairan 6.184.280 km
 2).
 UNCLOS 1982 merupakan hukum dasar atau pokok di bidang kelautan telah mengatur
 rezim-rezim hukum laut yang selama lebih dari 25 tahun diperjuangkan Indonesia, yaitu
 ketentuan-ketentuan tentang: perairan pedalaman (inland waters), perairan kepulauan
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 (archipelagic waters), laut wilayah/territorial (territorial waters), landas kontinen
 (continental shelf), zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan zona tambahan. Dalam UNCLOS
 tersebut memuat ketentuan atau peraturan tentang bagaimana menentukan titik pangkal
 (basepoint), garis pangkal (baselines) dan ketentuan jarak serta cara-cara penentuan
 setiap rezim perairan. Sebagai konsekuensi dari adanya rezim Hukum Laut Internasional,
 Indonesia dihadapkan pada beban tugas yang berat yaitu mengelaborasi dan
 menjabarkan Hukum Laut Internasional ini untuk kepentingan sendiri dan untuk
 pengaturan lalu lintas laut internasional yang cukup padat (karena kedudukan wilayah
 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang strategis) serta melaksanakan perundingan
 dengan negara-negara tetangga untuk menentukan batas perairan, semua itu perlu
 dilakukan dalam rangka penegakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik
 Indonesia.
 Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai hak mengelola (yurisdiksi) terhadap
 ZEE. Hal itu kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tanggal 13
 Desember 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS. Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif
 Indonesia (ZEEI) mencapai jarak 200 mil laut, diukur dari garis dasar wilayah Indonesia
 ke arah laut lepas. Ketetapan tersebut kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang
 Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Konsekuensi
 dari implementasi undang-undang tersebut adalah bahwa luas wilayah perairan laut
 Indonesia menjadi sekitar 5,8 juta km2.
 3. Aspek politis biasanya terkait erat dengan pendekatan keamanan yang terkesan
 sentralistik. Mengapa Malaysia bisa melakukan pergeseran patok sehingga mengurangi
 wilayah perbatasan Indonesia ini adalah terkait erat dengan masalah keamanan di sekitar
 perbatasan tersebut.
 Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 19 menyatakan:
 Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang
 ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang
 bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
 2004, maka Kawasan Perbatasan adalah kawasan khusus yang lebih lanjut harus ditetapkan
 dengan peraturan pemerintah dan sampai saat ini peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 belum terbit, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal
 19 ayat (1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi
 kepentingan nasional, pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah propinsi
 dan/atau kabupaten/kota; (2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
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 (1) untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang;
 (3) Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
 Peraturan Pemerintah; (4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada
 ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan; (5)
 Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) kepada Pemerintah; (6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada
 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 Berdasarkan pemetaan peraturan perundang-undangan di atas memberikan pemahaman,
 bahwa kawasan perbatasan adalah sangat penting bagi kepentingan nasional dan daerah,
 tetapi apa sebenarnya yang dimaksud Kawasan Perbatasan. Pada pasal 1 angka 6 Undang-
 Undang Nomor 43 Tahun 2008 dinyatakan bahwa: “Kawasan Perbatasan adalah bagian dari
 wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan
 negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di
 Kecamatan.
 Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 bahwa
 batas wilayah negara di darat, adalah berada di Kecamatan, jika kita kaitkan dengan kasus
 Dusun Camar Bulan yang menjadi permasalahan saat ini, maka Dusun Camar Bulan adalah
 termasuk wilayah Kecamatan Paloh yang berada di Tanjung Datu.
 Saat ini, yang menjadi persoalan dan mencuat ke permukaan berkaitan dengan Kasus
 Tapal Batas di Tanjung Datu, yang sebenarnya sampai saat ini masih merupakan salah satu di
 antara yang dikategorikan Outstanding Boundary Problems (OBP) yang masih dalam
 perundingan antara Indonesia dan Malaysia, tetapi pihak Malaysia menganggap bahwa
 masalah tersebut telah selesai dan dari pemetaan masalah tapal batas sebenarnya ada 5 (lima)
 yang dikategorikan OBP yakni Batu Aum, Sungai Buan, Gunung Raya, D 400 dan Tanjung
 Datu, dan kelima hal tersebut ada di sektor barat. Berkaitan dengan Tanjung Datu, bahwa
 patut diketahui, bahwa penduduk yang berada di wilayah OBP Tanjung Datu tersebut adalah
 penduduk Desa Temajuk sebanyak 493 Kepala Keluarga dan luasnya lebih kurang 4.750 km2
 atau jumlah penduduknya kurang lebih 1.883 jiwa, terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun
 Camar Bulan dan Dusun Maludin.
 Persoalan OBP Tanjung Datu sampai saat ini masih dalam proses perundingan di The
 Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee on Demarcation and Survey International
 Boundary (JIMBC) antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal
 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
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 Persoalan yang timbul saat ini adalah karena Malaysia mengklaim bahwa wilayah Camar
 Bulan masuk ke dalam wilayah Malaysia dengan mendasarkan kepada MoU Tahun 1976 di
 Kinabalu (Malaysia) dan MoU 1978 di Semarang (Indonesia) tentang hasil pengukuran
 bersama tanah tersebut, namun MoU adalah bersifat sementara atau tidak tuntas atau bisa
 ditinjau lagi (modus vivendi), jika berdasarkan fakta dan juga dokumen peta, maka MoU yang
 sifatnya sementara tersebut tidak sesuai dengan Peta Negara Malaysia dan Federated Malay
 State Survey Tahun 1935, sehingga Indonesia dirugikan 1.449 hektar dan juga bertentangan
 dengan Pemetaan Tapal pemetaan Belanda Van Doorn Tahun 1905 dan 1906 serta Peta
 Sambas Borneo (N120-E1098/40 Greenwid), tetapi kemudian Malaysia buru-buru
 memasukan Outstanding Boundary Problems (OBP) Camar Bulan ke dalam Peta Kampung
 Serabang, Serawak, Malaysia, ada apa dengan trik ini?
 Di Kecamatan Paloh, batas yang dianggap bermasalah oleh Indonesia mulai dari patok
 A.88 hingga A.156, namun hingga pertemuan tahun 2010, Malaysia belum mengakui wilayah
 tersebut masuk kategori OBP.
 Jika kita mengacu hasil penelitian Tesis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas
 Tanjungpura (UNTAN) yang diteliti selama dua tahun, yaitu tahun 2005 s/d 2007 atas nama
 Umar Affandi yang merupakan penelitian sejarah hukum tentang perbatasan darat di
 Kalimantan Barat, mungkin satu-satunya penelitian yang bisa dijadikan acuan, maka dapat
 diungkapkan beberapa masalah pokok berkaitan dengan masalah perbatasan darat di
 Kalimantan Barat sebagaimana paparan berikut ini:
 Penempatan patok pilar SRTP 01 secara sepihak oleh petugas ukur Malaysia di Tanjung
 Datu secara yuridis memberikan konsekuensi hukum yang merugikan Indonesia, karena
 pergeseran pada titik koordinat 1 detik garis lintang utara (30,866 meter x 12 Nautical
 Mile Laut x 1.852 meter = 685.980.799 m2 hektar di Zona Laut Teritorial), serta
 implikasinya terhadap borderline dangkalan Niger Gosong, dengan demikian langkah
 pemerintah Indonesia antara lain menyampaikan nota protes kepada Malaysia.
 Penyelesaian sengketa atas zona Camar Bulan, tim JIMBC Indonesia seharusnya dapat
 meyakinkan pada tim Malaysia bahwa MoU 1976 di Kinabalu dan MoU 1978 di
 Semarang masih berbentuk sebuah kesepakatan dari petugas lapangan dan belum
 mewakili negara pihak, sebab yang berhak menandatangani perjanjian borderline antar
 negara adalah kepala negara atau kepala pemerintahan, dengan kata lain MoU 1976 dan
 MoU 1978 bersifat prematur dalam hukum internasional atau diklasifikasikan sebagai
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 modus vivendi (dapat ditinjau lagi) sehingga dengan demikian negara pihak sebenarnya
 secara hukum masih harus melakukan identification, rafication, and maintenance.
 Pekerjaan rumah pemerintah yang harus menjadi prioritas adalah menetapkan Undang-
 Undang Batas Negara dan menyelesaikan peta wilayah laut dan darat (dengan
 memberdayakan peran Direktorat Topografi Angkatan Darat, Dinas Hidro-Oseanografi
 Angkatan Laut, Pusat Survey Pemetaan Angkatan Udara, Kementerian Dalam Negeri,
 Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait lainnya), dan sesegera mungkin
 mendepositkan database koordinat geografi titik-titik garis pangkal (baseline and
 basepoint) ke lembaga internasional PBB, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) UNCLOS
 III 1982. Adanya Undang-Undang Batas Negara adalah untuk kepastian hukum dan
 kejelasan pemanfaatan sumber daya alam (darat dan laut) dalam rangka kesejahteraan
 dan untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ketika menjaga kedaulatan
 wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Yang tetap harus menjadi perhatian semua pihak, jika lima titik Outstanding Boundary
 Problems di Kalimantan Barat belum dapat diselesaikan, tentu akan menjadi ganjalan
 dalam proses legalitas borderline tingkat internasional pada lembaga Perserikatan
 Bangsa-Bangsa. Konsekuensinya bahwa negara pihak secara yuridis belum dapat
 menerbitkan undang-undang perbatasan, karena undang-undang jika sudah disyahkan
 oleh pejabat yang berwenang mengesahkan, maka undang-undang negara berlaku
 universal karena terkait dengan kepastian hukum itu sendiri.
 Tim JIMBC segera melaksanakan tahapan Penegasan Batas terkait dengan Outstanding
 Boundary Problems di Camar Bulan, Batu Aum, Sei Buan, Gunung Raya, Patok Pilar D.400
 dan terkait dengan penerapan watershed maupun penempatan pilar SRTP 01 secara sepihak
 oleh petugas ukur Malaysia, dengan demikian kekhawatiran masyarakat dan kepastian hukum
 borderline segera terjawab, adapun salah satu tahapan proses ratifikasi: (a). Rekon (recce):
 pencarian garis batas negara di lapangan mengikuti ketentuan watershed di lokasi yang akan
 disurvey dan jika tidak ditemukan watershed, ditempuh dengan pola garis lurus (straight
 line); (b). Rintisan (clearing): pembersihan jalur pengukuran antara 2 (dua) tempat yang akan
 ditanam tugu/patok pilar batas dengan cara rintisan ataupun penebangan pohon yang
 menghalang-halangi pekerjaan lapangan; (c). Tanam tugu/patok pilar batas (Boundary
 Makers Planted): penanaman tugu/patok pilar batas negara sesuai dengan tempat yang
 ditentukan bersama; (d). Pengukuran situasi (tacheometric): kegiatan pengukuran untuk
 mendapatkan data ukur situasi watershed dengan mengukur ke arah dan jarak dari patok
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 batas ke arah depan (intersections) dan belakang (resections), juga arah samping kanan dan
 kiri maksimal sejauh 50 meter; (e). Pengukuran polygon (demarcation): pengukuran untuk
 mendapatkan data arah dan jarak antara 2 tugu patok batas dengan alat elektronik Global
 Positioning System (GPS) untuk mendapatkan koordinat dan tinggi tugu patok batas negara
 yang diukur dalam hitungan meter di atas permukaan air laut.
 Setelah 5 (lima) tahapan dapat diselesaikan oleh tim JIMBC, yang perlu dilaksanakan
 oleh Indonesia adalah melakukan sosialisasi tentang “tapal batas”, hal ini menjadi penting
 jika sebuah kepentingan sudah sangat mendesak apalagi negara tetangga lebih dahulu siap
 dengan program strategis daerah perbatasan. Salah satu kelemahan pembangunan daerah
 perbatasan adalah sosialisasi program yang berhadapan dengan kepentingan masyarakat
 perbatasan, oleh karena itu sosialisasi hukum Boundary Line menjadi sangat penting segera
 dilakukan.
 F. Kesimpulan
 Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang tertuang ke dalam berbagai bentuk
 dan media sebagai bukti sah, yang keberadaannya dapat berkaitan dengan kelangsungan
 hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
 Keberadaan arsip mampu memberikan kejelasan dan dukungan terhadap upaya penyelesaian
 sengketa wilayah perbatasan di daerah Camar Bulan dan Tanjung Datu antara Indonesia dan
 Malaysia dengan cara damai dan tanpa sikap konfrontatif.
 Indonesia dan Malaysia telah menyepakati batas wilayah perbatasan Camar Bulan dan
 Tanjung Datu dengan merujuk pada Peta Belanda Van Doorn Tahun 1906, Peta Sambas
 Borneo (N 120 E 10908/40 Greenwid) dan Peta Federated Malay State Survey Tahun 1935.
 Masalah baru timbul setelah terbitnya MoU antara Team Border Committee Indonesia dan
 pihak Malaysia. Namun demikian, arsip-arsip tentang wilayah perbatasan Camar Bulan dan
 Tanjung Datu (Belanda dan Inggris: 1891, 1915, dan 1928), harus tetap dijadikan rujukan
 serta mutlak dibutuhkan dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan.
 Keputusan Mahkamah Internasional untuk memenangkan klaim Malaysia atas kasus
 Pulau Sipadan dan Ligitan beberapa tahun lalu, semata-mata bukan atas dasar bukti-bukti
 sejarah maupun dokumenter (arsip) legal di masa lampau, melainkan atas dasar pertimbangan
 effectivity occupation (tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan territorial dan batas-
 batas maritim), yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan
 administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan
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 pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercusuar sejak
 1960-an, meskipun pada masa itu kedua pulau masih dalam status sengketa.
 Jelas bahwa, selain bukti sejarah dan dokumenter (arsip perjanjian dan peta), tindakan
 administratif (kegiatan kearsipan) yang dilakukan secara terus menerus terhadap kedua pulau
 tersebut dan warga sekitarnya, menjadi salah satu pertimbangan di dalam memenangkan
 klaim terhadap suatu sengketa/konflik perbatasan.
 Disamping arsip-arsip perjanjian mengenai perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu
 serta dengan didasarkan pengalaman atas lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, kiranya kita
 perlu mengawasi dan mewaspadai aktivitas ilegal yang tengah dilakukan oleh Malaysia di
 wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu, seperti dikatakan oleh Menteri Pelancongan dan
 Warisan Negeri, Datuk Seri Abang Johari Tun Openg, bahwa kerajaan (Malaysia) telah
 merogoh kocek sebesar 20 juta ringgit untuk membangun kawasan Santubong yang termasuk
 ke dalam kawasan Tanjung Datu. Malaysia berusaha menjadikan Santubong dan Tanjung
 Datu sebagai salah satu unggulan pariwisata mereka.
 Hal yang sering muncul dalam wacana di pemerintahan dan masyarakat, bukan hanya
 persoalan “patok bergeser” tetapi menyangkut kemanfaatan yang terselesaikan secara hukum
 internasional. Pemahaman tentang tapal batas negara secara hukum menjadi penting untuk
 disosialisasikan kepada semua pihak termasuk masyarakat perbatasan dan seluruh komponen
 bangsa, sebab hukum borderline secara materiil (fisik) berwujud patok pilar batas suatu
 negara yang di-justivy ke dalam international rechstaats dan terikat pula oleh 2 public
 rechstaats sebagai perbandingan 2 sistem hukum publik negara pihak. Dengan demikian
 negara pihak terikat sebagai obyek materil hukum internasional dan salah satu pihak tidak
 boleh mengundurkan diri dari Outstanding Boundary Problems.
 Perlu diberikan kewenangan khusus kepada Badan Pengelola Kawasan Perbatasan
 Kalimantan Barat yang berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan RI di
 Kota Pontianak untuk mengurus persoalan borderline. Disamping itu, hasil penelitian dan
 rekomendasi mengenai perbatasan yang pernah dilakukan oleh Universiatas Tanjungpura,
 perlu diberi perhatian yang serius oleh pengambil kebijakan dan segera ditindaklanjuti.
 Karena pihak Malaysia sangat serius dalam menindaklajuti hasil-hasil penelitian akademis
 dan rencana strategis pembangunan kawasan perbatasan.
 G. Rekomendasi
 Sebagai bangsa yang besar, sudah seharusnya kita memberikan perhatian yang serius
 terhadap keberadaan, keamanan, dan keselamatan arsip, terutama yang memiliki nilai historis
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 (arsip terjaga), sehingga arsip dapat memberikan peran yang besar dalam menjaga keutuhan
 dan kedaulatan Negara Kessatuan Republik Indonesia. Dalam hal sengketa perbatasan Camar
 Bulan dan Tanjung Datu, arsip memiliki peran untuk memberikan kejelasan dan dukungan
 yang utuh/lengkap dalam upaya memenangkan klaim sengketa perbatasan tersebut melalui
 jalur diplomasi damai.
 Rekomendasi penyelesaian terkait dengan persoalan hukum yang tidak diotonomkan,
 disarankan pemerintah pusat menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang
 Borderline sambil menunggu proses hukum internasional yang saat ini masih dalam tahap
 rangkaian proses ratifikasi, khususnya di 5 (lima) titik Outstanding Boundary Problems.
 Terkait dengan penempatan patok pilar SRTP 01 oleh petugas ukur Malaysia di Tanjung
 Datu dan akibat hukum yang merugikan Indonesia 1 detik garis lintang utara (30,866 meter x
 12 nautical mile laut x 1.852 meter), serta implikasinya terhadap borderline kawasan
 dangkalan Niger Gosong, dipandang perlu agar Pemerintah Republik Indonesia segera
 mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Kerajaan Malaysia.
 Guna mengatasi aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pihak Malaysia, kiranya Pemerintah
 Indonesia perlu melakukan upaya-upaya, antara lain :
 1. Kebijakan pembangunan harus lebih memprioritaskan dan memperhatikan kawasan
 perbatasan dan daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal;
 2. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi sehingga memudahkan
 warga perbatasan memiliki akses di dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonominya.
 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan, sehingga dapat
 mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya untuk kesejahteraan warga
 perbatasan;
 4. Memperkuat ketahanan nasional di daerah perbatasan, sehingga tidak rentan terhadap
 masuknya pengaruh negatif baik dari segi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan ideologi
 serta dapat menjadi “tameng” bagi pertahanan dan keamanan negara.
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 DUKUNGAN ARSIP DALAM KONFLIK
 BATAS WILAYAH
 Sumrahyadi
 Abstract
 Boundary region, nowadays, has become complicated problems not only in some
 districts or provinces areas but also in some countries. In many cases a district or a
 municipality as well a province claims other areas or regions to increase their income or to
 explore resources for their wealth. Similarly, in some countries, they claim other areas or
 islands as their belonging. To anticipate the possibility of a lawsuit the territory from other
 countries, they should be supported by records and archives, as sources of authentic
 information and legal evidence. From the experience of losing Sipadan and Ligitan islands to
 be part of Malaysia territory and other national cases, we need to document all activities
 properly and provide records and archives as an authentic evidence of the existence of
 certain areas or islands.
 Keywords: pulau, perbatasan, wilayah perbatasan, batas wilayah, arsip
 Pendahuluan
 A. Latar Belakang
 Batas wilayah belakangan menjadi topik yang mulai menghangat kembali bagi negara-
 negara yang berbatasan langsung dengan negara lain, baik dalam bentuk daratan, lautan atau
 bahkan pulau menjadi daerah yang rawan konflik. Apalagi kalau perbatasan atau pulau
 tersebut mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi dengan sumber penghasilan suatu
 wilayah tertentu atau sumber bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya
 bagi wilayah sengketa peratasan antar provinsi atau antar kabupaten/kota. Untuk skala
 regional misalnya kasus saling klaim kepemilikan Kepulauan Spratly antara beberapa negara
 di Asia Tenggara dengan negara di Asia Timur, dimana masing-masing berusaha untuk saling
 menguasai bahkan sudah mulai dengan menggunakan kekuatan militer.
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 Saling klaim juga dilakukan oleh Jepang dan China terhadap suatu pulau yang tidak
 dihuni yang diduga mengandung kekayaan alam berupa minyak bumi dan gas alam. Yang
 menarik adalah kedua negara yang saling sengketa tersebut memberi nama pulau tersebut
 dengan dua nama yang berbeda, Jepang menyebut pulau tersebut sebagai pulau”Senkaku”,
 sementara China menyebutnya pulau ”Diaoyu” dimana kedua Negara tersebut saling
 mengancam dengan kekuatan militer, misalnya China mengerahkan kapal patroli terbesar
 dari Laut China Timur dengan teknologi yang canggih dan sanggup mengangkut helikopter
 (okezone.com, 14 Desember 2011).
 Tidak ketinggalan pula untuk wilayah Asia Tenggara misalnya sengketa perbatasan
 antara Cambodia dengan Thailand yang saling mempertahankan wilayah dimana terdapat
 tempat ibadah, dengan masing-masing Negara berusaha mempertahankan dengan kekuatan
 militer. Perebutan wilayah seluas kurang lebih 4,6 km persegi di lokasi situs Candi Preah
 Viehar yang ditetapkan sebagai wilayah milik Cambodia (Kamboja), tetapi akses masuk ke
 candi tersebut merupakan wilayah Thailand. Kekuatan militer beberapa kali terjadi ketika
 pertempuran pada tanggal 4 – 7 Pebruari 2011 telah memakan korban sebanyak 18 orang
 tewas (Kompas, Rabu, 25 Januari 2012, Halaman 11). Bahkan antar sesama Negara
 anggota ASEAN yang lain pun terjadi konflik perebutan batas wilayah dan sengketa
 perebutan pulau misalnya Pulau Batu Puteh merupakan sengketa antara Malaysia dan
 Singapore, atau Sabah merupakan wilayah sengketa antara Malaysia dengan Filipina.
 Kemudian secara khusus lagi kasus perbatasan antara Indonesia dengan Negara tetangga
 kita terutama Malaysia. Setelah beberapa tahun yang lalu Indonesia kalah dalam
 mepertahankan dua pulau (Sipadan dan Ligitan) yang oleh Mahkamah Internasional
 dinyatakan sebagai wilayah Malaysia karena bukti dokumen yang disodorkan oleh Malaysia
 lebih lengkap dibandingkan dengan bahan bukti dari Indonesia. Atau kasus Karang Unarang
 dan wilayah Ambalat yang sempat memanas beberapa tahun yang lalu, dan terakhir wilayah
 Camar Bulan dan Tanjung Datu daerah Kalimantan Barat yang sempat dihebohkan. Baru
 belakangan ada penjelasan dari Kementrian Luar Negeri bahwa memang ada pergeseran dan
 pengrusakan secara alamiah (abrasi) dan bukan ada kesengajaan melakukan pergeseran dari
 kedua belah pihak yang bertikai, dan sekali lagi ditegaskan bukan pencaplokan oleh
 Malaysia. Perjanjian perbatasan sudah dilakukan antara Inggris dan Belanda pada tahun
 1892, kemudian tahun 1915, dan tahun 1928 dan terakhir tahun 1978 yang mengatur wilayah
 perbatasan antara kedua wilayah tersebut (Kompas.com, Rabu 25 Januari 2012).
 Nampaknya kasus sengketa perbatasan bukan saja melibatkan antara Indonesia dengan
 Malaysia, tetapi ada beberapa wilayah atau pulau tertentu yang juga menjadi daerah sengketa,
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 misalnya kasus Pulau Nipa antara Indonesia dengan Singapore, Pulau Sekatung (daerah
 Natuna) dengan Pulau Kondor antara Indonesia dengan Vietnam, Pulau Kisar antara
 Indonesia dengan Timor Timur Lorosae, dan belakangan yang menjadi menghangat kembali
 adalah Pulau Palmas (Miangas) antara Indonesia dengan Filipina.
 Begitu rawannya batas wilayah antar Negara, sehingga Panglima Tentara Nasional
 Indonesia, Jendral TNI Djoko Santoso secara tegas menyatakan bahwa dari sekitar 92 pulau
 terluar yang menjadi titik dasar dalam menetapkan garis batas wilayah NKRI, 12 pulau
 diantaranya memiliki potensi konflik dengan nagara lain (Kompas, Rabu 13 Januari 2010,
 halaman 5). Dari 12 pulau tersebut sebagian telah disebutkan di atas, antara lain adalah Pulau
 Rondo, Sekatung, Berhala, Nipa, Marore, Miangas, Marampit, Fani, Fanildo, Brass, Batek,
 dan Pulau Dana. Lokasi geografis ke-12 pulau terluar tersebut dapat dilihat seperti di bawah
 ini.
 12 PULAU KECIL TERLUAR
 YANG MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS
 P. RONDO
 06 04 30 N
 095 06 45 EP. BERHALA
 03 46 30 N
 094 30 03 E
 P. NIPAH
 01 09 13 N
 103 39 11E
 P. SEKATUNG
 04 47 38 N
 108 80 39 E
 P. MIANGAS
 05 34 02 N
 126 24 54 E
 P. MARORE
 04 44 14 N
 125 25 42 E
 JAKARTA
 P. BRAS
 00 56 57 N
 134 20 30 E
 P. FANI
 01 05 20 N
 131 15 35 E
 P. FANILDO
 00 56 22 N
 134 17 04 E
 P. DANA II
 10 50 00 S
 12 116 50 EP. DANA I
 10 59 57 S
 122 51 20 E
 P. BATEK
 09 15 00 S
 123 59 00 E
 ( Sumber : BNPP)
 Begitu pentingnya wilayah perbatasan ini, sehingga pemerintah menganggap perlu untuk
 membentuk lembaga Non-Kementrian khusus yang dinamakan Badan Nasional Pengelola
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 Perbatasan. Diharapkan lembaga ini dapat berfungsi sebagai ujung tombak dalam
 pengelolaan perbatasan bukan saja pemantauan terhadap batas wilayah misalnya
 kemungkinan bergesernya patok tetapi juga menyangkut permasalahan-permasalahan
 lainnya.
 Memang kasus perbatasan ini sekali lagi bukan hanya melibatkan dunia internasional,
 tetapi secara regional pada wilayah tertentu seperti beberapa contoh di atas atau bahkan
 secara nasional menjadi topik yang menarik terutama setelah era otonomi daerah
 didengungkan. Masing-masing daerah berusaha untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli
 Daerah) nya dengan berusaha menguasai atau mengklaim wilayah lain. Misalnya Banten
 melalui Tangerang mengklaim sekitar 22 Pulau di Kepulauan Seribu menjadi wilayahnya
 dengan alasan letak geografisnya berdekatan dengan Tangerang. Kemudian yang terakhir
 konflik rebutan Pulau Berhala antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau Kepulauan
 (sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Riau) yang oleh Kementrian Dalam Negeri
 diputuskan Jambi sebagai pemiliknya. Dan nampaknya masih banyak kasus-kasus sengketa
 perbatasan baik antar negara, antar provinsi atau antar kabupaten/kota.
 B. Perumusan Masalah
 Dengan melihat beberapa kasus tersebut di atas yang perlu harus dicermati adalah
 perbatasan khususnya dengan Negara lain dan wilayah yang mempunyai potensi
 kemungkinan konflik, karena kalau hanya konflik antar provinsi atau antar kabupaten secara
 nasional tidak terlalu menjadi masalah toh masih menjadi bagian dari wilayah NKRI, tetapi
 kalau konflik antara Negara kalau tidak didukung oleh dokumen dan bukti tertulis maka akan
 hilanglah sebagian pulau atau wilayah Indonesia dikuasai Negara lain.
 Oleh sebab itu untuk menjaga keutuhan wilayah provinsi atau kabupaten/kota atau
 bahkan wilayah NKRI khususnya di wilayah perbatasan serta kepemilikan pulau, maka
 dukungan arsip misalnya untuk pendataan jumlah dan penamaan pulau yang ada di Indonesia
 perlu didukung oleh bukti autentik berupa arsip dan dilaporkan kepada badan dunia sebagai
 bukti kepemilikan yang syah. Bukti perjanjian antara Indonesia dengan negara lain mengenai
 batas wilayah, landas kontinental, batas laut dan batas lainnya tetap dijaga keberadaannya
 jangan sampai bukti tersebut hilang atau dihilangkan.
 Dengan demikian, dukungan arsip tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan
 kepemilikan suatu wilayah tertentu. Atas dasar hal tersebut kajian ini akan menggali secara
 mendalam kasus-kasus perbatasan dan konflik wilayah yang dimenangkan karena dukungan
 arsipnya lebih lengkap dan akurat.
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 Sekali lagi, tulisan dalam kajian ini akan memfokuskan pada dukungan arsip sebagai
 informasi terekam dalam mengatasi kasus-kasus sengketa perbatasan. Adapun analisisnya
 dilakukan dengan kajian literatur yang melihat beberapa permasalahan dengan ketersediaan
 arsip yang lengkap dan akurat sehingga kasus gugatan kepemilikan dapat dimenangkan.
 LANDASAN TEORI
 A. Pengertian Pulau
 Pemahaman dan pengertian tentang pulau nampaknya masih menjadi perdebatan yang
 hangat sehingga data jumlah pulau yang dimiliki Indonesia juga berubah-ubah misalnya
 menurut Buku Pintar terbitan beberapa tahun lalu jumlah pulau di Indonesia ada 18.510,
 sementara versi yang lain menyebutkan ada 17.508 pulau, dan data terakhir berdasarkan
 survey geografi dan toponimi pada tahun 2010 yang dipimpin oleh BIG (Badan Informasi
 Geospasial) menyebutkan bahwa pulau di Indonesia sebanyak 13.466 pulau. Jumlah yang
 17.508 berdasarkan data sebelumnya adalah karena gosong dimasukkan sebagai pulau.
 Gosong adalah pada dasarnya merupakan gundukan pasir atau terumbu karang yang muncul
 saat air surut dan tenggelam saat pasang naik air laut. Adapun pengertian pulau menurut PBB
 adalah “obyek yang masih nampak saat air laut pasang” (Kompas, Rabu 8 Februari 2012).
 Sedangkan UNCLOS yang merupakan bagian dari PBB menyebutkan bahwa pulau adalah
 suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi air dan selalu berada di atas air
 pada saat air pasang.
 Dengan melihat pengertian atau definisi pulau tersebut di atas maka sekali lagi bahwa
 secara formal jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia adalah sebanyak 13.466 pulau dan
 ini sudah dilaporkan kepada PBB sebagai lembaga organisasi dunia untuk mendapat
 pengakuan secara internasional.
 B. Wilayah, Perbatasan dan Batas Wilayah
 Yang menarik bahwa tiga istilah yang tersebut di atas muncul dalam Undang-Undang
 Nomor 43 tentang Kearsipan mengenai perlindungan arsip terjaga yang antara lain berkaitan
 dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak
 karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis. Pengertian wilayah atau
 kewilayahan seperti tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI No. 18 Tahun 2011 tentang
 Tata Cara Pembuatan Daftar, Pemberkasan, dan Pelaporan serta Penyerahan Arsip
 Terjaga adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait
 padanya yang batas dari sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek
 fungsional. Masih dalam Peraturan Kepala ANRI yang sama, yang dimaksud dengan

Page 123
                        

121
 perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau
 yurisdiksi seperti Negara, Negara bagian atau wilayah subnasional.
 Dengan demikian wilayah perbatasan atau secara khusus disebut batas wilayah adalah
 wilayah geografis yang berhadapan dengan Negara tetangga, dengan penduduk yang
 bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosio-ekonomi, dan sosio-budaya
 dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan antar negara yang
 berbatasan (A. Hafil fuddin, Daftar Istilah/Pengertian Wilayah Perbatasan,
 http://dellimanusantara.com).
 Batas wilayah ini pada dasarnya dapat ditentukan antara dua atau lebih Negara, atau
 wilayah kekuasaan politik tertentu dengan menggunakan batas alamiah atau batas buatan
 manusia. Batas yang terbentuk secara alamiah misalnya sungai, gunung dan lainnya,
 sementara batas buatan manusia dapat berupa jembatan pemisah atau tembok dinding
 pemisah atau bahkan patok yang disepakati antar wilayah yang berkepentingan. Kesepakatan
 deliminasi yang merupakan penentuan dengan tepat batas-batas wilayah antar Negara
 misalnya yang memang seharusnya didokumentasikan dan sebagai bukti yang autentik jika
 kemudian hari terjadi sengketa atau konflik.
 C. Arsip sebagai Suatu Aset
 Kepemilikan suatu pulau atau suatu wilayah tertentu merupakan suatu aset yang dimiliki
 oleh suatu daerah tertentu atau suatu Negara. Oleh sebab itu keberadaan informasi arsip
 tentang hal tersebut perlu untuk tetap dijaga keberadaannya. Hal ini senada dengan apa yang
 dikemukakan oleh William Saffady dalam “Records and Information Management
 Fundamentals of Professional Practice” dimana dikatakan bahwa aset adalah suatu yang
 bernilai atau berharga. Sementara arsip berisi tentang informasi yang dibutuhkan dan pada
 beberapa kasus digunakan oleh organisasi yang menciptakan dan memeliharanya. Sehingga
 seluruh informasi yang terekam tersebut adalah merupakan aset bukan merupakan beban.
 Kemudian dikemukakan juga bahwa dengan demikian manajemen kearsipan yang sistematis
 merupakan salah satu aspek dalam aset manajemen yang dapat dicari secara efektif dari aset
 organisasi dalam rangka mendukung misi, tugas dan kegiatan operasional.
 Dengan pemahaman di atas bahwa pulau atau wilayah daratan merupakan suatu aset
 Negara yang perlu didukung oleh dokumen aset yang semuanya dikelola dengan
 menggunakan sistem kearsipan yang handal.
 Dengan melihat beberapa kasus sengketa batas wilayah tersebut di atas maka dapat
 dikatakan bahwa kelemahan kita adalah kurangnya perhatian terhadap dokumen aset sebagai
 http://dellimanusantara.com/
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 bukti kepemilikan dari suatu wilayah atau pulau tertentu. Sehingga tidaklah berlebihan jika
 banyak sengketa yang terjadi karena tidak didukung dokumen aset kepemilikan maka akan
 dimenangkan oleh pihak penggugat.
 Lebih lanjut lagi Saffady mengatakan bahwa di dalam pemerintahan, informasi terekam
 dalam bentuk arsip melindungi hak-hak warga Negara, kepemilikan atas properti, pembayar
 pajak dan lain-lain. Bukti kepemilikan bukan berarti hanya secara perorangan tetapi juga
 kepemilikan Negara atas suatu kewilayahan tertentu.
 Elizabeth Parker dalam “Managing Your Organization’s Records” mengatakan
 bahwa ada 4 keuntungan dari pengelolaan arsip secara baik dan benar, salah satunya adalah
 tersedianya bahan bukti yang lengkap dari kemungkinan adanya resiko hukum atas
 kemungkinan tuntutan pihak lain, ini terbukti dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan
 karena memang bukti dokumen autentik yang dimiliki Indonesia tidak selengkap yang
 dimiliki oleh Malaysia.
 METODOLOGI KAJIAN
 Dalam penulisan kajian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis dalam arti
 menggambarkan secara langsung dari data atau konsep teori yang ada dalam buku literatur,
 dari internet, peraturan perundangan atau data pendukung lainnya. Kemudian dari data dan
 konsep teori tersebut dianalisis dengan membandingkan antara teori dan konsep tentang batas
 wilayah, batas wilayah serta konsep tentang pulau yang kemudian dikaitkan dengan
 kemungkinan penyajian arsip sebagai alat bukti autentik dari kemungkinan konflik serta
 sengketa perbatasan.
 Adapun teknik pengumpulan data sepenuhnya dilakukan dengan cara telaah dokumen
 dari peraturan perundangan yang ada, buku literatur yang menyangkut masalah yang dibahas,
 dari artikel yang ada pada media massa atau berita di koran atau internet serta sumber
 sekunder lainnya. Dari hasil studi kepustakaan ini kemudian diolah serta dianalisis secara
 mendalam dengan membandingkan pada kenyataan-kenyataan di lapangan serta diantisipasi
 jangan sampai kasus tersebut terulang.
 PEMBAHASAN DAN ANALISIS
 Dukungan Arsip Sebagai Bahan Bukti Autentik
 Secara nasional kasus konflik perbatasan setelah era otonomi daerah baik antar Provinsi
 maupun antar Kabupaten semakin banyak terjadi, dan umumnya dimenangkan oleh suatu
 daerah jika didukung oleh dokumen sebagai bukti autentik yang lebih lengkap. Misalnya
 Kepulauan Seribu tetap menjadi wilayah DKI Jakarta walaupun sekitar 22 Pulau sempat

Page 125
                        

123
 diklaim oleh Banten, karena ternyata DKI Jakarta mempunyai dokumen yang lebih lengkap
 dibanding Tangerang (Banten), salah satunya bahwa sudah ada Undang-Undangnya yang
 menyatakan bahwa Kepulauan Seribu merupakan bagian dari Kabupaten yang sekarang
 wilayah Administratif dari Provinsi DKI Jakarta. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor
 34 Tahun 1999 tentang Provinsi DKI Jakarta, sementara Banten lewat Tangerang mengklaim
 setelah Undang-Undang tersebut lahir. Seperti konflik perbatasan dalam negeri lainnya, kasus
 Kepulauan Seribu ini juga karena alasan ekonomi dimana kepulauan tersebut dapat
 dieksploitasi untuk kepentingan dunia usaha yang tentunya diharapkan akan meningkatkan
 PAD-nya.
 Kepulauan Seribu ini walaupun namanya seribu tetapi ternyata jumlahnya hanya sekitar
 seratus lebih bahkan menurut data sekarang tinggal 108 pulau dari sebelumnya 130 pulau
 (Sekilas Sejarah Kepulauan Seribu, 18 Desember 2010), dengan jumlah penduduk sekitar
 25.000 jiwa.
 Demikian pula kasus Pulau Segama di Provinsi Lampung, dimana Kabupaten yang
 mengklaim kepemilikan Pulau tersebut mempunyai bukti dokumen yang lebih lengkap
 sehingga dimenangkan secara hukum, dampaknya adalah PAD-nya yang semula hanya 2
 Milyar setelah memenangkan klaim atas pulau tersebut maka PAD-nya naik menjadi 20
 Milyar.
 Sementara untuk kasus Pulau Berhala yang sebenarnya sengketa ini sudah cukup lama
 waktu itu adalah konflik antara Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi kemudian Provinsi Riau
 ada pemekaran menjadi 2 Provinsi yaitu Riau Kepulauan dan Riau daratan, sengketa ini
 dilanjutkan antara Jambi dengan Riau Kepulauan. Terakhir berdasarkan data dan dokumen
 yang diajukan dari kedua provinsi tersebut, maka dinyatakan bahwa pulau tersebut dimiliki
 oleh Provinsi Jambi dengan surat keputusan dari Menteri Dalam Negri Nomor 44/2011.
 Tetapi belakangan Provinsi Riau Kepulauan mengajukan gugatan ulang terhadap Peraturan
 Mendagri tersebut, yang didukung oleh para sejarawan yang mengatakan bahwa kepemilikan
 pulau tersebut oleh Jambi tidak didukung oleh validitas legalitas historis sejarah. Karena
 bukti kepemilikan pulau tersebut hanya berupa mitos atau legenda dan tulisan artikel di
 sebuah majalah geografi dan ensiklopedia di Belanda yang legalitasnya lemah karena bukan
 arsip.
 Masih terkait masalah Otonomi Daerah dimana daerah mempunyai kewenangan untuk
 mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan berusaha untuk meningkatkan
 PAD, ada kasus yang agak kontroversial yang berdampak kemungkinan bergesernya batas
 wilayah khususnya antar Negara. Kasus tersebut adalah penjualan pasir dari beberapa pulau
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 di wilayah Provinsi Riau Kepulauan ke Singapore. Pasir tersebut digunakan oleh Singapore
 untuk mereklamasi laut untuk menambah daratan. Dampak dari penjualan pasir tersebut
 ternyata luar biasa bukan hanya rusaknya lingkungan dari pulau yang dikeruk pasirnya tetapi
 kemungkinan ancaman tenggelamnya pulau tersebut apalagi dengan masalah Global
 Warming dimana dengan adanya pemanasan global akibat menipisnya lapisan ozon maka
 sebagian es pada kutub Utara dan Selatan mencair sehingga menyebabkan permukaan lautan
 semakin tinggi akibatnya sebagian pulau kemungkinan akan tenggelam termasuk pulau yang
 sudah dikeruk pasirnya, misalnya Pulau Sea Bait wilayah Riau Kepulauan (Media Indonesia,
 Minggu 15 Maret 2009, halaman 21).
 Dampak yang lain adalah kemungkinan bergesernya batas wilayah karena daratan
 Singapore menjadi lebih luas, dan juga kemungkinan bergesernya ZEE (Zone Economy
 Exclusive). Dampak ini jauh lebih merugikan dibandingkan dengan PAD yang diperoleh
 melalui penjualan pasir tersebut.
 Selain faktor alam berupa perubahan iklim seperti yang telah disebutkan di atas, adalah
 factor abrasi, dimana diperkirakan ada sekitar 120 pulau di wilayah Riau Kepulauan
 berpotensi tenggelam, terutama di wilayah Natuna dan Anambas. Untuk mengatasi hal
 tersebut di atas perlu adanya pencegahan berupa penanaman pohon bakau untuk penahan
 ombak lautan dari kemungkinan abrasi tersebut. Juga dapat dilakukan dengan menjaga
 bentangan terumbu karang. Pembatasan dan pengawasan terhadap reklamasi pantai dari pulau
 lain juga perlu mendapat perhatian termasuk pembangunan sentra pariwisata yang karena
 bebannya cukup masif perlu dipertimbangkan (Kompas, Senin, 11 Juni 2012, halaman 23).
 Kemudian lebih lanjut lagi dikemukakan bahwa jangan sampai kasus Pulau Nipa yang
 berbatasan dengan Singapore beberapa tahun lalu yang hampir tenggelam yang akan
 berdampak terhadap bergesernya batas wilayah dan berpotensi akan kehilangan beberapa
 pulau di perbatasan terulang kembali.
 Untuk skala regional, berdasarkan kenyataan dan pengalaman dimana beberapa pulau
 kita dikuasai dan diklaim oleh Negara lain karena dukungan dokumen atau arsip yang
 digunakan sebagai bukti autentik lemah, maka perlu penyediaan bahan bukti tersebut
 manakala negara lain ingin menguasai wilayah tersebut. Sebagai contoh kasus Pulau Sipadan
 dan Ligitan, sebetulnya kasus ini sudah lama diajukan ke Mahkamah Internasional yaitu pada
 era Orde Baru masih berkuasa dan baru beberapa tahun yang lalu (10 tahun yang lalu)
 diputuskan bahwa kedua pulau tersebut milik Malaysia. Kedua pulau tersebut mempunyai
 luas sekitar 68.000 m2 (Pulau Sipadan dengan luas 50.000 m
 2, Pulau Ligitan 18.000 m
 2)
 semula merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. Sengketa tersebut diawali pada
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 tahun 1967 dimana kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia memasukkan dua pulau
 tersebut kedalam wilayahnya masing-masing sehingga dinyatakan kedua pulau tersebut
 menjadi status quo. Kemudian Malaysia mulai melakukan pembangunan resort pariwisata, di
 sini nampaknya Malaysia lebih agresif dengan mencoba memanfaatkan kedua pulau tersebut
 untuk kepentingan negaranya, sehingga pada tahun 1969 secara resmi Malaysia memasukkan
 kedua pulau tersebut kedalam peta nasionalnya.
 Perdebatan antar dua Negara terus berlanjut, sehingga pada tahun 1976 membawa kasus
 tersebut kedalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN di Bali, dengan menyepakati
 Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC (Treaty of Aminity and
 Cooperation). Persengketaan semakin memanas ketika Malaysia menempatkan polisi hutan
 (sejenis Brimob) di kedua pulau tersebut serta melakukan pengusiran terhadap WNI dan
 meminta kepada Indonesia untuk mencabut klaim atas kepemilikan kedua pulau tersebut.
 Puncaknya adalah pada tahun 1998, masalah ini dibawa ke Mahkamah Internasional. Proses
 pembahasannya memakan waktu yang cukup lama dan baru pada tanggal 17 Desember 2002
 Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedua pulau tersebut masuk wilayah Malaysia
 dari keputusan 17 hakim yang terdiri dari 15 hakim tetap dan masing-masing 1 hakim dari
 Indonesia dan Malaysia.
 Adapun beberapa pertimbangan mengapa Malaysia dimenangkan karena pertama dari
 segi pemanfaatan bahwa Malaysia sudah lebih banyak memanfaatkan kedua pulau tersebut
 yaitu dengan dibangunnya resort pariwisata, walaupun ini bukan merupakan pertimbangan
 utama. Selain pemanfaatan didukung pula oleh dokumen lainnya seperti kencenderungan
 penduduk pada wilayah perbatasan karena kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap
 mereka sehingga ada semacam kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk perbatasan
 pada dua negara tersebut. Sehingga banyak masyarakat di perbatasan yang merasa bangga
 dan senang kalau memiliki Kartu Keterangan Penduduk (ID Card) dari Negara tetangga
 dengan harapan akan lebih mudah untuk menjadi tenaga kerja di Negara tersebut yang tentu
 saja dari segi pendapatan jauh lebih tinggi.
 Tetapi alasan yang paling kuat berupa bukti autentik yang diajukan Malaysia adalah
 dokumen lama dengan berbahasa Inggris yang disampaikan kepada Mahkamah Internasional,
 berupa usaha pemerintah Inggris melakukan tindakan administratif secara nyata dalam bentuk
 penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan
 telur penyu sejak tahun 1930, bukti ini memberatkan Indonesia sehingga dinyatakan bahwa
 kedua pulau tersebut merupakan wilayah Malaysia. Karena kita tahu Malaysia jajahan
 Inggris, sementara Indonesia jajahan Belanda. Malaysia menyodorkan dokumen lama dan
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 autentik dengan bahasa Inggris, sedangkan Indonesia menganggap bahwa kedua pulau
 tersebut sebagai rangkaian kepemilikan Sultan Sulu (Chain of Title) dan tidak memiliki
 dokumen lama atau tidak selengkap Malaysia atas kepemilikan kedua pulau tersebut
 (Wikipedia).
 Mengenai kesenjangan social dan ekonomi juga dirasakan pada masyarakat perbatasan
 sepanjang Kalimantan kurang lebih 2004 km antara Kalimantan Barat khususnya dengan
 Negara Bagian Sarawak (bandingkan panjang perbatasan darat antara Korea Utara dan Korea
 Selatan hanya sekitar 400 km). Wilayah perbatasan darat tadi tergolong daerah tertinggal
 dengan sumber daya manusia yang kapasitas dan kualitasnya rendah (Kompas, Rabu 13
 Januari 2010, halaman 5). Hal ini disebabkan karena factor infrastruktur dan sarana
 komunikasi yang jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga. Masyarakat perbatasan akan
 lebih mudah dan lebih dekat mengakses untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari di Negara
 tetangga dibandingkan di wilayah Indonesia. Juga sarana komunikasi baik radio atau
 pemancar televisi akan lebih mudah kalau menangkap jaringan dari negara tetangga.
 Belum lengkapnya dukungan dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai bahan bukti
 yang autentik antara lain adalah belum adanya kesepakatan dan belum tuntasnya perundingan
 atau perjanjian yang menetapkan batas wilayah tiap Negara di antara 10 negara yang
 berbatasan dengan Indonesia. Tetapi walaupun demikian ada beberapa dokumen lama yang
 tersimpan di ANRI yang dapat dijadikan sebagai bukti autentik misalnya beberapa perjanjian
 lama atau traktat antara negara penjajah dengan negara penjajah tetangga, misalnya seperti
 kasus Pulau Miangas.
 Khusus untuk kasus Pulau Miangas ini memang perlu ada kahati-hatian dari Indonesia,
 karena ternyata di dalam peta wilayah pariwisata pada bandara internasional Davao City
 memasukkan Pulau Miangas kedalam wilayah Filipina. Kemudian kalau dilihat secara
 historis Pulau Miangas dengan nama aslinya Isla de Palmas diserahkan Spanyol ke Amerika
 Serikat sesuai dengan Traktat Paris pada tahun 1898. Kemudian pada tahun 1906 Jendral
 Amerika Serikat yang bernama Leonard Wood datang ke Pulau tersebut, ternyata dia baru
 menyadari bahwa Hindia Belanda mengklaim kedaulatan atas pulau tersebut. Pada tahun
 1925 masalah ini dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag, dan baru pada bulan
 April 1928 Mahkamah memutuskan bahwa Miangas masuk wilayah Belanda. Dan dalam
 rangkaian kesepakatan pada tahun 1956 hingga tahun 1974, Miangas diputuskan menjadi
 wilayah Indonesia (Media Indonesia, Selasa 10 Februari 2009).
 Dengan melihat sejarah tersebut yang harus dicermati adalah ketersediaan dokumen
 penting tersebut sebagai bahan bukti autentik, jika ada gugatan dari negara lain dalam hal ini
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 Filipina secara hukum dan secara autentik Indonesia masih menang dan tetap Miangas
 sebagai wilayah NKRI.
 Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah pendataan secara administratif
 penamaan pulau yang secara hukum tercatat dan terdokumentasikan sebagai sesuatu yang
 legal dan mempunyai kekuatan hukum. Karena disinyalir ada sekitar 60% pulau di Indonesia
 yang belum bernama dan tidak ada dokumen resmi berkekuatan hukum mengenai nama dan
 jumlah pulau yang ada (Alex Retraubun, Kompas, Senin 9 November 2009, halaman 13).
 Oleh sebab itu selalu menjadi perdebatan katika ditanya berapa jumlah pulau yang dimiliki
 Indonesia. Sementara ini yang telah terdokumentasikan sebanyak 13.000-an pulau dan pada
 tahun 2007, telah terdepositkan sekitar 4.981 nama pulau ke PBB di New York, USA.
 Dengan adanya pendataan terhadap penamaan dan pendokumentasian nama-nama pulau
 tersebut maka secara hukum menjadi kuat karena semua tercatat pada PBB, sehingga kalau
 ada tuntutan atau gugatan dari negara lain maka secara hukum menjadi bukti autentik.
 Dengan kata lain bahwa pendokumentasian tersebut sebagai salah satu bentuk arsip sebagai
 pendukung dan bukti yang syah dari kemungkinan klaim atau gugatan negara lain.
 Adapun data resmi yang dikeluarkan oleh BIG (Badan Informasi Geospasial) bahwa
 jumlah pulau yang dimiliki Indonesia adalah 13.466 pulau berdasarkan survey geografi dan
 toponimi pada tahun 2010, dan hasilnya sudah dilaporkan kepada PBB (United Nations
 Groups of Experts on Geographical Names) tahun lalu sebagai bukti autentik secara
 administratif. Sekali lagi dokumentasi dari pendataan pulau tersebut serta bukti pelaporan
 serta pengesahan atau persetujuan dari PBB tersebut itulah yang nantinya perlu dikelola
 sebagai bahan bukti keberadaan kepulauan dan batas wilayah yang secara absah diakui dunia.
 KESIMPULAN
 Arsip yang menyangkut masalah Kewilayahan, Perbatasan dan Kepulauan merupakan
 beberapa jenis arsip yang dalam Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan diistilahkan
 sebagai arsip terjaga. Karena berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa
 dan negara sehingga perlu perlindungan khusus oleh lembaga pencipta arsip. Konflik antar
 negara, antar provinsi atau antar kabupaten/kota yang menyangkut masalah perbatasan atau
 batas wilayah akan dimenangkan oleh wilayah lain jika tidak didukung oleh arsip atau
 dokumen sebagai bahan bukti autentik. Pengalaman pahit lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan
 hendaknya menjadi pelajaran perlunya penyelamatan arsip tentang kepemilikan dan batas
 wilayah lainnya agar tidak lepas dari NKRI. Demikian pula dengan lembaga pencipta tingkat
 provinsi serta kabupaten/kota, arsip yang menyangkut masalah perbatasan dengan wilayah

Page 130
                        

128
 lain harus tetap terjaga dan terpelihara, untuk menghindari tuntutan atau klaim dari wilayah
 lainnya.
 Untuk skala nasional pendataan tentang lokasi, luas wilayah serta penamaan pulau di
 seluruh NKRI juga perlu dilakukan sebagai bukti kepada dunia internasional. Data tentang
 jumlah dan nama serta lokasi pulau-pulau tersebut harus dilaporkan kepada badan yang
 menangani bidang tersebut di PBB agar semua terdokumentasikan sebagai bahan bukti
 keberadaan yang autentik.
 DAFTAR PUSTAKA
 Hafil fuddin, A., Daftar Istilah/Pengertian Wilayah Perbatasan, http://dellimanusantara.com.
 Kompas, 13 Januari 2010, hal 5;
 Kompas, 25 Januari 2012, hal 11;
 Kompas, 8 Februari 2012;
 Kompas, 11 Juni 2012;
 Kompas.com, 25 Januari 2012
 Media Indonesia, 10 Februari 2009;
 Media Indonesia, 15 Maret 2009, hal 21.
 Parker, Elizabeth, Managing Your Organization’s Records, Library Association Publishing,
 London, 1999;
 Retraubun, Alex, Kompas 9 November 2009, halaman 13;
 Saffady, William, Records and Information Management Fundamentals of Professional
 Practice, ARMA Internationa, USA, 2004
 ….Sekilas Sejarah Kepulauan Seribu, 18 Desember 2010;
 Okezone.com, 14 Desember 2011;
 Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan
 Daftar, Pemberkasan, dan Pelaporan serta Penyerahan Arsip Terjaga Jakarta, 2011;
 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009, Tentang Kearsipan, Jakarta, 2009;
 http://dellimanusantara.com/

Page 131
                        

129
 STRATEGI PRESERVASI ARSIP STATIS DALAM RANGKA MENJAMIN KELESTARIAN
 ARSIP STATIS SEBAGAI MEMORI KOLEKTIF BANGSA PADA LEMBAGA KEARSIPAN
 Azmi
 Abstract
 It is stated on the Act Number 43 of 2009 concerning Archives that due to their locale of
 jurisdiction, archival institutions retain functions, duties, and responsibilities in the field of
 archives management. The objective is to assure the safekeeping of archives as national
 responsibility for society, state and nation. Therefore, archival institutions must have
 commitment to acquire safety and sustainability of archives which is being managed.
 Generally, Archival institutions experience some inadequacies in performing archives
 management as their functions and duties. Namely, Formal policies on archives preservation
 have not been formed, stakeholders development has not been optimized, socializations are
 limited, resources (human, infrastructures, budgets) are restraint, and also archival
 partnerships have not been maximized yet. In contrast, the number of archives are increasing
 since the reformation of Indonesian government system. Archives are consigned by creators
 to not only local and national archival institutions, but also to high education institutions.
 These resulted complexicity on archives preservation and difficulties in fulfilling the
 prerequisite of archival public access as collective memory of the nation. Also, globalized
 information, knowledge development, archival practise encourage it.
 In reference to the circumstances, commitment on archives preservation should be
 established by authorities of every archival institutions level. It can be built by organizing
 strategies on archives preservation at their institutions. The strategies hold national archives
 framework system, including visions, missions, and work target. They grasp seven important
 aspects of archives management, namely guidelines/standards, stakeholders and human
 resources development, modernization, infrastructures, socializations, partnership, and fund.
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 Keywords: archival institutions, archives management, strategy, archival preservation,
 collective memory of the nation.
 A. Pendahuluan
 Pasal 19 sampai dengan 27 Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
 dengan jelas mengamanatkan kepada lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah
 kewenangannya - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), arsip daerah provinsi, arsip
 daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi - wajib melaksanakan pengelolaan arsip
 statis yang diterima dari pencipta arsip (kelembagaan maupun perseorangan). Lembaga
 kearsipan melaksanakan pengelolaan arsip statis dengan tujuan untuk menjamin keselamatan
 arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
 bernegara.
 Pengelolaan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa oleh lembaga kearsipan
 (institutional archives) dilaksanakan melalui empat pilar kegiatan yaitu akuisisi, pengolahan,
 preservasi, dan akses arsip statis. Salah satu dari empat kegiatan dalam rangka pengelolaan
 arsip statis, kegiatan preservasi memiliki posisi paling strategis (the most strategic). Alasan
 rasionalnya adalah karena keberadaan dan ketersedian arsip statis sebagai memori kolektif
 bangsa pada lembaga kearsipan terkait erat dengan bagaimana arsip statis (archives) hasil
 akuisisi dipelihara dengan benar, sehingga dapat diolah serta diakses untuk kepentingan
 penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penyebaran informasi,
 pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.
 Namun demikian, preservasi arsip statis sebagai memori kolektif bangsa (nation’s
 collective memory) bukanlah hal yang mudah sehingga memerlukan strategi agar khazanah
 arsip statis pada lembaga kearsipan dapat dipertahankan selama mungkin atau lestari.
 Preservasi arsip statis pada lembaga kearsipan di seluruh dunia termasuk di Indonesia
 menghadapi masalah yang serius dengan kelestarian khazanah arsip statis yang dikelolanya
 karena ancaman kerusakan oleh ”musuh abadi” arsip, yaitu faktor perusak arsip baik yang
 berasal dari faktor internal maupun eksternal.
 Faktor perusak internal (intern) arsip statis berasal dari dalam arsip sendiri, seperti
 penggunaan bahan–bahan yang berbahaya dalam proses pembuatan bahan dasar arsip (lignin
 dan alum rosin), dan penggunaan tinta yang bersifat asam. Sedangkan faktor perusak
 eksternal (extern) arsip statis berasal dari lingkungan tempat arsip statis disimpan, seperti
 suhu dan kelembaban udara yang tidak stabil, sinar ultraviolet, polusi udara; hama perusak
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 arsip statis (jamur/kapang, serangga, dan binatang pengerat), sarana penyimpanan, dan faktor
 manusia seperti ketidakpedulian ketika menangani arsip serta pencurian.
 Kelestarian khazanah arsip statis sebagai memori kolektif bangsa pada lembaga
 kearsipan berkorelasi langsung dengan kebijakan preservasi arsip statis yang dibuat dan
 diterapkan oleh lembaga kearsipan. Korelasi ini terjadi karena kelestarian arsip statis terkait
 dengan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK), pembinaan stakeholders, metode, sumber
 daya manusia (SDM), prasarana dan sarana, kerja sama, serta pendanaan prservasi arsip statis
 yang dilaksanakan oleh lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah kewenangannya.
 Dengan demikian, apabila program dan kegiatan preservasi arsip statis pada lembaga
 kearsipan dilaksanakan secara benar dengan berlandaskan pada kaidah-kaidah kearsipan dan
 kerangka kerja yang jelas, maka akan berpengaruh terhadap kelestarian arsip statis pada
 lembaga kearsipan yang pada akhirnya berdampak terhadap tingkat aksesibilitas dan kualitas
 layanan publik terhadap arsip statis. Oleh karena itu, dalam tulisan singkat ini penulis akan
 membahas pentingnya strategi preservasi arsip statis dalam rangka menjamin kelestarian
 arsip statis sebagai memori kolektif bangsa pada lembaga kearsipan.
 B. Permasalahan
 Secara alami keberadaan media arsip statis pada lembaga kearsipan akan mengalami
 proses kerusakan dan penurunan ketahanan jika disimpan dalam jangka waktu lama. Kertas
 sebagai salah satu jenis arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan, yang bahannya
 dibuat dari unsur organik merupakan bahan yang dapat terurai seiring dengan berjalannya
 waktu. Demikian pula arsip jenis lainnya seperti arsip foto, film, video, rekaman suara, dan
 bahan digital memiliki risiko kerusakan karena mengandung bahan-bahan yang tidak stabil.
 Proses kerusakan dan penurunan ketahanan media arsip akan terus berjalan dan sering tidak
 diketahui sehingga sulit untuk dicegah. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah
 memperlambat dan mengurangi tingkat kerusakan yang terjadi serta menjamin arsip statis
 pada lembaga kearsipan tersimpan di lingkungan yang aman sehingga arsip statis dapat
 diakses dan dimanfaatkan dengan baik.
 Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa
 lembaga kearsipan sesuai wilayah yuridiksinya memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab
 di bidang pengelolaan arsip statis. Oleh karena itu, lembaga kearsipan harus memiliki
 komitmen untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis yang dikelolanya.
 Untuk menjalankan fungsi dan tugas pengelolaan arsip statis, lembaga kearsipan umumnya
 memiliki beberapa keterbatasan, seperti belum adanya kebijakan formal mengenai preservasi,
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 belum optimalnya pembinaan stakeholders, kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya
 (SDM, prasarana dan sarana, pendanaan), serta belum maksimalnya kerja sama kearsipan.
 Pada sisi lain, reformasi sistem pemerintahan di Indonesia telah membawa dampak terhadap
 meningkatnya volume arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip kepada lembaga
 kearsipan baik tingkat pusat, daerah, dan perguruan tinggi. Globalisasi informasi dan
 kemajuan ilmu pengetahuan serta praktik kearsipan ikut berpengaruh terhadap kompleksitas
 pelestarian arsip statis dan tuntutan kebutuhan akses publik terhadap arsip statis sebagai
 memori kolektif bangsa pada lembaga kearsipan.
 Menghadapi kondisi seperti tersebut di atas, maka otoritas pada setiap level lembaga
 kearsipan harus memberikan bukti komitmennya dalam melestarikan arsip statis sebagai
 memori kolektif bangsa melalui penyusunan strategi preservasi arsip statis pada lembaga
 yang dipimpinnya. Penyusunan strategi preservasi arsip statis pada lembaga kearsipan
 mengacu kepada visi, misi, program, dan sasaran kerja kearsipan dengan mencakup tujuh
 aspek penting dalam penyelenggaraan kearsipan statis yang harus dilaksanakan yaitu
 pedoman/standar, pembinaan stakeholders, pengembangan SDM, modernisasi, prasarana dan
 sarana, sosialisasi, kerja sama, dan pendanaan.
 C. Perumusan Masalah
 Perumusan strategi preservasi arsip statis sebagai memori kolektif pada lembaga
 kearsipan, berangkat dengan pertanyaan umum penelitian (grandtour question), yaitu
 ”Bagaimana strategi preservasi arsip statis dalam rangka menjamin kelestarian arsip statis
 sebagai memori kolektif pada lembaga kearsipan?”. Untuk lebih fokus terhadap sasaran maka
 pertanyaan umum ini dirumuskan dalam beberapa sub pertanyaan (subquestions), sebagai
 berikut:
 1. Bagaimana pedoman, standar, prosedur, kriteria preservasi arsip statis?
 2. Bagaimana pembinaan stakeholders arsip statis ?
 3. Bagaimana metode preservasi arsip statis?
 4. Bagaimana sumber daya manusia preservasi arsip statis?
 5. Bagaimana prasarana dan sarana preservasi arsip statis?
 6. Bagaimana sosialisasi program preservasi arsip statis?
 7. Bagaimana kerja sama preservasi arsip statis?
 8. Bagaimana pendanaan preservasi arsip statis?
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 D. Kerangka Konseptual
 1. Pengelolaan Arsip Statis
 Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
 mendefinisikan pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien,
 efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan,
 pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. Pengelolaan
 arsip statis ini dilaksanakan oleh lembaga kearsipan untuk menjamin keselamatan arsip
 sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
 bernegara.
 Schelenberg (1956), menyebutkan pengelolaan arsip statis adalah kegiatan mengelola
 arsip statis (archives) meliputi :
 a. Penyusutan – menilai arsip yang diusulkan oleh instansi pencipta.
 b. Perawatan dan penataan – pengepakkan, pelabelan dan reproduksi.
 c. Pendeskripsian dan penerbitan – deskripsi arsip dan pembuatan jalan masuk.
 d. Pelayanan referensi – mencari, meminjamkan arsip, menyediakan ruang penelitian.
 Michel Roper (1993), menyebutkan pengelolaan arsip statis adalah kegiatan mengelola
 arsip statis (archives) meliputi:
 a. Penilaian dan akuisisi (appraisal and acquisition).
 b. Perlindungan dan perawatan (conservation).
 c. Penataan dan pendeskripsian (arrangement and description).
 d. Akses dan layanan (access and service).
 e. Penyuluhan masyarakat (publish).
 Pada sisi lain, Mc Kemmish (1993), menyebutkan pengelolaan arsip statis adalah
 kegiatan mengelola arsip statis (archives) yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 a. Penilaian dan akuisisi (acqusition and appraisal).
 1) Contact /negotiation.
 2) Macro surveying (identification of potential achives).
 3) Micro surveying (appraisal, disposal schedulling).
 4) Transferring.
 b. Penataan dan pendeskripsian (arrangement and description).
 c. Preservasi (preservation).
 d. Layanan informasi (reference).
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 e. Pendidikan kepada pengguna arsip dan hubungan masyarakat (user education and public
 relations)
 2. Preservasi Arsip Statis
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) kata “preservasi” berarti pengawetan,
 pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan. Sedangkan, kata “pelestarian” berasal dari kata
 dasar “lestari” yang berarti tetap, seperti semula, bertahan, tidak berubah atau kekal. Kata
 “pelestarian” berarti proses atau cara atau pembuatan untuk melestarikan.
 Apabila kata “preservasi” jika dirangkai dengan dengan kata “arsip” maka menjadi
 “preservasi arsip” yang berarti sebagai pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, dan
 perlindungan terhadap arsip. Sedangkan kata “pelestarian” jika dirangkai dengan kata “arsip”
 maka menjadi “pelestarian arsip” yang berarti kegiatan yang dilakukan untuk melindungi
 arsip dari kerusakan atau kemusnahan. Konsep ”arsip” di sini adalah konsep ”arsip statis”
 yaitu arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan (historical value).
 Dalam konsep kearsipan, istilah ”pelestarian arsip” sering digunakan sebagai pengganti
 istilah “preservasi arsip” atau sebaliknya. Kedua istilah ini pada dasarnya adalah tindakan
 yang dilakukan untuk memungkinkan arsip statis baik fisik dan informasinya dapat disimpan
 dan dipertahankan selama mungkin di lembaga kearsipan. Menurut Ellis (1993) preservasi
 adalah tindakan yang memungkinkan bahan arsip dapat dipertahankan dalam jangka waktu
 lama melalui kegiatan penyimpanan, perlindungan, dan pemeliharaan arsip statis di lembaga
 kearsipan.
 Walne (1988) mendefinisikan preservasi sebagai proses perlindungan arsip dari
 kerusakan ataupun penurunan daya tahan serta tindakan perbaikan terhadap arsip yang
 mengalami kerusakan atau penurunan. Sementara itu, menurut Bellardo (1992), termasuk
 dalam kegiatan preservasi adalah memindahkan informasi arsip yang terekam dalam suatu
 media ke media lainnya, misalnya ke microfilm.
 Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsep
 ”preservasi” dan konsep ”pelestarian” memiliki makna dan lingkup yang sama yaitu kegiatan
 pemeliharaan, perawatan, penyimpanan, dan pengamanan atau perlindungan arsip statis baik
 fisik dan informasinya, bahan serta peralatan yang digunakan. Jadi, preservasi atau
 pelestarian arsip statis secara umum bertujuan untuk melindungi fisik dan informasi arsip
 statis agar memiliki ketahanan yang optimal, menghindarkan kerusakan sehingga fisik dan
 informasi yang dikandunganya dapat terlindungi selama mungkin.
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 Preservasi atau pelestarian arsip statis meliputi kegiatan:
 1. Pemeliharaan dan penjagaan arsip statis terhadap berbagai faktor perusak arsip, baik
 yang diakibatkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal (tindakan yang bersifat
 pencegahan atau preventif).
 2. Perawatan dan perbaikan terhadap arsip statis apabila suatu waktu terjadi kerusakan
 (tindakan yang bersifat kuratif atau korektif).
 3. Pengamanan dan perlindungan terutama terhadap informasi yang terkandung dalam arsip
 statis.
 Selain istilah”preservasi” dan ”pelestarian”, istilah lain yang sering digunakan untuk
 merujuk kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian arsip statis pada lembaga kearsipan
 adalah istilah ”konservasi arsip” (archival conservation). Dalam konteks penyelenggaraan
 kearsipan di Indonesia, konsep ”konservasi arsip” merupakan bagian dari ”preservasi arsip”.
 Menurut Ellis (1993) konservasi adalah proses dari preservasi secara fisik terhadap media
 rekam asli arsip. Dalam pelaksanaanya konservasi ini menyangkut dua hal, yaitu: konservasi
 yang bersifat pencegahan (preventive conservation) dan konservasi yang bersifat perbaikan
 (restoration conservation).
 Konservasi preventif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, menghambat atau
 menghindari degradasi atau kerusakan arsip yang diakibatkan oleh faktor penyebab
 kerusakan arsip, misalnya dengan melakukan kontrol terhadap lingkungan penyimpanan
 arsip, pengaman terhadap penyimpanan arsip, intalasi untuk pengamanan arsip (warning
 device). Termasuk dalam kegiatan konservasi preventif ini adalah kegiatan reproduksi
 terhadap arsip yang fragile. Konservasi preventif sering juga disebut sebagai konservasi
 makro (macro conservation). Sedangkan Konservasi restorasi adalah kegiatan yang dilakukan
 untuk memperbaiki kerusakan terhadap fisik arsip agar semaksimal mungkin dapat kembali
 ke kondisi awal arsip. Konservasi restorasi ini sering juga disebut sebagai “konservasi mikro”
 (micro conservation).
 Model hubungan preservasi arsip statis dengan pengelolaan arsip statis dalam konteks
 sistem pengelolaan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa pada lembaga kearsipan dapat
 digambarkan seperti berikut ini:
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 PROSES
 1. Akuisisi Arsip Statis
 2. Pengolahan Arsip Statis
 3. Preservasi Arsip Statis
 4. Akses Arsip Statis
 KONTROL1. Peraturan Per-UU-an
 2. Kaidah-kaidah Kearsipan
 SUMBER DAYA PENDUKUNG1. Sumber Daya Manusia
 2. Prasarana dan Sarana
 3. Pendanaan
 OUTPUTArsip statis yg
 autentik dan
 reliabel serta dapat digunakan
 sebagai nemori kolektif bangsa
 dan bahan
 pertangungjawaban nasionall
 INPUTArsip statis dari
 pencipta arsip
 tingkat pusat, tingkat
 daerah provinsi,
 tingkat daerah
 kabupaten/kota, dan
 tingkat perguruan
 tinggi
 OUTCOMETersedianya arsip
 statis sbg identitas
 dan memori kolektif
 bangsa, serta bahan
 pertanggungjawaba
 n dalam kehidupan
 bermasyarakat,
 berbangsa, dan
 bernegara
 POSISI PRESERVASI ARSIP STATIS DALAM KONTEKS SISTEM PENGELOLAAN ARSIP STATIS PADA LEMBAGA KEARSIPAN
 Gambar 1. Model hubungan preservasi arsip statis dengan pengelolaan arsip statis
 E. Formulasi Strategi Preservasi Arsip Statis
 Strategi preservasi arsip statis adalah pola untuk merumuskan kebijakan, keputusan
 alokasi sumber daya, dan langkah lembaga kearsipan untuk mengatasi isu strategis dalam
 mencapai tujuan preservasi arsip statis. Menentukan strategi preservasi arsip statis yang
 efektif harus mengacu kepada visi dan misi lembaga serta memperhatikan faktor internal dan
 ekternal yang dihadapi oleh lembaga kearsipan.
 Formulasi strategi preservasi arsip statis merupakan proses kerja yang kreatif dan harus
 sesuai dengan kebutuhan, dapat diterima, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan secara legal
 dan moral. Dalam merumuskan strategi preservasi arsip statis perlu memperhatikan strategi
 yang sudah ada. Strategi yang sudah ada dan efektif perlu dipertahankan dan dikembangkan
 menjadi lebih efektif.
 Dalam konteks penyelenggaraan kearsipan nasional, strategi preservasi arsip statis
 merupakan bagian dari penetapan kebijakan bidang pengelolaan arsip sebagaimana yang
 dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
 Strategi preservasi arsip statis merupakan komitmen lembaga kearsipan untuk menyimpan,
 memelihara, dan melindungi arsip statis sebagai memori kolektif bangsa sehingga dapat
 lestari. Strategi preservasi arsip statis merupakan arahan otoritas tertinggi lembaga kearsipan
 kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional arsiparis di lingkungannya dalam
 melaksanakan kerangka kerja preservasi arsip statis sebagai memori kolektif bangsa.
 Strategi preservasi arsip statis yang ditetapkan oleh otoritas lembaga kearsipan sangat
 diperlukan karena merupakan kerangka kerja atau haluan untuk mempertahankan kelestarian
 arsip statis sebagai memori kolektif bangsa pada lembaga kearsipan yang dipimpinnya. Ada
 beberapa aspek penting yang harus diperhatikan oleh otoritas lembaga kearsipan terkait
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 dengan formulasi strategi preservasi arsip statis di lingkungan lembaga kearsipan, yaitu
 aspek: pedoman/standar, pembinaan stakeholders, pengembangan SDM, modernisasi,
 prasarana dan sarana, sosialisasi, kerja sama, dan pendanaan.
 Model kerangka berfikir formulasi strategi preservasi arsip statis dalam rangka menjamin
 kelestarian arsip statis sebagai memori koelktif bangsa pada lembaga kearsipan dapat
 digambarkan sebagai berikut:
 MODEL KERANGKA BERPIKIR FORMULASI STRATEGI PRESERVASI ARSIP STATIS
 Sosialisasi
 Pembinaan
 Stakeholders
 Pengembangan SDM
 Metode Preservasi
 Pedoman/Standard Preservasi Arsip Statis
 Pendanaan Modernisasi Prasarana dan Sarana
 Arsip statis sbg memori kolektif
 bangsa terjamin kelestariannya
 untuk dimanfaatkan bagi
 kepentingan pemerintahan dan
 layanan publik
 Kerja Sama
 1
 2
 3
 677
 6
 8 5
 4
 Gambar 2. Model kerangka berfikir formulasi strategi preservasi arsip statis
 Keterangan Gambar
 1. Pedoman/Standar
 Agar pelaksanaan preservasi arsip statis sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan
 ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan pedoman atau standar preservasi arsip
 statis yang disusun secara nasional dan internasional. Pedoman/standar preservasi arsi statis
 sebagai instrumen kontrol terhadap pelaksanaan preservasi arsip statis pada lembaga
 kearsipan. Oleh karena itu, pedoman/standar preservasi arsip statis dijadikan kebijakan
 formal otoritas tertinggi lembaga kearsipan yang disusun dalam bentuk peraturan kepala
 lembaga kearsipan, peraturan pimpinan daerah, peraturan rektor atau sebutan nama lain yang
 mengacu kepada kebijakan kearsipan nasional.
 Pedoman atau standar harus memuat prinsip-prinsip preservasi arsip statis, yaitu:
 a. Arsip statis harus dilestarikan selamanya;
 b. Semua aspek dari format asli meliputi nilai kesejarahan, teks, gambar, dan keadaan fisik
 lainnya tetap dilestarikan;
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 c. Tindakan preservasi preventif dilakukan untuk mencegah dan mengurangi semua efek
 kerusakan pada arsip statis;
 d. Tindakan preservasi kuratif dilakukan terhadap arsip yang teridentifikasi mengalami
 kerusakan arsip dan terhadap arsip yang sudah diprioritaskan untuk pemulihannya; dan
 e. Semua tindakan di atas dilakukan secara profesional sesuai standar.
 Lembaga kearsipan sebagai pengelola arsip statis merupakan institusi budaya utama
 dalam masyarakat Indonesia yang berfungsi sebagai pusat penelitian, penyimpanan bukti
 sejarah, tempat di mana masyarakat Indonesia (pusat, daerah, dan perguruan tinggi) dapat
 mengakses arsip statis sebagai memori kolektif sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu,
 pedoman/standar preservasi arsip statis diarahkan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:
 a. Memberikan dasar bagi pelaksanaan preservasi arsip statis;
 b. Memberikan dasar perencanaan program preservasi arsip statis secara menyeluruh dan
 terpadu; dan
 c. Memberikan informasi dan bimbingan untuk SDM pelaksana preservasi arsip tentang
 mekanisme dan tanggung jawab preservasi arsip statis.
 2. Pembinaan Stakeholders
 Untuk memacu timbulnya program preservasi arsip statis yang berkesinambungan dan
 alur kerja yang sinergis, lembaga kearsipan harus membangun komunikasi dan koordinasi
 (koneksitas) yang baik antara unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan arsip statis,
 yakni bagian akuisisi, pengolahan, dan pelayanan informasi arsip statis di lingkungannya,
 sehingga mampu bersinergi dalam menjamin kemudahan akses dan ketersediaan arsip statis
 bagi masyakat pengguna arsip (user).
 Lembaga kearsipan harus memberikan pembinaan preservasi arsip statis kepada unit-unit
 kerja yang terkait dengan pengelolaan arsip statis (stakeholders) di lingkungan lembaga
 kearsipan, seperti unit kerja akuisisi dan unit kerja pengolahan arsip statis. Hal ini penting
 agar kedua unit ini mampu melaksanakan fungsi akuisisi dan pengolahan arsip statis
 berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan dan pro preservasi atau pelestarian arsip statis.
 Pembinaan preservasi arsip statis juga penting diberikan kepada unit kerja layanan arsip
 statis (archival reference services) dalam memberikan layanan arsip statis kepada semua
 pengguna arsip statis (user) di lembaga kearsipan dengan tetap bersandarkan kepada prinsip-
 prinsip preservasi arsip statis. Hal ini sangat penting bagi lembaga kearsipan karena dana
 yang digunakan untuk preservasi arsip statis sebagai memori kolektif bangsa bertujuan agar
 arsip statis dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat umum.
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 Bagian layanan arsip statis merupakan titik hubung antara lembaga kearsipan dengan
 masyarakat yang ingin mengetahui khazanah arsip statis yang dimiliki lembaga kearsipan.
 Pengguna arsip statis terkadang dapat menjadi salah satu sumber terjadinya kerusakan arsip
 statis apabila petugas ruang baca kurang memberikan pengetahuan mengenai tanggung jawab
 dan kewajiban user dalam menggunakan arsip statis di lembaga kearsipan.
 Reputasi suatu lembaga kearsipan sebagai pengelola arsip statis sangat ditentukan pada
 kualitas layanan yang diberikan kepada para pengguna arsip statis. Oleh karena itu, bagian
 layanan baca (informasi) harus memastikan bahwa pengguna arsip statis tidak menjadi faktor
 penyebab rendahnya kualitas pelestarian arsip statis pada lembaga kearsipan.
 Arsip statis kuno atau sudah tua (terutama arsip statis bermedia kertas) sangat rentan
 jika digunakan oleh pengguna arsip pemula/tidak ahli. Oleh karena itu, pegawai atau arsiparis
 pada bagian layanan baca dapat menerapkan aturan-aturan penggunaan arsip dengan tegas
 dalam menjaga kelestarian arsip statis tanpa melepaskan etika dan kesopanan dalam
 memberikan layanan. Penegakan aturan-aturan yang ketat ini dimaksudkan untuk mencegah
 terjadinya salah penggunaan (misusing) atau bahkan penghilangan arsip statis oleh pengguna
 arsip statis yang tidak bertanggung jawab.
 3. Metode Preservasi
 Pelaksanaan metode preservasi arsip statis di lembaga kearsipan harus menyangkut pada
 dua jenis presrvasi arsip, yaitu: preservasi yang bersifat preventif atau pencegahan
 (preventive preservation) dan preservasi yang bersifat perbaikan (curative/restoration
 preservation).
 Preservasi preventif adalah preservasi yang bersifat pencegahan terhadap kerusakan arsip
 statis, melalui penyediaan prasarana dan sarana, perlindungan, serta pemeliharaan, dan
 pembatasan akses arsip statis. Sedangkan reservasi kuratif adalah preservasi yang bersifat
 perbaikan/perawatan terhadap arsip statis yang rusak atau kondisinya memburuk, sehingga
 dapat memperpanjang usia arsip statis pada lembaga kearsipan.
 Penerapan preservasi arsip statis dengan motede preventif dan kuratif pada lembaga
 kearsipan sesuai dengan amanat Pasal 60 ayat (1) dan (2) Nomor 43 Tahun 2009 tentang
 Kearsipan, bahwa preservasi arsip statis dilakukan untuk menjamin keselamatan dan
 kelestarian arsip statis. Untuk itu, preservasi arsip statis dilakukan secara preventif dan
 kuratif.
 Untuk efektivitas dan efisiensi, sebaiknya dalam implementasi program preservasi arsip
 statis, lembaga kearsipan harus mengutamakan preservasi yang bersifat preventif atau
 pencegahan karena jika arsip statis terlanjur rusak akan sangat sulit untuk mengembalikan
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 seperti kondisi/keadaan semula, serta informasi yang terkandung di dalamnya tidak dapat
 digunakan secara optimal. Tindakan yang dilakukan dalam preservasi preventif adalah:
 a. Semua usaha yang dilakukan untuk mencegah dan memperlambat kerusakan seperti
 suhu dan kelembaban udara pada ruangan tempat penyimpanan arsip statis dijaga dengan
 stabil;
 b. Prasarana dan sarana yang sesuai dengan bentuk dan media arsip;
 c. Penanganan arsip statis yang baik melalui pengawasan/ inspeksi;
 d. Pengendalian hama terpadu;
 e. Setiap fungsi kearsipan melibatkan semua aspek preservasi; dan
 f. Keamanan dan kebersihan fasilitas arsip statis sehingga terlindungi dari hal-hal yang
 membahayakan arsip statis.
 Tindakan preservasi arsip statis secara kuratif harus dilakukan sesegera mungkin
 terhadap arsip statis yang telah mengalami kerusakan dengan cara perbaikan. Teknik
 perbaikan/perawatan/retorasi yang digunakan tergantung dari jenis media dan jenis kerusakan
 yang terjadi pada arsip statis. Untuk melakukan tindakan preservasi secara kuratif, lembaga
 kearsipan membutuhkan ruangan, peralatan, dan petugas yang ahli serta pendukung lainnya
 sesuai dengan karakter arsip statis yang ditangani.
 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
 Menurut Terry Eastwood (1992) dari Universitas British Columbia, arsiparis (archivist)
 merupakan ‘servant of evidence’. Mereka harus melestarikan arsip karena nilai evidensialnya,
 bukan karena alasan-alasan informasional atau kultural. Arsiparis memiliki kewajiban untuk
 melindungi arsip dari ’korupsi’, dan oleh karenanya pelaksanaan pengelolaan arsip harus
 ”preserve impartiality” (tidak berpihak).
 Agar arsip dapat dipercaya kebenarannya (trustworthy), arsip harus dikelola sejak
 penciptaannya hingga pelestariannya sedemikian rupa sehingga kebutuhannya untuk
 akuntabilitas dapat terlindungi. Dalam Pasal 29 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
 menyatakan bahwa unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan harus dipimpin
 oleh SDM yang profesional dan memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan
 formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan. Oleh karena itu, strategi preservasi arsip
 statis terkait dengan pengembangan SDM kearsipan yang melaksanakan tugas preservasi
 arsip statis pada lembaga kearsipan adalah sebagai berikut:
 a. Mengirim pegawai untuk mengikuti pengembangan SDM yang mencakup semua aspek
 preservasi arsip statis untuk meningkatkan:
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 1) Pengetahuan teknis preservasi;
 2) Pengetahuan tentang permasalahan dalam preservasi arsip statis;
 3) Penanganan yang tersedia;
 4) Penerapan tata cara preservasi yang baik; serta
 5) Penyadaran tentang relevansi dan pentingnya pelatihan yang diikuti dengan dedikasi
 pegawai bagi kegiatan preservasi.
 b. Program pengembangan SDM preservasi arsip statis mencakup aspek sebagai berikut:
 1) Pendidikan dan pelatihan untuk ahli preservasi/ konservator:
 a) Pendidikan formal selama 3 atau 4 tahun akan memberikan pondasi yang kuat bagi
 ahli preservasi/konservator;
 b) Kursus singkat selama 12 minggu memberikan pengenalan umum mengenai
 prinsip dan praktik preservasi;
 c) Kursus singkat selama 1 atau 2 minggu dilakukan pada tema khusus preservasi
 seperti pengendalian hama perusak arsip; dan
 d) Pelatihan lainnya adalah memberikan kesempatan magang kepada konservator
 muda untuk menambah pengalaman di luar negeri.
 2) Kursus bagi teknisi preservasi arsip, berorientasi pada teknik-teknik tertentu di
 antaranya dalam pengoperasian dan pemeliharaan peralatan;
 3) Kursus singkat mengenai tata cara menangani arsip sehingga arsip tidak rusak karena
 penanganan yang buruk;
 4) Program pelatihan penyegaran sesuai perkembangan teknik/praktik preservasi terbaru;
 5) Dokumentasi mengenai pendidikan dan pelatihan, kursus, magang, pengalaman dan
 kualifikasi SDM preservasi.
 Pengembangan SDM kearsipan yang melaksanakan tugas preservasi atau pelestarian
 arsip statis merupakan amanat Pasal 30 huruf b UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang
 Kearsipan, bahwa lembaga kearsipan nasional melaksanakan pembinaan dan pengembangan
 arsiparis melalui upaya pengembangan kompetensi dan keprofesionalan arsiparis melalui
 penyelenggaraan, pengaturan, serta pengawasan pendidikan dan pelatihan kearsipan.
 5. Modernisasi Prasarana dan Sarana
 Kelestarian arsip statis sebagai memori kolektif bangsa yang disimpan pada lembaga
 kearsipan sangat tergantung kepada prasarana dan sarana yang digunakan untuk
 mempreservasi arsip statis. Prasarana dan sarana kearsipan statis, yakni infrastruktur dan
 peralatan yang digunakan untuk memelihara, merawat, dan memperbaiki arsip statis
 berdasarkan standar dan kaidah-kaidah kearsipan sehingga arsip statis terpelihara dengan baik
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 karena pemeliharaannya dilaksanakan dengan benar. Untuk meningkatkan kualitas preservasi
 arsip statis sebagai memori kolektif bangsa, lembaga kearsipan harus memodernisasi
 prasarana dan sarana pelestarian arsip statis dengan dukungan sistem teknologi informasi dan
 komunikasi.
 Prasarana dan sarana preservasi arsip statis yang digunakan untuk mendukung
 kelestarian arsip statis sesuai dengan bentuk dan media arsip seperti arsip kertas, foto, kaset,
 video, film, peta, kartografi dan kearsitekturan, digital/elektronik (berbasis teknologi
 informasi dan komunikasi) antara lain:
 a. Prasarana dan sarana pemeliharaan arsip statis, untuk mendukung penyimpanan,
 penataan, dan pengamanan arsip statis dari pencurian dan/atau bahaya kebakaran pada
 ruangan penyimpanan arsip statis di depot;
 b. Prasarana dan sarana restorasi arsip statis, untuk mendukung kegiatan perawatan dan
 perbaikan arsip statis dalam berbagai bentuk dan media;
 c. Prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis, untuk mendukung kegiatan reproduksi
 (alih media, copy) arsip statis dalam berbagai bentuk dan media.
 Perencanaan prasarana dan sarana preservasi harus mencakup pertimbangan bentuk dan
 media arsip, potensi penggunaan arsip, dan layanan program yang akan diberikan. Ada
 beberapa faktor penting dalam pemilihan prasarana dan sarana kearsipan, antara lain:
 a. Volume dan pertumbuhan rata-rata arsip statis. Proyeksi rata-rata pertumbuhan arsip
 statis dapat menghindari kekurangan fasilitas tempat penyimpanan. Begitupun, media
 penyimpanan digital untuk arsip elektronik harus dinilai sesuai dengan kapasitas
 penyimpanannya. Pemilihan media harus sesuai dengan prakiraan volume dan rata-rata
 pertumbuhan arsip;
 b. Penggunaan arsip. Berbagai penggunaan arsip akan menentukan tingkat pelindungan
 yang diperlukan untuk menghindari kehilangan atau kerusakan. Untuk arsip elektronik,
 penggunaan sistem dan media yang reliabel yang memiliki ketahanan lebih besar dan
 lebih kuat akan diidentifikasi. Kemudian, kemudahan dalam memindahkan dan
 melindungi backup merupakan hal utama yang dipertimbangkan dalam memilih tempat
 penyimpanan arsip elektronik;
 c. Kebutuhan keamanan dan sensitivitas arsip. Beberapa arsip statis terbatas untuk diakses
 karena alasan ketertutupan, karakter informasi yang dimiliki atau pelindungan hukum;
 d. Karakteristik fisik. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi tempat penyimpanan: berat,
 jarak lantai yang diperlukan, kontrol temperatur dan kelembapan, dan ketentuan-
 ketentuan preservasi fisik media arsip (misalnya, kertas, penyimpanan digital,
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 microform). Arsip dalam format elektronik perlu dikonversikan atau dimigrasikan.
 Media penyimpanan digital perlu direfresh. Arsip perlu dilindungi dari api/kebakaran,
 air/banjir, dan risiko lain yang berkaitan dengan kondisi lingkungan setempat;
 e. Penggunaan arsip sesuai dengan ketentuan-ketentuan temu-balik. Penemuan kembali
 arsip merupakan pertimbangan utama. Arsip statis yang sering diakses perlu kemudahan
 akses pada fasilitas tempat penyimpanan. Arsip elektronik disimpan dengan berbagai
 cara agar lebih mudah ditemukan kembali;
 f. Biaya yang relatif untuk pemilihan tempat penyimpanan arsip. Pertimbangan biaya
 mempengaruhi keputusan untuk outsourcing tempat penyimpanan fisik dan/atau
 elektronik dan pilihan media penyimpanan arsip elektronik;
 g. Kebutuhan akses. Analisis untung-rugi penyimpanan di dalam versus penyimpanan di
 luar dapat menunjukkan bahwa fasilitas tempat penyimpanan, sistem, dan/atau peralatan
 diperlukan untuk mendukung penuh kebutuhan organisasi;
 h. Struktur bangunan harus memberikan tingkat dan stabilitas temperatur dan kelembaban
 yang stabil, pelindungan dari kebakaran, pelindungan dari kerusakan karena air,
 pelindungan dari kontaminasi (seperti racun isotop radioaktif, dan pertumbuhan jamur),
 tindakan keamanan, kontrol akses di daerah tempat penyimpanan, sistem pendeteksi, dan
 pelindungan yang sesuai terhadap kerusakan yang disebabkan oleh serangga dan
 binatang kecil yang mengganggu seperti kutu.
 i. Peralatan. Rak arsip statis harus sesuai dengan ukuran format arsip dan cukup kuat untuk
 menahan beban. Boks dan pembungkus arsip harus dapat menahan beban arsip di
 dalamnya, tanpa merusakkan arsip.
 6. Sosialisasi
 Dasar strategi preservasi arsip statis pada lembaga kearsipan dimulai dari kebutuhan
 untuk meningkatkan kesadaran melestarikan arsip statis sehingga akan terbangun budaya
 (culture) untuk menghargai arsip statis sebagai memori kolektif bangsa (nation collective
 memory). Karena itu, program preservasi arsip statis pada lembaga kearsipan harus
 disosialisasikan kepada stakeholders agar mereka mengetahui dan memahaminya, sehingga
 dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya preservasi arsip statis dalam rangka
 menjamin kelestarian memori kolektif bangsa. Sosialisasi dapat dilakukan melalui:
 a. Publikasi umum melalui presentasi, penerbitan artikel, poster, leaflet atau layanan media
 lainnya;
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 b. Pembuatan panduan dan leaflet khusus tentang berbagai topik preservasi, seperti
 kegiatan rutin cara membersihkan arsip dan ruang penyimpanan atau kegiatan survei
 pengecekan kondisi arsip dan sejenisnya;
 c. Pembuatan slide/kaset atau program video preservasi arsip; dan
 d. Pertemuan ilmiah dengan tema preservasi arsip statis.
 Program peningkatan kesadaran preservasi arsip statis merupakan pelaksanaan atas
 amanat Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang
 menyatakan bahwa lembaga kearsipan menggiatkan sosialisasi kearsipan dalam mewujudkan
 masyarakat sadar arsip. Sosialisasi kearsipan ini dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan,
 bimbingan, dan penyuluhan serta melalui penggunaan berbagai sarana media komunikasi dan
 informasi.
 7. Kerja sama
 Untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatkan kualitas/mutu preservasi arsip statis
 sebagai memori kolektif bangsa pada lembaga kearsipan dilakukan melalui hubungan kerja
 sama dengan institusi dan organisasi lain dalam hal preservasi arsip statis, baik dalam lingkup
 nasional maupun internasional. Kerja sama lembaga kearsipan dalam rangka memenuhi
 kebutuhan dan peningkatan kualitas/mutu preservasi arsip statis harus mengacu kepada Pasal
 37 ayat (1) dan (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa lembaga kearsipan
 dapat mengadakan kerja sama dengan pencipta arsip dan dapat mengadakan kerja sama
 dengan luar negeri.
 8. Pendanaan
 Progran preservasi arsip statis merupakan fungsi pokok (core bussines) lembaga
 kearsipan. Preservasi arsip statis membutuhkan pendanaan untuk mendukung kegiatan
 pelestarian arsip sebagai memori kolektif bangsa. Oleh karena itu, lembaga kearsipan harus
 mengalokasikan dana secara proporsional dan pro preservasi untuk mendukung kegiatan
 preservasi arsip statis agar program preservasi arsip statis dapat diimplementasikan secara
 efektif.
 Pengalokasian dana untuk program preservasi arsip statis pada lembaga kearsipan sesuai
 dengan Pasal 7 huruf j UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mencantumkan
 bidang pendanaan sebagai salah satu dari sepuluh bidang penetapan kebijakan dalam rangka
 penyelenggaraan kearsipan nasional. Pendanaan dapat dialokasikan untuk mendukung
 kegiatan penyusunan dan penyempurnaan pedoman/standar, pembinaan, peningkatan metode,
 pengembangan SDM, modernisasi prasarana dan sarana, sosialisasi, dan peningkatan kerja
 sama.
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 F. Penutup
 Pelestarian arsip statis sebagai memori kolektif bangsa pada lembaga kearsipan
 dilaksanakan melalui kegiatan preservasi arsip statis baik preventif dan kuratif. Oleh karena
 itu, preservasi arsip statis merupakan hal yang sangat strategis bagi lembaga kearsipan
 sebagai pengelola arsip statis dalam melestarikan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa
 untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.
 Untuk menghadapi permasalahan serius dalam melestarikan khazanah arsip statis yang
 dikelola lembaga kearsipan akibat eskalasi pertumbuhan volume arsip statis yang terus
 meningkat dan ancaman kerusakan arsip statis oleh faktor perusak internal maupun eksternal
 arsip sehingga berdampak terhadap kelestarian arsip statis diperlukan formulasi strategi
 preservasi arsip statis yang mengacu kepada visi dan misi lembaga kearsipan sebagai
 pengelola arsip statis. Formulasi strategi preservasi arsip statis merupakan kebijakan
 kearsipan yang sistematis dan komprehensif yang ditetapkan oleh lembaga kearsipan dalam
 melestarikan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa.
 Formulasi strategi preservasi arsip statis yang dilaksanakan secara konsiten dan dengan
 road map yang jelas pada akhirnya mampu mempercepat perwujudan visi dan misi lembaga
 kearsipan untuk menjadi lembaga yang mampu menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu
 bangsa, dan melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka
 NKRI. Arsip statis yang dikelola lembaga kearsipan memiliki peran penting bagi kehidupan
 bangsa Indonesia karena dengan adanya arsip statis kita dapat mengetahui apa yang telah
 terjadi pada masa lalu dengan bangsa Indonesia kemudian mempelajarinya untuk kehidupan
 pada masa mendatang yang lebih baik, seperti dikatakan Maykland (1992), “A world without
 archives would be a world with no memory, no culture, no legal rights, no understanding of
 the roots of history and scince, and no identity.”
 Hal utama yang harus diperhatikan oleh lembaga kearsipan untuk mencapai tujuan mulia
 tersebut adalah dalam menyusun strategi preservasi arsip statis di lingkungan lembaga
 kearsipan yang harus mencakup 8 (delapan) aspek utama penyelenggaraan preservasi arsip
 statis, yaitu: pedoman/standar, pembinaan stakeholders, metode, pengembangan SDM,
 modernisasi prasarana dan sarana, sosialisasi, kerja sama, dan pendanaan.
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 ANOMALI DALAM KHAZANAH ARSIP: AFDEELING ATJEH ZAKEN
 DALAM ALGEMENE SECRETARIE (1873-1904)
 Dharwis Widya Utama Y.
 Abstract
 Algemene Secretarie was the government institution established in 1819. Algemene
 Secretarie assigned to advise and inform the Governor-General, to assess any proposal
 submitted by the head of department, edit all forms of decision (besluit), to edit the
 government newspaper, to take care of variety reports included statistical data that was sent
 by gewestelijke stukken and made by Dutch Government and reported to the Central
 Government in the Netherlands and also to coordinate the information among institutions in
 the Netherlands-Indie.
 In addition, the most important thing that Algemene Secretarie obtained duties was to
 keep archives. Algemene Secretarie kept the VOC archives period (Vereenigde Oost-Indische
 Compagnie) and British rule period which was also called Engelsche Tussenbestuur. It was
 their duties to save all files of Algemene Secretarie that made them to create accessible
 archival systems in the Netherlands-Indie.
 Algemene Secretarie collections are the backbone of the Netherlands-Indie archives.
 They contained all activities, decisions and policies made by the Governor-General. The
 archives were the Netherlands-Indie recorded, arranged, and kept by the Algemene
 Secretarie. Similarly, they had a duty to correspondent with other departments such as
 Burgelijke Openbare Werken (BOW/Public Works Department during the Netherlands-
 Indie), Mijnwezen (Department of Mines during the Netherlands-Indie). From year to year,
 Algemene Secretarie had been growing so rapidly. Many new bureaus and sections
 conducting various tasks were developed, such as the Bureau of Indigenous Affairs (Bureau
 voor de Inlandsche Zaken), Section of Statistics (Afdeling Statistiek), and the Bureau of
 Preaching (Press Bureau). The more organization units grew the more function of keeping
 archives arose. This made Algemene Secretarie had a duty which was similar with instorage
 archives.
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 The interesting facts which were found was that Aceh collections were kept separatedly
 with other regions such as Sumatra, Java en Madoera, Borneo, and Groote Oost. Obviously,
 this indicated special meaning at that time. The partitioning was related to the retrieval
 process the Aceh archives. The proceedings, however, showed us that the policy of the
 Netherlands-Indie at that time was focused on what happened in Aceh. It can be seen from
 the Algemene Secretarie collections which big parts of the collections had called Afdeling
 Atjeh Zaken.
 Keyword: algemene secretarie, khazanah arsip, afdeling atjeh zaken, Aceh.
 PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang Masalah
 Khazanah arsip84
 adalah kekuatan dari lembaga kearsipan baik daerah maupun pusat.
 Semakin bervariasi dan beragamnya khazanah arsip dari sebuah lembaga kearsipan semakin
 banyak pula informasi yang dapat diketahui. Begitu pula dengan Arsip Nasional Republik
 Indonesia85
 sebagai lembaga kearsipan pusat harus memiliki khazanah arsip yang beragam
 baik secara kualitas dan kuantitas.
 Khazanah arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu
 arsip konvensional, arsip media baru, dan arsip kartografi.86
 Arsip konvensional dapat dibagi
 2 (dua) yaitu arsip konvensional periode kolonial dan arsip pasca kemerdekaan. Adapun
 khazanah arsip periode kolonial terdiri khazanah arsip VOC (Veerenigde Oost-Indische
 Compagnie), pemerintahan Inggris (Engelsche Tussenbestuur)87
 , pemerintahan Hindia-
 Belanda (Nederlands-Indie), dan kekuasaan NICA (Netherlands Indies Civil Administration).
 Pada khazanah Pemerintahan Hindia Belanda terdapat khazanah arsip Algemene Secretarie
 (mirip Sekretariat Negara pada Masa Republik Indonesia), Binnenlands-Bestuur (mirip
 Kementerian Dalam Negeri pada Masa Republik Indonesia), Financien (mirip Kementerian
 Keuangan pada Masa Republik Indonesia), Cultures (mirip Kementerian Pertanian pada
 84 Khazanah arsip adalah jumlah keseluruhan arsip yang disimpan di pusat arsip atau depot. Lihat Yayan Daryan dan Hardi Suhardi,
 Terminologi Kearsipan Indonesia, Jakarta: PT Sigma Cipta Utama, 1998, hal.103 85 Pada awalnya Arsip Nasional bernama Landsarsachief yang berdiri pada tahun 1892-1942 dan tahun 1947-1949 Arsip Nasional kemudian
 berubah menjadi Arsip Negeri pada tahun 1945-1947. Pada tahun 1950-1959 Arsip Nasional menjadi Arsip Negara dan akhirnya menjadi
 Arsip Nasional pada tahun 1959 sampai dengan sekarang. Lihat Mona Lohanda, Sulistyo Basuki, dkk, Arsip Nasional Republik
 Indonesia: Dalam Gerak Langkah 50 Tahun Indonesia Merdeka, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1996 hal.4-21. 86 Arsip konvensional adalah arsip-arsip yang informasinya terekam dalam media kertas yang meliputi tulisan tangan dan ketikan. Arsip
 media baru adalah arsip-arsip yang isi infomasi dan bentuk fisiknya direkam elektronik dengan menggunakan peralatan khusus. Arsip
 Kartografi adalah informasinya tertulis dalam bentuk grafik atau foto metrik. Lihat Yayan Daryan dan Hardi Suhardi, Terminologi Kearsipan Indonesia, Jakarta: PT Sigma Cipta Utama, 1998, hal.16-17.
 87 Engelse Tussenbestuur adalah masa kekuasaan Inggris di Jawa sekitar tahun 1811-1816. Lihat Mona Lohanda, “Mengenal Sumber
 Sejarah” dalam Jurnal Kearsipan, Volume 5, ANRI, 2010, hal. 137.
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 Masa Republik Indonesia), Gouvernementsbedrijven, Mijnwezen (mirip Kementerian Energi
 dan Sumber Daya Mineral pada Masa Republik Indonesia), Burgerlijke Openbare Werken
 (disingkat BOW mirip Kementerian Pekerjaan Umum pada Masa Republik Indonesia), dan
 gewestelijke stukken.88
 Khazanah arsip Algemene Secretarie merupakan tulang punggung arsip pada masa
 pemerintahan Hindia Belanda. Semua kegiatan, keputusan, dan kebijakan yang dilakukan
 oleh Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dicatat, diatur, dan disimpan oleh
 Algemene Secretarie. Begitu pula urusan korespondensi dengan departemen-departemen lain
 seperti Burgelijke Openbare Werken (BOW) dan Mijnwezen. Bahkan dari tahun ke tahun,
 khazanah arsip Algemene Secretarie berkembang begitu pesat sehingga tumbuh biro-biro dan
 bagian-bagian baru yang memiliki tugas spesifik daripada sebelumnya seperti Biro Urusan
 Pribumi (Bureau voor de Inlandsche Zaken), Bagian Statistik (Afdeeling Statistiek), dan Biro
 Pemberitaan (Pers Bureau). Tentu saja fungsi kerja di bidang kearsipan juga berkembang.
 Hal tersebut membuat Algemene Secretarie memiliki penambahan tugas dalam penyimpanan
 arsip. Hal itu dibuktikan dengan telah diresmikannya jabatan landarchivaris (arsiparis) yang
 memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan arsip pada tahun 1892.89
 Dengan adanya
 landarchivaris tentunya arsip-arsip yang masuk di dalam Algemene Secretarie dapat dikelola
 dengan baik. Bukti awal adanya sistem pengelolaan yang baik adalah dengan
 dikelompokkannya arsip sesuai dengan jenis-jenisnya. Dari jenis-jenis arsip tersebut dapat
 dikelompokkan sesuai dengan series-series tertentu seperti toegangen dan verbaal.
 B. Rumusan Masalah
 Dalam khazanah Algemene Secretarie, terdapat dua pembagian besar yaitu series
 toegangen (jalan masuk) dan series verbaal. Dengan volume khazanah arsip yang besar,
 tentunya khazanah arsip Algemene Secretarie memiliki klasifikasi yang kompleks. Hal yang
 paling menarik adalah adanya pengelompokan arsip mengenai Aceh yang dipisahkan dengan
 daerah-daerah lain seperti Sumatra, Java en Madoera, Borneo, dan Groote Oost. Dengan
 dipisahkannya Aceh dengan daerah lain memberikan pemikiran bahwa Aceh memiliki arti
 khusus pada masa Hindia-Belanda. Begitu pula dengan kaitannya dengan sarana dalam
 proses temu balik terutama dalam toegangen (jalan masuk). Dengan adanya perlakuan khusus
 mengenai Aceh, dimungkinkan pula terdapat kode khusus untuk Aceh. Dalam hal ini terdapat
 88 Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan di ruang layanan informasi Arsip Nasional Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2012
 dengan melihat daftar katalog yang ada di ruang tersebut. 89 Landarchivaris pertama adalah Mr Jacob Anne van der Chijs yang berlangsung hingga 1905. Landsachivaris merupakan cikal bakal
 profesi arsiparis pada masa Republik Indonesia. Lihat Mona Lohanda, Sulistyo Basuki, dkk, Arsip Nasional Republik Indonesia: Dalam
 Gerak Langkah 50 Tahun Indonesia Merdeka, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1996 hal.12
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 pemikiran bahwa Pemerintah Hindia Belanda memiliki perhatian khusus atas Aceh. Hal itu
 dapat dilihat dari khazanah arsip Algemene Secretarie memiliki bagian yaitu dengan nama
 Afdeeling Atjeh Zaken.
 Dalam tulisan ini, sesuai dengan penjelasan diatas, berusaha menjelaskan mengapa
 dalam khazanah arsip Algemene Secretarie terdapat bagian Afdeeling Atjeh Zaken. Dengan
 dinamakannya Afdeeling Atjeh Zaken dalam khazanah arsip Algemene Secretarie memiliki
 tujuan tertentu. Tulisan ini berusaha melihat anomali dalam khazanah arsip Algemene
 Secretarie dilihat dari kasus Afdeeling Atjeh Zaken. Dengan demikian rumusan masalah
 dalam kajian ini adalah: mengapa terdapat bagian Afdeeling Atjeh Zaken dalam
 khazanah arsip Algemene Secretarie yang volumenya terbesar dalam masa Hindia
 Belanda?
 C. Maksud Dan Tujuan
 Dalam setiap khazanah arsip memiliki jalan masuk dan sarana temu balik yang berbeda-
 beda. Meskipun berbeda-beda tentunya perlu dipelajari lebih dalam agar memudahkan kita
 dalam mencari arsip yang dicari.
 Penelitian ini berupaya mendeskripsikan terjadi ketidakwajaran atau anomali dalam
 khazanah arsip Algemene Secretarie dengan dijelaskan salah satu bagian yang disebut dengan
 Afdeeling Atjeh Zaken.
 D. Manfaat
 Dengan ditulisnya penelitian ini supaya pembaca yang merupakan pengguna arsip
 mampu mengetahui keganjilan dalam khazanah arsip Algemene Secretarie serta memudahkan
 mereka untuk mengidentifikasi dalam proses pencarian arsip yang berkaitan dengan Aceh
 ataupun Perang Aceh pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
 E. Pembatasan Masalah
 Dalam penelitian ini terfokus pada khazanah arsip Algemene Secretarie yang memiliki
 volume arsip terbesar dalam khazanah arsip statis. Tentunya khazanah arsip Algemene
 Secretarie merupakan khazanah arsip yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda
 yang dimulai pada masa setelah Pemerintahan Inggris (Engelsche Tussen Bestuur) yaitu
 tahun 1818-1942. Namun karena khazanah arsip ini hanya membahas sebagian kecil dari
 khazanah arsip Algemene Secretarie yaitu yang dimulai dari tahun 1873 sampai dengan 1904
 sehingga periode penelitian ini dumulai dari tahun 1873 sampai dengan 1904.
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 F. Metodologi Penelitian
 Tulisan ini lebih tepat disebut dengan hasil analisis dari kerangka berpikir dari berbagai
 pustaka yang berhasil dirangkum dalam satu kesatuan pemikiran. Tentu saja hasil pemikiran
 ini belum tentu mewakili keseluruhan kebenaran kondisi khazanah arsip yang diteliti. Oleh
 karena itu diperlukan metode penelitian yang tepat antara lain metode pustaka dengan
 pendekatan analisis deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan dan juga untuk
 mendapatkan data primer dan sekunder sehingga memperjelas berbagai hal. Selain itu juga
 menggunakan metode observasi dengan melihat keadaan di Ruang Baca Arsip Nasional
 Republik Indonesia serta di Ruang Penyimpanan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk
 melengkapi data primer yang tidak didapatkan melalui metode pustaka. Metode observasi ini
 sangat penting karena untuk mengetahui bagaimana sistem kearsipan pada khazanah arsip
 yang diteliti berjalan.
 Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang mendeskripsikan tentang
 keanehan yang terjadi pada objek sesuai dengan fokus penelitian. Pendekatan penelitian ini
 mengunakan pendekatan naturalistic untuk meneliti kondisi objek yang alami serta ditambah
 dengan pendekatan historis dengan membaca literatur yang berkaitan dengan Aceh pada
 periode yang diteliti.
 Pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) penelitian pustaka guna memperoleh data
 primer dan sekunder sehingga diharapkan dapat memperjelas berbagai hal yang ditemukan
 dalam penelitian kualitatif; (2) observasi di lapangan untuk mengetahui dan melengkapi data
 primer, hal ini diamati oleh penulis selama mengolah arsip Algemene Secretarie Afdeeling
 Atjeh Zaken yaitu selama 6 (enam) bulan.
 Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi (content analysis) dimana
 proses analisis data dimulai sejak sebelum dan selama proses di lapangan (model spradley)
 bersamaan dengan pengumpulan data dan dituangkan dalam bentuk narasi deskriptif yang
 diperoleh dari berbagai sumber dan teknik.
 G. Kerangka Teori
 Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai
 dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh
 lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
 organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,
 berbangsa, dan bernegara.90
 90 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
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 Dari konsep kearsipan di atas terdapat empat unsur utama yaitu benda, aktivitas, pelaku,
 dan konteks. Benda adalah dalam bentuk fisik baik peristiwa ataupun kegiatan. Aktivitas
 adalah berupa kegiatan seperti mengklasifikasikan, menyimpan, memelihara, menyusutkan,
 melestarikan, memberikan pelayanan. Pelaku dalam hal ini dalam organisasi atau individu.
 Konteks adalah tempat melakukan aktivitas.91
 Arsip merupakan bentuk informasi yang begitu penting. Dari arsip, kita mengetahui
 banyak hal dan berbagai macam pengetahuan terutama informasi di masa lalu saat peristiwa
 itu terjadi. Arsip adalah dokumen yang dibuat, diterima, diakumulasikan oleh orang atau
 organisasi dalam tugasnya dalam hubungan korespondensi serta disimpan karena sifatnya
 yang memiliki kegunaan yang berkelanjutan. Arsip selalu diidentikkan dengan organisasi,
 agen atau program yang bertanggung jawab dalam menyeleksi, merawat dan menggunakan
 arsip sebagai fungsi yang berkelanjutan. Selain itu arsip juga identik dengan penyimpanan,
 bangunan atau tempat yang didedikasikan untuk menyimpan, merawat, dan menggunakan
 arsip. Dalam bentuk satuan, arsip merujuk pada spesifik bentuk satuan atau kelompok dari
 rekaman dari fungsi yang berkelanjutan dari organisasi atau individu yang merupakan sumber
 daya yang penting.92
 Arsip memiliki banyak pembedaan dan kategorisasi. Pembedaan dan kategorisasi
 contohnya arsip dinamis, arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, dan arsip statis. Khazanah arsip
 Algemene Secretarie merupakan bentuk dari kategori arsip statis. Arsip statis adalah arsip
 yang dihasilkan oleh pencipta arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan yang telah habis
 masa retensi93
 nya, dan berketerangan dipermanenkan94
 yang telah diverifikasi baik secara
 langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga
 kearsipan.95
 Untuk khazanah arsip terutama arsip statis dalam masa Hindia Belanda, tidak semuanya
 bisa diakses. Hal ini salah satunya tergantung dari arsiparis96
 yang membuat deskripsinya
 serta bagaimana proses untuk mencarinya. Khazanah arsip statis di masa Hindia Belanda
 harus disertai dengan pembuatan inventaris97
 ataupun daftar arsip98
 yang dibuat pada masa
 91 Imam Gunarto dalam “Memahami Arsip dari Filsafat Ilmu: Kajian Awal tentang Ilmu Kearsipan” dalam Jurnal Kearsipan, Volume 5,
 ANRI, 2010, hal. 40. 92 Sue McKemmish, “Introducing Archives and Archival Programs” dalam Keeping Archives Second Edition, Edited by Judith Ellis,
 Victoria: Thorpe in association with The Australian Society of Archivists Inc,1993, hal.2. 93 Retensi adalah lamanya arsip yang harus disimpan dalam suatu unit kerja/organisasi pencipta arsip.. 94 Dipermanenkan adalah keterangan yang diputuskan dalam Jadwal Retensi Arsip. 95 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 1. 96 Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pendidikan dan
 pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Lihat Undang-Undang Nomor 43
 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 1. 97 Inventaris adalah hasil kegiatan untuk mendata, mencatat, mengelompokkan arsip berdasarkan prinsip-prinsip kearsipan.
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 sekarang harus mampu mengakses arsip-arsip yang pada masa Hindia Belanda sulit diakses.
 Keadaan Ruang Baca Arsip pada masa Hindia Belanda sangat kacau diakibatkan tidak
 adanya komputer serta pelarangan penggunaan pena serta kesulitan dalam pencarian arsip.
 Hal tersebut diakibatkan karena banyaknya arsip yang sulit dijangkau baik secara letaknya
 maupun penemuannya.99
 Arsip statis pada masa Hindia Belanda dibuat hanya untuk kepentingan organisasinya
 sendiri sehingga hanya organisasi pencipta yang bisa mengaksesnya. Tugas arsiparis pada
 masa sekarang yang harus merekonstruksi kembali bagaimana agar arsip-arsip pada masa
 Hindia Belanda dapat diakses. Hal inilah yang merupakan tugas berat arsiparis agar mampu
 menciptakan inventaris serta jalan masuk dalam mencari khazanah arsip. Dalam hal ini juga,
 tanggung jawab tidak serta merta di tangan arsiparis melainkan juga lembaga kearsipan yang
 memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan arsip terutama arsip statis.
 Dalam arsip statis tentunya tidak lepas dari ilmunya. Tentunya dimulai dari proses
 perencanaan atau yang dikenal dengan istilah arrangement sampai dengan proses deskripsi
 yang akhirnya menjadi sebuah inventaris.
 Arrangement adalah the process physically organizing records in accordance with the
 accepted archival principles of provenance and original order.100
 Sedangkan deskripsi
 adalah The process of recording standardized information about the arrangement, content,
 and format of the records so that persons reading the description will be able to determine
 whether or not the records are relevant to their research.101
 Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa proses perencanaan adalah proses
 pengorganisasian berdasarkan prinsip-prinsip kearsipan yaitu provenance102
 dan original
 order103
 . Di lain pihak, deskripsi adalah proses standarisasi informasi mengenai perencanaan,
 konten, dan format arsip sehingga semua orang mampu membaca sehingga sesuai dengan apa
 yang diinginkannya.
 98 Daftar Arsip adalah sarana bantu penemuan informasi arsip berupa rincian uraian informasi arsip berupa rincian uraian informasi materi
 setiap unit pengelompokannya, pemilikannya, khazana arsip koleksinya, dan keadaan serta volume arsipnya. Lihat Yayan Daryan dan
 Hardi Suhardi, Terminologi Kearsipan Indonesia, Jakarta: PT Sigma Cipta Utama, 1998, hal.97. 99 Ann Laura Stoler, Along the Archival Grain: Thinking Through Colonial Ontologies, Pricenton and Oxford: Princenton University Press,
 hal.9 100 Paul Brunton dan Tim Robinson, “Arrangement and Description” dalam Keeping Archives Second Edition, Edited by Judith Ellis,
 Victoria: Thorpe in association with The Australian Society of Archivists Inc, 1993, hal.222. 101 Ibid, 1993, hal.223 102 Provenance atau prinsip asal-usul adalah suatu prinsip yang mengaitkan arsip ke sumber asalnya tanpa melepaskan arsip dan instansi
 yang menciptakannya. Lihat Yayan Daryan dan Hardi Suhardi, Terminologi Kearsipan Indonesia, Jakarta: PT Sigma Cipta Utama, 1998,
 hal.141. 103 Original Order atau aturan asli adalah arsip harus diatur sesuai dengan aturan yang dipergunakan semasa dinamisnya. Lihat Yayan
 Daryan dan Hardi Suhardi, Terminologi Kearsipan Indonesia, Jakarta: PT Sigma Cipta Utama, 1998, hal.142.
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 PEMBAHASAN DAN ANALITIS
 A. Gambaran Umum Algemene Secretarie
 Algemene Secretarie104
 adalah badan pemerintah yang berdiri pada tahun 1819.
 Algemene Secretarie bertugas memberi masukan dan informasi kepada Gubernur Jenderal,
 mengkaji setiap usulan yang diajukan oleh kepala departemen, mengedit segala bentuk
 keputusan (besluit)105
 , mengedit surat kabar pemerintah, mengurusi berbagai macam laporan
 termasuk juga data statistik yang dikirimkan oleh gewestelijke stukken106
 dan dijadikan bahan
 laporan Pemerintah Belanda untuk dilaporkan kepada Pemerintah Pusat di Belanda, dan
 mengkoordinasikan informasi antar lembaga di Hindia-Belanda.107
 Selain tugas tersebut di atas, tugas yang paling penting adalah memiliki tugas
 menyimpan arsip.108
 Algemene Secretarie memiliki tanggung jawab menyimpan arsip-arsip
 zaman sebelum Hindia Belanda seperti periode VOC (Vereenigde Oost-indische
 Compagnie)109
 dan periode pemerintahan Inggris atau disebut juga Engelsche Tussenbestuur.
 Dari tugas menyimpan arsip tersebut, Algemene Secretarie sekaligus memiliki wewenang
 dalam membuat kebijakan sistem kearsipan yang mampu diakses pada masa Hindia Belanda.
 Kurun waktu khazahah arsip Algemene Secretarie adalah dari tahun 1819-1942 dengan
 arsip tertua berangka tahun 1816. Seluruhnya merupakan arsip kertas namun terkadang
 dilengkapi dengan arsip peta dan arsip foto yang melengkapi arsip kertasnya. Perlu diketahui
 pula dalam sistem kearsipan, khazanah arsip Algemene Secretarie memiliki sistem yang
 dinamakan Sistem Verbaal110
 yang juga dikenal dengan nama Verbaalstelsel 1823. Sistem
 Verbaal ini memiliki ciri khas dengan sistem penataan berbentuk series111
 yang berdasarkan
 tanda pengenal pendaftaran yang resmi. Dalam sistem ini juga dijumpai satu series kronologi
 dari minuut112
 surat keputusan atau surat keluar. Surat keputusan tersebut dilampiri dengan
 104 Algemene dari kata dasar Algemeen artinya umum, sedangkan Secretarie artinya kantor administrasi balai kota. Lihat Susi Moeimam dan
 Hein Steinhauer, Kamus Belanda-Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 49 dan 914. 105 Besluit adalah semua keputusan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal sendiri yang merupakan series yang besar dan selalu diminta karena
 berkaitan dengan kebijakan, reaksi atau regulasi dari berbagai masalah. Lihat Nadia Fauziah Dwiandari, 2010, “Archives Management as
 a Reflection of Bureaucracy Development: The Case of Transitional Dutch East Indies, 1816-1830” dalam Jurnal Kearsipan, Volume 5, ANRI, 2010, hal.98
 106 Gewestelijke stukken artinya pemerintah daerah yang merupakan wilayah Hindia Belanda. Lihat Mona Lohanda, 2010, “Mengenal
 Sumber Sejarah” dalam Jurnal Kearsipan, Volume 5, ANRI, 2010, hal. 137 107Nadia F. Dwiandari, Dwi Nurmaningsih, dan M.Haris Budiawan, Guide Arsip Algemene Secretarie (1816) 1819-1950, Jakarta: Direktorat
 Pengolahan Kedeputian Bidang Konservasi Arsip Arsip Nasional Republik Indonesia, 2011, hal 5. 108 Berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 16 tanggal 19 Februari 1819. 109VOC berdiri atas inisiatif landsadvocaat of Holland, Johan van Oldenbarnevelt untuk mengumpulkan seluruh pedagang di Belanda untuk
 bekerja bersama termasuk berlayar ke Asia dalam rangka perdagangan. Lihat Femme S. Gaastra, The Dutch East India Company,
 Expansion and Decline, Leiden: Walburg Pers, 2003. 110 Berdasarkan Keputusan Kerajaan Belanda ( Koninklijk Besluit) 4 September 1823 Nomor 7 111 Series atau seri merupakan kelompok arsip yang ditata berdasarkan kesamaan jenisnya. Lihat Yayan Daryan dan Hardi Suhardi,
 Terminologi Kearsipan Indonesia, Jakarta: PT Sigma Cipta Utama, 1998, hal.149. 112 Minuut adalah lembaran arsip yang dsimpan oleh pejabat pembuatnya. Biasanya berupa akta, surat keputusan pengadilan, surat keputusan
 pejabat suatu lembaga/badan organisasi. Lihat Yayan Daryan dan Hardi Suhardi, Terminologi Kearsipan Indonesia, Jakarta: PT Sigma
 Cipta Utama, 1998, hal.120
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 surat-surat masuk. Dalam minuut surat keputusan ini disusun sesuai dengan tanggal surat
 keputusan atau surat keluar.113
 Khazanah arsip Algemene Secretarie memiliki beragam series antara lain adalah
 toegangen (jalan masuk), verbaal, duplikaat (duplikat), bijlagen (lampiran), rondschrijven
 (surat edaran), persoverzichten (kliping artikel koran), conduitestaten (arsip daftar riwayat
 hidup pegawai disertai laporan kinerja), traktementenstaten (daftar gaji pegawai), verslagen
 (arsip berisi konsep laporan), inlandse zaken (arsip dari biro urusan dalam negeri), stamboek
 (arsip daftar riwayat hidup disertai dengan daftar pertelaahan dari setiap pekerjaan yang
 dijalankan), muntwezen (arsip di bidang mata uang dan sistem moneter), boswezen (arsip di
 bidang kehutanan), marine (arsip di bidang kelautan), militaria (arsip di bidang militer),
 reizen (arsip catatan perjalanan), medica (arsip kesehatan), instructie (arsip tentang instruksi),
 statistiek (arsip statistik), kontrak (arsip kontrak), dan handelingen staten general/Volksraad
 (arsip di bidang hukum dan kehakiman).114
 Sejak Algemene Secretarie memiliki tugas sebagai pusat arsip, arsip yang berada di
 Algemene Secretarie ditata berdasarkan kronologis dan bukan berdasarkan subyek. Selain itu,
 Algemene Secretarie juga menjadikan index sebagai jalan masuk. Namun, karena tingginya
 kebutuhan untuk menemukan kembali, maka penataan arsip tersebut berubah berdasarkan
 subyek serta meninggalkan tunjuk silang (verwijsbriefje) di lokasi dokumen yang diambil.
 Peran tunjuk silang (verwijsbriefje) sangat penting, jika satu kertas kecil itu hilang maka
 hilanglah informasi yang diinginkan.
 Toegangen (jalan masuk) terdiri dari indeks (jalan masuk yang berisi kolom-kolom
 tertentu) nama, klapper index (daftar yang disusun secara alfabetis), klapper agenda (daftar
 yang disusun secara geografis yang merujuk pada nomor agenda), agenda (daftar surat masuk
 yang berisi informasi tertentu), kaart system (kartu-kartu berisi informasi tertentu),
 controleboeken (alat kontrol dalam pembuatan indeks), register besluiten (daftar keputusan
 Gubernur Jenderal), ministerleele dépêche (buku pencatatan telegram), register Chinezen
 (daftar nama orang China), register Arabieren (daftar nama orang Arab), dan register
 Japannezen (daftar nama orang Jepang).115
 Dalam series verbaal terdapat besluiten (kumpulan keputusan yang dibuat Gubernur
 Jenderal), resoluties (kumpulan keputusan yang dibuat Hoge Regering dan Dewan Hindia
 Belanda), missive algemene/gouvernement secretaris (konsep surat keluar), gedeponeerd
 113 Tim Puslitbang Arsip Nasional Republik Indonesia, Sistem Kearsipan Zaman Hindia Belanda, Jakarta: Arsip Nasional Republik
 Indonesia, 1991, hal.28 114 Nadia F. Dwiandari, Dwi Nurmaningsih, dan M.Haris Budiawan, Guide Arsip Algemene Secretarie (1816) 1819-1950, Jakarta:
 Direktorat Pengolahan Kedeputian Bidang Konservasi Arsip Arsip Nasional Republik Indonesia, 2011, hal 38-58. 115 Ibid, hal 26-35.
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 agenda (kumpulan surat masuk yang tidak lagi ditindak lanjuti), telegram algemene
 (kumpulan telegram keluar), grote bundel (kumpulan arsip yang mengacu pada subyek atau
 kasus tertentu, kabinetsarchieven (surat-surat yang dibuat langsung oleh gubernur Jenderal),
 dan landsarchief (arsip yang dihasilkan oleh lembaga yang mengurus arsip sebelum tahun
 1816).116
 Khazanah arsip Algemene Secretarie terdapat besluiten seperti yang diterangkan diatas
 adalah berisi kumpulan keputusan Gubernur Jenderal yang terbagi menjadi keputusan yang
 sifatnya openbaar (terbuka) dan geheim (penting). Selain itu, terdapat resolutie yang dibuat
 oleh Hoge Regering117
 . Ditambah pula Missive Algemene/Gouvernement Secretaris
 (MAS/MGS/BGS) yang merupakan konsep surat keluar yang tidak memerlukan persetujuan
 dari Hoge Regering. Di samping itu, terdapat Apostillaire Besluit/Dispositien yang
 merupakan keputusan Gubernur Jenderal yang ditulis di pinggir surat masuk.
 Selain tersebut diatas, terdapat Gedeponeerd Agenda yang merupakan kumpulan surat
 masuk yang tidak ditindaklanjuti yang dikenal juga terzijde gelegde agenda (Tzg.Ag.). Yang
 terpenting pula adalah Grote Bundel merupakan kumpulan arsip yang mengacu pada subyek,
 kemudian Kabinetsarchieven adalah surat-surat yang dibuat langsung oleh Gubernur
 Jenderal.
 B. Penataan Arsip Algemene Secretarie Afdeeling Atjeh Zaken
 Dalam penataan khazanah arsip Algemene Secretarie memiliki kode-kode tertentu.
 Dalam khazanah arsip tersebut juga memiliki kode khusus untuk Afdeeling Atjeh Zaken baik
 pada series toegangen dan series verbal. Di dalam series toegangen terdapat index dari tahun
 1873 sampai dengan 1880, klapper dari tahun 1873-1877, agenda dari tahun 1875-1876, serta
 register besluiten antara tahun 1873-1876 dan 1878-1880. Dalam series verbaal terdapat
 gedeponeerd agenda dari tahun 1873-1880 dan 1884 dan missive algemene/gouvernement
 secretaries dari tahun 1906-1908.118
 Dalam khazanah arsip Algemene Secretarie Afdeeling Atjeh Zaken dimulai dengan tahun
 1873. Tentunya pada tahun 1873 terdapat peristiwa penting yaitu Perang Aceh. Perang Aceh
 adalah peperangan yang terjadi antara Kesultanan Aceh dengan Pemerintah Belanda. Perang
 Dimulai pada tahun 1873 ditandai dengan datangnya Kapal Belanda di Pantai Kotaraja119
 .
 Dengan strategi militer serta taktik yang dipersiapkan secara sempurna serta dipimpin oleh
 116Ibid, hal..38-50. 117 Dewan tertinggi Hindia Belanda yang terdiri dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Dewan Hindia Belanda 118Rob Kramer dan A.M. Tempelaars, Inventaris van het Archief van de Algemene Secretarie, (1816) 1819-1942, Jakarta: Arsip Nasional
 Republik Indonesia, 1990, hal.90-93. 119 Sekarang bernama Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No.
 Des 52/1/43-43
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 Jenderal-Jenderal Militer Belanda secara silih berganti seperti J.van Swieten, K. van der
 Heijden, dan J.B. van Heutsz.120
 Tentunya, Perang Aceh juga dipimpin tokoh-tokoh besar
 Aceh seperti Teuku Umar, Panglima Polim, dan Cut Nyak Din.
 Perang Aceh sendiri terdiri dari 4 fase peperangan. Fase-fase tersebut antara lain Perang
 Aceh Pertama dari tahun 1873 sampai dengan 1874, Perang Aceh Kedua dari tahun 1874-
 1880, Perang Aceh Ketiga dari tahun 1884 sampai dengan 1880, dan fase terakhir adalah
 Perang Aceh Keempat dari tahun 1898-1942.
 C. Analisis Afdeeling Atjeh Zaken dalam Algemene Secretarie
 Algemene Secretarie untuk Afdeeling Atjeh Zaken memiliki series toegangen (jalan
 masuk) yaitu klapper indeks, klappper agenda dan Controle der Afdeeling. Pada tahun 1873
 jalan masuknya melalui Controle der Afdeeling AZ dan Klapper Indeks AZ, kemudian tahun
 1874 terdiri dari Klapper Indeks AZ dan Klapper Agenda AZ. Dari tahun 1875 sampai 1880
 hanya terdiri dari Klapper Indeks. Klapper Index merupakan daftar kata tangkap yang
 disusun dengan alfabetis dan mengacu pada Index. Klapper Agenda seperti dengan Klapper
 Indeks tetapi mengacu kepada Agenda. Controle der Afdeeling fungsinya seperti
 Cotroleboeken yang merupakan alat kontrol yang memantau segala jenis keputusan yang
 dicatat dalam indeks. Selain series toegangen, terdapat pula series verbaal yang berisi
 besluiten, gedeponeerd agenda, dan algemene/Gouvernement secretaris (MAS/MGS/BGS).
 Untuk volume terbanyak Afdeeling Atjeh Zaken yaitu series Gedeponeerd Agenda.
 Hampir setiap boks terdapat berisi series Gedeponeerd Agenda. Tentunya Algemene
 Secretarie Afdeeling Atjeh Zaken juga memiliki khazanah arsip peta dan blue-print yang
 melengkapi series-series yang telah dibuat. Hal tersebut berkaitan dengan perbatasan wilayah
 Aceh dengan daerah-daerah sekitar terutama dengan Residen Tapanuli.
 Contoh Klapper Index dalam Afdeeling Atjeh Zaken adalah
 1873
 A-B-C-E-F-G-H-I-K-M
 A. Besluit Gubernur Jendral 18 Mei 1873 No. 1
 Bc Besluit 5 Maret 1873 No. 23
 Bd Besluit 7 Maret 1873 No. 94
 Bi Besluit 19 Maret 1873 No. La Y geh
 Bj Besluit 2 April 1873 No. 13
 Bk Besluit 20 Maret 1873 No.1
 120 Paul van’t Veer.,Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje, Jakarta: Grafitipers, 1985, hal.i.
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 Bm Nota Maret 1873
 C Besluit G.G. 27 Mei 1873 No. 19,
 Y Besluit G.G.26 Nopember 1873 No. 21
 K Besluit G.G. 14 Maret 1873 no. La V/geh,
 Contoh Gedeponeerd Agenda dalam Afdeeling Atjeh Zaken
 1880
 Januari - Juli = 1AZ - 18AZ
 Gedeponeerd Kommissorial 9 Januari 1880 No. 1 AZ
 Gedeponeerd Kommissorial 17 Januari 1880 No. 2 AZ
 Gedeponeerd Kommissorial 17 Januari 1880 No. 3 AZ
 Gedeponeerd Kommissorial 17 Januari 1880 No. 7 AZ
 Gedeponeerd Kommissorial 10 Januari 1880 No.8 AZ
 Gedeponeerd Kommissorial 23 Januari 1880 No. 9 AZ
 Gedeponeerd Kommissorial 23 Januari 1880 No.12 AZ
 Gedeponeerd Kommissorial 24 Januari 1880 No. 18 AZ
 D. Anomali Afdeeling Atjeh Zaken Dalam Algemene Secretarie
 Bentuk anomali dari afdeeling atjeh zaken dalam khazanah arsip Algemene Secretarie
 tidak luput dari latar belakang sejarahnya. Lebih jelasnya karena bertepatan dengan terjadinya
 Perang Aceh. Perang Aceh tersebut yang memberikan energi besar pada Pemerintah Hindia
 Belanda terutama dari segi pembiayaan, administrasi dan kebijakan politik yang sifatnya
 cepat. Dalam segi pembiayaan, tentunya diperlukan biaya yang cukup besar dan tepat sasaran
 terutama di bidang militer. Bidang militer tentunya berkaitan dengan personil dan peralatan
 perang. Pembiayaan juga diperlukan untuk transportasi dan kapal perang. Dari segi kebijakan
 politik juga memerlukan keputusan yang cepat karena dalam keaadaan perang tidak ada
 keputusan yang sifatnya ditunda. Penundaan keputusan berakibat fatal terhadap jalannya
 Perang Aceh. Ditambah pula data-data penduduk dan gambaran mengenai daerah di wilayah
 Aceh agar keputusan yang didapat melaui data-data yang tepat. Dari segi administrasi juga
 sangat penting dikarenakan dalam keadaan perang diperlukan keputusan-keputusan yang
 cepat. Tentunya hal tersebutlah dibuat sistem administrasi yang cepat.
 Dari segi pembiayaan, Pemerintah Hindia Belanda tentunya tidak ingin mengalami
 kerugian. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya surat-surat gedeponeerd agenda dari
 Algemene Secretarie yang berisi laporan pengangkutan barang. Ditambah lagi surat-surat
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 diplomasi kepada Konsulat Jenderal di Penang untuk meminta izin memasuki wilayahnya.
 Hal ini juga sangat menghemat bagi Pemerintah Hindia Belanda sehingga kapal-kapal perang
 menuju dan kembali dari Aceh tidak harus menuju Batavia. Tak lupa korespondensi dengan
 pedagang-pedagang China untuk membiayai beberapa kebutuhan perang bagi Pemerintah
 Hindia Belanda.
 Dari segi kebijakan politik, Pemerintah Hindia Belanda pada masa itu juga tidak main-
 main. Hal ini juga ditambah dengan kekalahan Pemerintah Hindia Belanda yang mengalami
 kekalahan pada fase pertama yaitu tahun 1873. Dengan kekalahan Pemerintah Hindia
 Belanda pada fase pertama membuat mereka tidak ingin mengalami kekalahan kembali.
 Pemerintah Hindia Belanda pada masa itu berusaha membuat keputusan yang lebih hati-hati.
 Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya verslagen, telegrammen, dan hasil investigasi
 sehingga dalam setiap series-nya begitu lengkap dan rapi. Data-data mengenai jumlah
 penduduk serta keaadaan geografis setiap wilayah aceh juga tersaji untuk membantu
 kevalidan keputusan yang diambil. Tentunya kesemuanya itu dibuat agar keputusan yang
 dibuat oleh petinggi-petingi di Pemerintahan Hindia Belanda terutama Gubernur Jenderal
 agar lebih baik dan hati-hati.
 Dalam sistem administrasi juga tak luput diistimewakan. Untuk kepentingan administrasi
 seperti surat-surat korespondensi diberikan kode AZ yang merupakan inisial dari Atjeh
 Zaken. Tentunya hal ini sangat berpengaruh dalam kepentingan administrasi terutama
 Algemene Secretarie yang memiliki peran utama dalam proses administrasi tersebut.
 Tentunya dapat dibuktikan dengan toegangen yang selalu diberi kode AZ. Penentuan kode
 AZ ini juga mempercepat penemuan kembali arsip jika sewaktu-waktu diperlukan. Nomor
 yang dibuat juga sesuai dengan kronologis sehingga memudahkan dalam pencarian kembali.
 Dari sinilah diketahui bahwa meskipun sistem kearsipan dari suatu khazanah arsip sudah
 ditentukan sebelumnya namun dalam keaadaan tertentu dapat berubah disesuaikan dengan
 kepentingan arsip-arsip tersebut. Meskipun hal itu dibuat oleh Pemerintahan Hindia Belanda
 yang tentunya mengadopsi dari sistem yang sudah diterapkan di Negeri Belanda.
 KESIMPULAN
 Dari kesemuanya itu, dapat dilihat bahwa dalam khazanah arsip Algemene Secretarie
 meskipun memiliki sistem yang telah baik dengan toegangen (jalan masuk) yang bervariasi
 tetapi memiliki ke-anomali-annya tersendiri. Afdeeling Atjeh Zaken telah membuktikan itu.
 Dengan keadaan perang yang mendesak sehingga dibuatlah penataan arsip dan sarana temu
 balik yang berbeda. Hal itu dibuat agar terjadi efisiensi waktu, biaya, dan tempat. Keputusan-
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 keputusan yang dibuat pada masa Perang Aceh dibuat secepat mungkin karena sifatnya
 darurat dan mendesak. Hal itu berakibat pula pada penataan arsipnya. Penataan arsip
 Afdeeling Atjeh Zaken dalam dibuat khusus agar memudahkan para penguasa di
 Pemerintahan Hindia Belanda untuk mengambil kebijakan dan keputusan tertentu. Algemene
 Secretarie yang merupakan khazanah arsip dengan volume besar serta perannya sangat besar
 dalam proses administrasi di Pemerintah Hindia Belanda akhirnya membuat sistem kearsipan
 istimewa untuk daerah Aceh dikarenakan kebutuhan yang berbeda. Inilah yang disebut
 anomali dalam sebuah khazanah arsip yang harus juga dipelajari agar dapat memudahkan
 dalam pencarian arsip.
 Dari pemaparan di atas, dapat dibuat kesimpulan yaitu:
 1. Penataan arsip dalam khazanah arsip tertentu bukanlah penataan arsip yang benar-benar
 yang fixed. Semuanya bisa berubah sesuai dengan keadaan tertentu sehingga harus
 dipelajari latar belakang sejarahnya mengapa terjadi perubahan dalam penataan arsipnya.
 2. Sistem kearsipan dalam sebuah khazanah arsip tertentu dibuat untuk kepentingan
 tertentu. Hal tersebut dilihat dari Afdeeling Atjeh Zaken dalam khazanah arsip Algemene
 Secretarie. Dalam Afdeeling Atjeh Zaken terdapat penataan arsip tersendiri walaupun
 masih dalam lingkup khazanah arsip Algemene Secretarie.
 3. Dalam keadaan darurat dan keadaan tertentu diperlukan penataan arsip yang berbeda dari
 yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu, biaya, dan tempat. Perang
 Aceh yang berlangsung membuat Pemerintah Hindia Belanda harus memberi keputusan
 yang tepat dan cepat sehingga diperlukan penataan arsip yang berbeda. Ini terjadi pada
 Afdeeling Atjeh Zaken pada khazanah arsip Algemene Secretarie.
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